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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena 

atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku 

ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis 

yang diberi judul “Pengelolaan Pendidikan Sekolah Islam”. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan 

karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima 

kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku 

ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.  

Pendidikan yang baik tidak terlepas dari persoalan 

pembiayaan sekolah. Pembiayaan pendidikan adalah merupakan 

komponen yang pokok dalam pelaksanaan pendidikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembiayaan turut andil dalam 

keberlangsungan serta keberlanjutan pendidikan. Lembaga 

pendidikan formal (baca sekolah) yang didalamnya ada kegiatan 

pembelajaran, akan bisa berlangsung dengan baik, apabila 

terdapat pembiayaan atau pendanaan yang baik pula. Dalam 

merencanakan pembiayaan pendidikan, pihak yang terlibat dalam 

perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah ini antara lain 

guru, kepala sekolah, manajer keuangan, manajer pendidikan, dan 

direktur, sesuai dengan prioritas kebutuhan (Sahid & Rachlan, 

2019). 

Pembiayaan pendidikan di sekolah sama dengan 

perencanaan pembiayaan di sekolah lain yang mengacu pada 

RAPBS/M (Badruttamam, 2018). Pengelolaan pembiayaan 

pendidikan pada intinya melakukan perencanaan dengan 

menyusun RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah). Dalam pelaksanaannya dilakukan penyeimbangan 

antara anggaran belanja sekolah (ABS) dengan anggaran 

pendapatan sekolah (APS) dengan langkah skala prioritas dan 

program wirausaha (Syafri, 2020). Dikatakan bahwa pengelolaan 

pembiayaan memerlukan pedoman sebagai dasar dalam 

pelaksanaannya. 
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata 

penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan 

semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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1 

 
 

A. Pendidikan Sebagai Penopang Sumber Daya Manusia 

Pendidikan merupakan faktor penting untuk 

mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Pendidikan adalah sarana strategis untuk meningkatkan mutu 

sumber daya manusia baik dalam pembangunan suatu bangsa 

maupun dalam tatanan global. Sumber daya ini menjadi modal 

utama sekaligus menjadi kekayaan bangsa. Sumber modal dan 

materi adalah faktor produksi yang bisa dimanfaatkan oleh 

sumber manusia (Abidin, 2021). Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan 

merupakan usaha yang sadar dan terencana guna mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Formulasi tersebut 

melandasi dan mengarahkan pelaksanaan pendidikan yang ada 

di Indonesia. 

Pengelolaan peningkatan mutu yang berbasis sekolah 

sangat diperlukan sebagai model pengelolaan yang memberi 

kekuasaan atau otoritas yang lebih besar kepada kepala sekolah 

untuk melakukan pengambilan keputusan guna meningkatkan 

mutu sekolah, mengingat proses pendidikan yang bermutu 

berpengaruh pada sekolah yang bermutu (Akmal & Santari, 

2020). Ada beberapa faktor pendukung, seperti sarana 

prasarana dan kecukupan biaya, pengelolaan yang baik, serta 

PENDAHULUAN 
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lingkungan kondusif. Mutu berkaitan dengan penilaian suatu 

produk dalam memenuhi kriteria, standar atau rujukan. Faktor 

yang mempengaruhi mutu pendidikan ada beberapa hal, yakni 

proses pendidikan yang dialami siswa, dan keberadaan 

sumber daya dan dana pendidikan diantaranya tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan, dan 

kebijakan hasil proses politik (Almarogi & Rofvini, 2021). 

Sebagai sektor publik, pendidikan diharuskan mampu 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai 

macam bentuk pengajaran, bimbingan dan diklat yang 

diperlukan oleh siswa yang berkualitas (H Muamanah, 2020). 

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai ketentuan untuk 

mengatur pelaksanaan sektor pendidikan ini, antara lain: 

pertama, pemerintah menetapkan pembiayaan pendidikan 

adalah tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat (Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas); kedua, pembiayaan pendidikan terdiri dari 

biaya investasi, biaya operasional (personal dan non personal), 

bantuan pendidikan, dan beasiswa (Peraturan Pemerintah 

Nomor 48 Tahun 2008); dan ketiga, standar pembiayaan 

merupakan pengaturan standar komponen dan besaran biaya 

operasional pendidikan per tahun anggaran yang terdiri dari 

investasi, operasional, dan personal (Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005). 

Partisipasi yayasan, komite sekolah dan orang tua 

dalam pendidikan sangat dibutuhkan, terutama pada input 

pendidikan berupa dana atau biaya pendidikan. Selain itu juga 

pada proses pendidikan, seperti monitoring, penilaian dan 

pertanggungjawaban. Pendidikan dari keluarga, masyarakat 

dan lingkungan menjadi landasan penting, bahkan menjadi 

fondasi utama dalam menumbuhkembangkan siswa (Adilah, 

2018; L. L. Zulkarmain, 2020). Oleh karenanya penting akan 

adanya kebijakan untuk pelibatan orang tua dalam pendidikan. 

Penyelenggaraan pendidikan banyak menghadapi 

persoalan, yang kadang berasal dari peserta didik, stakeholder, 

lingkungan ataupun dari pengelolaan sekolah yang tidak 
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mampu mewujudkan ide kreatif dan inovatif baru guna 

peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan diharapkan mampu 

mencerdaskan, membebaskan manusia dari penindasan, 

kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan kadang justeru 

membuat sengsara (secara ekonomis) dan menjadikan miskin, 

baik secara ideologis, politik, ekonomi, maupun sosial dan 

budaya (Zubaidi, 2020). 

 

B. Anggaran Pembiayaan Pendidikan 

Saat ini permasalahan yang dianggap krusial dan 

berdampak pada standar mutu pendidikan adalah berkaitan 

dengan pembiayaan pendidikan. Hal ini sejalan dengan 

temuan penelitian yang dilakukan oleh (Yusria, 2018) yang 

menjelaskan bahwa pembiayaan adalah dianggap penting pada 

pelaksanaan pendidikan baik di level makro (negara) maupun 

mikro (satuan lembaga). Pembiayaan pendidikan adalah unsur 

yang mutlak diadakan dalam pendidikan. Yuhasnil 

menerangkan bahwa selain kualitas pendidikan di sekolah 

dasar dipengaruhi oleh biaya pendidikan yang rendah, juga 

dipengaruhi oleh program belajar mengajar dan kualitas 

outcomes yang dihasilkan (Yuhasnil, 2020). Dengan demikian 

terdapat hubungan antara tingginya biaya pendidikan dan 

mutu pendidikan di sekolah dasar. 

Pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan 

dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk 

mengoperasionalkan sekolah. Permasalahan pendidikan akan 

selalu ada, apalagi kalau menyangkut biaya pendidikan. Biaya 

untuk memasuki jenjang pendidikan saat ini semakin mahal 

(Werdiningsih, 2020). Memang tidak salah jika dikatakan 

pendidikan bermutu membutuhkan biaya, namun 

persoalannya, daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini 

masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang tidak 

pasti. 

Pemerintah sesungguhnya telah menganggarkan biaya 

pendidikan sebesar 20%. Hal ini sesuai dengan amanah dari 

UUD 1945 hasil amandemen (Wahidah, 2013). Capaian 
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pendidikan nasional diupayakan merata dan lebih berkualitas, 

tertuang dalam PP 19/2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yaitu pada pasal 3 dan 4. Pasal 3: “Standar nasional 

pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”. Pasal 4: 

“Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu 

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat”. PP 19/2005 menegaskan bahwa untuk 

memenuhi anggaran pendidikan yang memadai harus 

diperuntukkan sebagai perwujudan layanan pendidikan 

yang bermutu bagi semua. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembiayaan pendidikan mempunyai keterkaitan dengan mutu 

pendidikan. Dengan kata lain, pendanaan sekolah dengan 

berbagai proses didalamnya diarahkan pada peningkatan mutu 

pendidikan. 

Pemerintah ataupun masyarakat, mengalami polemik 

yang cukup besar berkaitan dengan persoalan pemenuhan 

anggaran 20% ini, diantaranya karena ketidakmampuan 

anggaran negara dalam membiayai pendidikan dengan porsi 

tersebut sekaligus dari APBN. Kondisi ini yang kemudian 

memunculkan kenaikan prosentase anggaran pendidikan 

secara bertahap, hingga mampu mencapai angka kebutuhan 

persentase tersebut (Andayani, 2019). 

Saat ini berdasarkan aturan yang mewajibkan pada 

pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 

sebesar minimal 20% dari total APBN, maka pemerintah daerah 

setiap tahun juga menetapkan anggaran bagi pendidikan. 

Kegunaan anggaran tersebut misalnya untuk gaji tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, meskipun besaran 

dana tersebut pada kenyataannya belum merata bila 

dibandingkan jatah antara sekolah negeri dan sekolah swasta 

(Anwar, 2017). 
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Pemerintah Pusat dan Daerah telah berupaya memenuhi 

amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang alokasi 

dana APBN maupun APBD pada sektor pendidikan, namun 

pada kenyataannya sekolah swasta mendapatkan porsi 

anggaran yang jauh lebih sedikit daripada sekolah negeri. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anggaran untuk 

pendidikan terbukti masih kurang (Aramiko & Samsinar, 

2018). Dana tersebut belum memberi keleluasaan pengelolaan 

oleh sekolah, dan tidak memberi peluang sekolah untuk 

berkembang sesuai dengan karakteristik sekolah (Arifin, 2020). 

Akibatnya, mutu sekolah di Indonesia tidak merata dan masih 

belum memenuhi standar minimal sekolah. 

Realisasi pelaksanaan PP19/2005 berdampak pada perlu 

adanya penyusunan standar pembiayaan pendidikan. Standar 

pembiayaan pendidikan yang dimaksud antara lain biaya 

operasional, biaya investasi dan biaya personal (Arsyad & 

Kamarudin, 2020). Standar pembiayaan pendidikan ini 

ditetapkan melalaui Peraturan Menteri berdasarkan usulan 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai acuan 

dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sederajat di seluruh Indonesia. 

Azhari dalam penelitiannya memperoleh temuan tentang 

biaya pendidikan yang menjadi persoalan pokok dalam 

mengelola kegiatan pendidikan (Azhari, 2017). Institusi yang 

tidak mampu memberikan pembiayaan pendidikan akan 

terhambat pembelajarannya. Adanya hambatan pembelajaran, 

akan menurunkan mutu pendidikan pada suatu lembaga. 

Pembiayaan pendidikan merupakan faktor pendukung utama 

karena menyangkut operasional penyelenggaraan pendidikan 

secara menyeluruh. Sistem pengelolaan pembiayaan 

pendidikan diharapkan dapat memberi kontribusi berupa 

dukungan pendidikan untuk mewujudkan mutu dan kualitas 

pendidikan serta pelaksanaan pembelajaran (Burhan & 

Saugadi, 2017). 
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Pembiayaan pendidikan dapat dikatakan sebagai 

komponen yang menentukan, yang menjadi faktor yang 

menentukan bagi tercapainya pelaksanaan pembelajaran 

berbarengan dengan komponen lainnya (Yulianti & Dekawati, 

2018). Standar pemenuhan pembiayaaan pendidikan 

merupakan permasalahan yang mendesak yang berdampak 

langsung pada mutu pendidikan nasional. Pembiayaan 

merupakan permasalahan yang mutlak harus tersedia bagi 

penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat negara maupun di 

tingkat lembaga dan pembiayaan yang tinggi berpengaruh 

pada kualitas pendidikan di lembaga pendidikan dan proses 

belajar mengajar serta kualitas yang dihasilkan (C. Dewi, 2018). 

Biaya pendidikan terbukti memiliki kontribusi terhadap 

mutu pendidikan. Besaran biaya pendidikan bervariasi untuk 

beberapa lembaga, termasuk di Yogyakarta. Gambaran kategori 

biaya pendidikan sekolah dasar swasta di Yogyakarta dapat 

dilihat pada link https://www.imaos.id/neraca/biaya-sd-

swasta-yogyakarta/. Ada dua jenis pembiayaan, yakni biaya 

SPP yang dibayarkan setiap bulan, dan biaya komplementer 

yang merupakan gabungan beberapa hal, seperti uang gedung, 

uang pangkal, pendaftaran, uang seragam, iuran tahunan, dan 

lain sebagainya (Fadillah et al., 2020). Biaya komplementer 

biasanya diberikan diawal tahun ajaran. 

Biaya pendidikan sekolah dasar dibagi menjadi tiga 

kategori, yakni rendah, sedang dan tinggi. Lebih rinci dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

1. Kategori rendah (komplementer 1.000.000;-7.500.000; 

dan/atau SPP 100.000;-600.000;). Fasilitas yang diberikan 

untuk peserta didik dari sekolah yang berkategori rendah 

ini pada umumnya cukup standar. Terdapat ruang kelas, 

ruang UKS, dan ruang perpustakaan. Sekolah dasar yang 

berbasis agama biasanya dilengkapi dengan ruang atau 

tempat ibadah. Fasilitas pendukung lainnya menjadi 

kekurangan yang ada pada sebagian sekolah dasar di 

kategori ini. Biaya yang murah bukan berarti kualitas yang 

rendah. 

https://www.imaos.id/neraca/biaya-sd-swasta-yogyakarta/
https://www.imaos.id/neraca/biaya-sd-swasta-yogyakarta/
https://www.imaos.id/neraca/biaya-sd-swasta-yogyakarta/
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2. Kategori sedang (komplementer 7.500.000;-15.000.000; 

dan/atau SPP 600.000;-1.200.000;). Sekolah dasar swasta 

Yogyakarta pada kategori sedang ini mempunyai fasilitas 

dan sarana prasarana yang lebih baik dibandingkan dengan 

sekolah kategori rendah, seperti fasilitas rekreasi/refreshing 

dan olahraga. Program kegiatan pendukung lain 

diantaranya studi banding, program motivasi, camping, dan 

lainnya sampai pada acara pendalaman agama pada sekolah 

berbasis keagamaan. Kualifikasi tenaga pendidik di sekolah 

dasar kategori ini biasanya lebih baik. Sekolah pada 

kategori ini biasa memberikan diklat bagi tenaga 

pendidiknya untuk menjaga kualitas pendidikan. Diklat 

juga diberikan pada komunitas orang tua/wali murid untuk 

peningkatan efektivitas pendidikan siswa di sekolah dan 

juga di rumah. 

3. Kategori tinggi (komplementer 15.000.000; keatas dan/atau 

SPP 1.200.000; keatas). Banyak sekolah dalam kategori 

tinggi ini memberikan layanan dan fasilitas bagi peserta 

didiknya secara tidak tanggung-tanggung, yang mungkin 

bagi sebagian orang terkesan berlebihan. Sarana dan 

prasarana antara lain lapangan baseball, kolam renang 

standar olimpiade dapat ditemukan di beberapa sekolah 

dasar swasta Yogyakarta di kategori tinggi ini, karena biaya 

pendidikan yang tinggi. Studi banding ke luar negeri 

menjadi kegiatan yang rutin dan sering dilakukan. Pada 

institusi lembaga pendidikan dalam kategori tinggi ini juga 

memiliki dan bekerjasama dengan lembaga internasional. 

Dalam penyusunan kurikulum dilakukan oleh para ahli 

pendidikan anak bergelar dan berbasis riset mutakhir. 

 

Selanjutnya terkait dengan penentuan mutu pendidikan. 

Salah satu cara untuk mengetahui kualitas atau mutu suatu 

lembaga dapat dilihat dari hasil penilaian akreditasi (R. Dewi & 

Khotimah, 2020). Akreditasi adalah proses penjaminan mutu 

layanan pendidikan dalam mencapai Standar Nasional 

Pendidikan (SNP). Menurut Undang-Undang Nomor 20 
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Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 60 ayat (1) dikatakan 

bahwa akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan 

program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal 

dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; Pada 

ayat (2) dikatakan bahwa akreditasi terhadap program dan 

satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau 

lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas 

publik; Pada ayat (3) dikatakan bahwa akreditasi dilakukan 

atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. 

Delapan Standar Nasional Pendidikan telah disusun oleh 

BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) sebagai bagian 

dari standar minimal yang harus dipenuhi oleh lembaga 

pendidikan, yang terdiri dari: (1) Standar kompetensi lulusan; 

(2) Standar isi; (3) Standar proses; (4) Standar pendidik dan 

tenaga kependidikan; (5) Standar sarana dan prasarana; (6) 

Standar pengelolaan; (7) Standar pembiayaan; dan (8) Standar 

penilaian pendidikan. 

Akreditasi adalah langkah strategis untuk mengukur 

kualitas lembaga. Melalui akreditasi, sekolah melalukan 

Evaluasi Diri Satuan (EDS) dengan cara mengisi instrument 

dari delapan standar. Hasil Evaluasi Diri satuan dikirim ke 

Badan Akreditasi Nasional, untuk kemudian divisitasi dan 

dinilai. Berdasarkan penilaian akreditasi akan menghasilkan 

peringkat akreditasi A (Unggul), B (baik), C (cukup) atau TT 

(Tidak terakreditasi). Berikut adalah tabel daftar akreditasi 

untuk sekolah dasar Islam di Kota Yogyakarta. 
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Tabel 1: 

Daftar Akreditasi Sekolah Dasar Islam Di Kota Yogyakarta 

NO NAMA ALAMAT 
AKREDIT

ASI 

1 SD Muhammadiyah 

Gendeng 

Jln Melati Wetan GK 

IV/374 Yogyakarta A 

2 SD Masjid Syuhada Jln I Dewa Nyoman Oka A 

3 SD Muhammadiyah 

Purwodiningratan 

Purwodiningratan NG 

I/902 B 

4 SD Muhammadiyah 

Sukonandi 

Kapas No. 5 A 
A 

5 SD Muhammadiyah 

Sapen 

Jln Bimokurdo 

Demangan Yogyakarta 

 

A 

6 SD Muhammadiyah 

Kauman 

Jln Kauman 

Gondomanan Yogyakarta A 

7 SD INTIS Yogyakarta Jl. Retno Dumilah 54 

Rejowinangun Kotagede 

Yogyakarta 

 

A 

8 SDIT Luqmanul      

Hakim 

Muja-Muju Umbulharjo 

Yogyakarta A 

9 SD Muhammadiyah 

Warungboto 

Jl. Veteran No. 108 

Yogyakarta Warungboto 

UmbulharjoYogyakarta 

 

B 

10 SD PIRI Nitikan Jalan NitikanBaru 55 

Sorosutan Umbulharjo 

Yogyakarta 

B 

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019) 
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Berdasarkan kategori yang dicapai, maka dapat 

dipahami ketika nilai akreditasi sekolah mencapai kriteria A 

(unggul) semua pihak akan merasa senang. Diharapkan 

motivasi kerja sekolah bisa meningkat. Hal yang tidak 

diharapkan dengan pencapaian kriteria baik, sekolah 

menganggap pekerjaan sudah selesai, lantas tidak ada lagi 

tindak lanjut. Padahal seharusnya selesai akreditasi dilakukan 

refleksi, dikaji sisi-sisi mana hasil akreditasi yang belum 

memenuhi standar harus menjadi pekerjaan rumah. Makna 

yang harus menjadi pegangan guru, bahwa melalui akreditasi, 

sekolah memiliki kepastian dimana posisi sekolahnya. 

Imbasnya, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah akan 

meningkat. Hal yang menjadi pegangan bersama pihak sekolah, 

walau bagaimanapun sekolah harus memberi layanan prima. 

Akreditasi bukan hanya mengejar predikat semata, melainkan 

sebagai instrospeksi sejauhmana sekolah telah memberikan 

pelayanan kepada siswa. 

Terkait dengan biaya pendidikan pada umumnya 

lembaga mengalokasikan sebagian anggaran untuk 

pengembangan muatan lokal yang bersifat penguatan 

keagamaan, seperti program tahfidz. Pengembangan lebih 

lanjut seperti tahsin, munaqasyah dan wisuda Alquran, mabit 

(Malam Bina Iman dan Taqwa), Islamic parenting, halaqoh 

tarbawiyah. Selain itu juga penyelenggaraan studi banding ke 

lembaga-lembaga Islam yang dianggap lebih baik dan inspiratif. 

Hal itu menjadi kekuatan dan keunggulan lembaga. 

 

C. Penyelenggaraan Pendidikan di SD Muhammadiyah 

Gendeng 

Data penelitian diambil dari Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta beralamatkan di Jl. 

Melati Wetan No. 374 Baciro, Gondokusuman, Kota 

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah 

struktur organisasi SD yang dijadikan sebagai sumber data. 
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Gambar 25 

Struktur Organisasi SD Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta 

Sumber: http://sdmuhgendeng- 

jogja.sch.id/html/profil.php?id=profil&kode=15&profil=Struktur

%20Organisasi 

 

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan garis 

wewenang atasan dan bawahan yang berpengaruh pada tugas 

serta tanggung jawab sesuai dengan bidang-bidang yang 

disusun secara terstruktur. Melalui struktur organisasi akan 

terlihat jelas garis koordinasi dan garis komando, sehingga 

mempermudah komunikasi kepada atasan langsung maupun 

bawahan langsung. 

Strukur organisasi di SD Muhammadiyah Gendeng 

menunjukkan komitmen sekolah dalam peningkatan mutu. Hal 

ini ditunjukkan melalui adanya Staf Evaluasi yang membawahi 

http://sdmuhgendeng-jogja.sch.id/html/profil.php?id=profil&kode=15&profil=Struktur%20Organisasi
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proses monitoring dan kontroling setiap aktivitas sekolah. 

Dalam tugas dan tanggungjawabnya, bidang ini mencakup 

pula kesiapan dalam pelaksanaan serta mempertahankan nilai 

akreditasi. Secara historis bidang ini muncul di tahun 2005 

dimana saat itu berbagai sekolah di Yogyakarta sedang gencar 

dengan pelatihan SDM serta studi banding. 

Adapun Visi dan Misi Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Gendeng Yogyakarta telah dirumuskan sebagai cermin cita-cita 

jangka panjang yang ingin dicapai. Visi SD Muhammadiyah 

Gendeng adalah “Terwujudnya Generasi Muslim yang Unggul, 

Peduli Terhadap Lingkungan serta Berguna bagi Agama, 

Bangsa, dan Negara”. Sedangkan misinya adalah 

“Menciptakan suasana yang kondusif untuk mengembangkan 

potensi siswa melalui penekanan pada penguasaan kompetensi 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta Bahasa Inggris”. 

Ada beberapa data yang diambil dari lembaga tersebut terkait 

dengan kebutuhan dalam kajian ini. Data yang yang diambil 

antara lain penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan 

(accounting), dan pemeriksaan (auditing). 

Kajian ini dilakukan di sekolah dasar Muhammadiyah 

Gendeng Yogyakarta. Ada sembilan kriteria sekolah dasar 

Islam yaitu: sekolah dasar Islam dengan biaya mahal dan 

memiliki mutu unggul, biaya mahal dan memiliki mutu baik, 

biaya mahal dan memiliki mutu cukup. Lalu sekolah dasar 

Islam dengan biaya sedang dan memiliki mutu unggul, biaya 

sedang dan memiliki mutu baik, biaya sedang dan memiliki 

mutu cukup. Ada pula kriteria sekolah dasar Islam dengan 

biaya murah dan memiliki mutu unggul, biaya murah dan 

memiliki mutu baik serta biaya murah dan memiliki mutu 

rendah. 

Berdasarkan obyek penelitian yang terdiri dari sembilan 

lembaga yang memenuhi ketentuan maka diambil satu 

lembaga yang memiliki kondisi khusus yaitu biaya pendidikan 

rendah namun kualitas pendidikan tergolong unggul. Lembaga 

yang dijadikan sasaran penelitian adalah Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta. Sekolah ini tercatat 
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memiliki peringkat Akreditasi A, dengan nilai 96. Akreditasi ini 

berlaku hingga tahun 2023. 

1. Gambaran Umum SD Muhammadiyah Gendeng 

SD Muhammadiyah Gendeng adalah sekolah dasar 

yang bernaung di bawah Yayasan Muhammadiyah. Sekolah 

ini terletak di jalan Mlati Wetan GKIV/374 Gendeng 

Yogyakarta. Menu utama website sekolah dapat diakses 

melalui http://sdmuhgendeng:jogja.sch.id/html/index.php

. Sekolah ini dikenal pula dengan sebutan SD MUGENTA 

(Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta). 

Berikut adalah denah lokasi sekolah: 

 
Gambar 26 Denah Lokasi Sekolah 

 

Sekolah ini memiliki visi: mewujudkan manusia 

muslim yang unggul serta berguna bagi agama, masyarakat 

dan negara. Visi ini menjadi mimpi jauh ke depan yang 

ingin dicapai oleh SD Muhammadiyah Gendeng. Visi inilah 

yang akan menuntun dan mengarahkan segala program dan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, sebagaimana 

tergambar sebagai berikut: 

http://sdmuhgendeng:jogja.sch.id/html/index.php
http://sdmuhgendeng:jogja.sch.id/html/index.php
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Gambar 27 

Visi Misi SD Muhammadiyah Gendeng 

 

Adapun misi dari SD Muhammadiyah Gendeng 

adalah sebagai berikut. 

a. Mengamalkan nilai-nilai al-Quran dan as-Sunnah dalam 

kehidupan sehari- hari. 

b. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Menggali potensi, keterampilan, bakat dan minat sebagai 

bekal hidup berkemajuan serta berjiwa entrepreneur. 

 

Guna mewujudkan visi yang telah dicanangkan 

tersebut maka sekolah membuat program kegiatan yang 

dilaksanakan dalam sehari-hari yang mengandung 

pananaman nilai karakter positif anak. Beberapa kegiatan 

harian siswa antara lain: 

a. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun 

b. Tahfizdul quran, sholat dhuha dan doa bersama setiap 

pagi 
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c. Kegiatan belajar mengajar (KBM) 

d. Sholat dhuhur dan ‘asar berjamaah setiap hari. 

e. Les mata pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler 

f. Bimbingan budi pekerti, etika dan akhlak mulia. 

 

Sekolah juga mengembangkan kegiatan ekstra 

kurikuler, yaitu qiro’ah (seni baca al-Quran), tapak suci, hizbul 

wathan, drumband, karate, renang, robotic, futsal dan 

panahan. Sedangkan program unggulan yang dimiliki oleh 

SD Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta ini adalah 

welcome ceremony, morning party, tahfidzul quran dan student 

exchange. Semua program tersebut menambah bobot 

kegiatan yang ada di SD Muhammadiyah Gendeng 

Yogyakarta. 

Salah satu agenda yang sempat menjadikan sekolah 

ini tren di kalangan masyarakat dan wali murid adalah 

adanya kegiatan coffee morning, dimana berbagai unsur 

sekolah dihadirkan untuk bertatap muka langsung, saling 

berbagi cerita, memberikan masukan, serta menjadi media 

sekolah dalam mensosialisasikan berbagai program dan 

capaian. 

Ada beberapa alasan sehingga masyarakat 

menjatuhkan pilihan untuk memasukkan anaknya di SD ini, 

yaitu sekolah ini membangun sistem hingga menjadi 

sekolah ramah anak, tersedia program tahfidz dua juz, 

pembiasaan sholat dzuha dan tadarus. Selain itu SD 

Muhammadiyah Gendeng juga membangun kebiasaan 

positif yang disebut dengan istilah 7 Golden Habbit. Capaian 

sekolah terakreditasi A dan Sekolah Adiwiyata. Selain itu 

juga mengembangkan diri menjadi sekolah literasi, 5 

Days School, keterlibatan aktif orang tua siswa, pembinaan 

dan pengembangan kualitas guru, serta pengembangan 

sekolah digital. 

Labelisasi sekolah dengan biaya rendah terhadap SD 

Muhammadiyah Gendeng tidak serta merta membuat 

sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya berkecil 



16 

hati, namun justeru dijadikan cambuk semangat bahwa 

sekolah berkualitas tidak selalu terkorelasi dengan harga 

mahal. Sekolah ini telah berupaya keras dalam membangun 

semangat positif hingga mencapai peringkat unggul hingga 

saat ini. 

Semenjak 2014 terdapat kebijakan yang membuat SD 

Muhammadiyah Gendeng menjadi rujukan dalam memilih 

sekolah. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pemilihan 

biaya infak peserta didik baru yang terbagi menjadi 3 (tiga) 

kategori, yaitu: kategori I dengan nilai minimal Rp. 

1.750.000; kategori II dengan nilai minimal Rp. 1.500.000; 

dan kategori III dengan nilai sesuai kemampuan. Hal ini 

didukung pula dengan biaya SPP yang murah direntang Rp. 

100.000 sampai dengan Rp. 110.000. Berawal dari sini pula 

SD Muhammadiyah Gendeng masuk dalam kategori 

sekolah murah di Yogyakarta. 

 

2. Informan penelitian 

Guna mendapatkan informasi yang tepat maka dalam 

kajian ini yang menjadi informan adalah kepala sekolah, 

bendahara, guru dan komite sekolah. Informasi yang digali 

dalam hal ini mengenai strategi pengelolaan pembiayaan 

pendidikan dalam memenuhi standar mutu pendidikan 

sekolah dasar Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta 

tahun 2014-2019. Strategi pengelolaan pembiayaan 

pendidikan ini dapat diartikan sebagai suatu proses 

perencanaan dan pengambilan keputusan, 

pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan 

organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber 

daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien yang mencakup semua jenis pengeluaran yang 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan agar dapat 

sesuai dengan standar mutu pendidikan. Pada kajian ini 

ditekankan pada tiga hal yaitu penyusunan anggaran 

(budgeting), pembukuan (accounting), dan pemeriksaan 

(auditing). 
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Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi mulai dari awal hingga akhir dilakukan oleh 

penulis sendiri dan dibantu oleh beberapa pihak untuk 

kelancaran pelaksanaan. Dokumentasi didapatkan melalui 

dokumen dan berkas-berkas dari Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta yang memberikan 

data sebagai kelengkapan dokumentasi. Selain memperoleh 

data dari subjek, dalam kajian ini juga didapatkan informasi 

yang sejenis sebagai pendukung kelengkapan data, 

memperkuat data yang diperoleh dari informan penelitian, 

serta sebagai tolok ukur derajat kepercayaan data. 

Terdapat variasi biaya pendidikan yakni tinggi, 

sedang dan rendah sebagaimana telah diuraikan di atas. 

Berkaitan dengan biaya dan mutu pendidikan, 

penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak bisa dilepaskan 

dari unsur pembiayaan. Suatu hal yang mudah diterima 

bahwa pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan 

biaya yang tidak sedikit (Fahri, 2018). Dalam kajian ini yang 

dimaksud tinggi biaya pendidikan adalah didasarkan pada 

besaran biaya komplementer yang dibayarkan pada termin 

awal dan SPP perbulan. Biaya komplementer mencakup 

biaya sarana prasarana dan pengembangan pendidikan. 

Peningkatan kualitas guru menjadi bagian yang 

dianggarkan sebagai penunjang mutu pendidikan. 

Terkait mutu pendidikan diukur dari nilai akreditasi 

lembaga yang merupakan cerminan dari kualitas lembaga 

berdasarkan 8 SNP. Berikut adalah tabel biaya sekolah 

dasar swasta Yogyakarta beserta kategorinya. 
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Tabel 2: 

Biaya Sekolah Dasar Swasta Kota Yogyakarta 

NO NAMA ALAMAT 
KOMPLE- 

MENTER 
SPP Ket 

1 SD 

Muhammadiyah 

Gendeng 

Jln Melati Wetan 

GK IV/374 

Yogyakarta 

1.850.000 110.000 Rendah 

2 SD Masjid 

Syuhada 

Jln I Dewa 

Nyoman Oka 

8.550.000 240.000 Sedang 

3 SD 

Muhammadiyah 

Purwodiningra-

tan 

Purwodiningrat 

an NG I/902 

1.500.000 350.000 Rendah 

4 SD 

Muhammadiyah 

Sukonandi 

Kapas No. 5 A 9.915.000 375.000 Sedang 

5 SD 

Muhammadiyah 

Sapen 

Jln Bimokurdo 

Demangan 

Yogyakarta 

13.025.000 625.000 Sedang 

6 SD 

Muhammadiyah 

Kauman 

Jln Kauman 

Gondomanan 

Yogyakarta 

6.000.000 750.000 Sedang 

7 SD INTIS 

Yogyakarta 

Jl. Retno 

Dumilah 54 

Rejowinangun 

Kotagede 

Yogyakarta 

20.980.000 940.000 Tinggi 

8 SDIT Luqmanul 

Hakim 

Muja-Muju 

Umbulharjo 

Yogyakarta 

26.325.000 1.600.000 Tinggi 

9 SDMuhammadiy

ah Warungboto 

Jl. Veteran No. 

108Yogyakarta 

Warungboto 

Umbulharjo 

Yogyakarta 

1.500.000 110.000 Rendah 
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10 SD PIRI Nitikan Jalan Nitikan 

Baru 55 

Sorosutan 

Umbulharjo 

Yogyakarta 

2.000.000 125.000 Rendah 

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019) 

 

Sumber biaya secara umum berupa biaya rutin dan 

biaya insidental.  Biaya rutin seperti SPP (Sumbangan 

Penyelenggaraan Pendidikan),  sedangkan  biaya insidental 

seperti SPA (Sumbangan Pengembangan Akademik), 

uang gedung, dan sebagainya. Dalam lembaga Islam ada 

beberapa variabel pembiayaan yang dapat menguatkan 

pengelolaan keuangan lembaga, yang berupa amal jariyah, 

seperti wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh. SD 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta merupakan salah 

satu sekolah di bawah naungan Muhammadiyah yang 

dalam operasionalnya menetapkan besaran biaya 

pendidikan yang relatif murah. Disisi lain, sekolah ini 

merupakan satu-satunya sekolah yang terakreditasi dengan 

predikat UNGGUL atau A. Di tengah menjamurnya 

lembaga pendidikan dengan berbagai keunikan 

didalamnya, SD Muhammadiyah Gendeng tetap 

mempertahankan eksistensinya sebagai sekolah yang 

mempunyai kualitas Pendidikan yang baik dengan tidak 

terlalu memberikan beban kepada masyarakat. Konsistensi 

organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah sendiri dalam 

catatan sejarah tidak perlu diragukan lagi eksistensinya. 

Mengutip dari https://dikdasmenppmuhammadiyah.org/d

apodikmu-jumlah-sekolah/, jumlah SD di Indonesia di 

bawah naungan Muhammadiyah berjumlah lebih dari 1000 

sekolah, belum termasuk MI yang setingkat dengan 

pendidikan dasar. SD Muhammadiyah Gendeng sendiri 

dalam hal ini merupakan sebuah fenomena lembaga 

pendidikan, dimana pengelolaannya terutama dalam bidang 

pembiayaan dapat diteliti lebih lanjut. 

https://dikdasmenppmuhammadiyah.org/dapodikmu-jumlah-sekolah/
https://dikdasmenppmuhammadiyah.org/dapodikmu-jumlah-sekolah/
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SD Muhammadiyah Gendeng tergolong sekolah 

dengan biaya terjangkau, berbeda dengan sekolah lain yang 

sama-sama di bawah naungan Muhammadiyah. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa sekolah di bawah nanungan 

Muhammadiyah tersebut diatas (Tabel 2), mempunyai 

jumlah murid yang relatif sama namun mempunyai 

tingkat prestasi yang berbeda. Hal ini ditunjukkan melalui 

indikator SD Muhammadiyah Gendeng dalam jumlah atau 

kuantitas prestasi sekolah yang didapatkan oleh siswanya. 

Berdasarkan hasil observasi, pada umumnya 

lembaga pendidikan memiliki pos pengeluaran yang 

beragam. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa pos pengeluaran, yaitu: 1) biaya investasi, 2) 

biaya personal 3) biaya operasional. Biaya investasi meliputi 

biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan 

sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Biaya personal 

meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh 

lembaga untuk peserta didik agar bisa mengikuti proses 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya 

operasional meliputi gaji pegawai, bahan atau peralatan 

pendidikan habis pakai, dan biaya operasional tidak 

langsung, yang berupa air, listrik, telepon, pemeliharaan 

sarana dan prasarana dan sebagainya. 

Tinggi atau rendahnya biaya pendidikan bukanlah 

cermin tunggal untuk menentukan mutu pendidikan. Biaya 

pendidikan yang tinggi tidak otomatis menjamin kualitas 

sekolah tersebut bagus. Sebaliknya biaya pendidikan yang 

rendah bukan berarti mutu pendidikan di sekolah tersebut 

pasti rendah. Walaupun terdapat pemahaman di 

masyarakat bahwa semakin tinggi biaya pendidikan suatu 

sekolah maka semakin tinggi pula mutunya. Pemikiran 

paling optimis mengenai posisi biaya dikaitkan dengan 

mutu pendidikan menggariskan bahwa biaya merupakan 

fungsi mutu. Dengan kata lain hubungan antara 

penambahan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu 

pendidikan bersifat linier (Hadiansah, 2020). Pendapat 
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tersebut tentu masih harus dibuktikan secara empiris. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa anggapan 

masyarakat tersebut di atas tidak selalu benar, yakni 

apabila tersedia biaya yang tinggi akan menjamin bahwa 

pengelolaan sekolah akan lebih baik, atau sebaliknya, biaya 

rendah berarti mutu juga rendah. Hal ini sejalan dengan 

pendapat (Fahruddin, 2020) bahwa dalam masyarakat 

terdapat anggapan bahwa pendidikan yang bermutu adalah 

lembaga sekolah yang umumnya dipilih oleh para orang 

kaya dan mampu. Bagi masyarakat atau orang tua yang 

kurang beruntung secara finansial akan memilih lembaga 

pendidikan yang terjangkau secara biaya dan sejalan 

dengan mutu pendidikannya. Apabila anggapan ini 

dipertahankan maka tidak mungkin kedepan masyarakat 

akan berlomba-lomba mencari sekolah dengan konsekuensi 

biaya mahal, dan tentunya dengan “mengorbankan” 

aktivitas orang tua dalam bekerja memenuhi kebutuhan 

finansial. 

Dampak selanjutnya dalam pemilihan sekolah 

“mahal” adalah adanya persepsi tertentu yang dapat 

disematkan kepada siswa maupun orang tua akan “posisi”-

nya dimata sosial kemasyarakatan. Alderman dalam 

penelitiannya berjudul “School Quality, School Cost, And The 

Public/Private School Choices of Low-Income Household in 

Pakistan” menegaskan bahwa masukan (biaya dan 

keterlibatan dalam proses manajemen/prinsip transparansi) 

dari orang tua siswa berkorelasi dengan prestasi sekolah. 

Selanjutnya mutu sekolah berdampak pada prestasi siswa. 

Sekolah swasta mempunyai reputasi serta hasil belajar yang 

lebih baik dari pada sekolah negeri (Hajar, 2017). 

Kenyataan menunjukkan bahwa terdapat lembaga 

yang memiliki kesenjangan kuat, yaitu biaya rendah namun 

kualitas pendidikan termasuk kategori tinggi, yakni di SD 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta. Salah satu masalah 

pokok dalam pembiayaan adalah pengelolaan dana yang 

sangat terbatas, dimana sekolah dihadapkan pada 
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kebutuhan yang beraneka ragam. Sekolah harus mampu 

membuat keputusan dengan tetap berpedoman pada 

peningkatan mutu. Uang bukan segalanya dalam 

menentukan kualitas pendidikan, namun segala kegiatan 

pendidikan memerlukan uang, salah satunya dalam hal 

pengelolaan. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan 

hasil observasi yang telah dilakukan di beberapa sekolah 

dasar Islam di Kota Yogyakarta (Ja’far, 2019). 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta 

dipilih sebagai objek yang diteliti. Karima dalam 

penelitiannya berjudul “Educative Tradition and Islamic 

School in Indonesia” menyebut ketertarikan masyarakat 

dalam memilih pendidikan Islam di Indonesia murni 

dikarenakan misi pendidikan dan bukan atas dasar agenda 

politik, kelompok, dan organisasi. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa objek penelitian, dalam hal ini sekolah 

dasar Islam sebagai sekolah swasta membiayai operasional 

sekolahnya secara mandiri. Kalaupun ada dukungan dana 

dari pemerintah maka prosentasenya juga kecil. Pada 

umumnya sekolah-sekolah swasta tersebut menerapkan 

subsidi silang untuk meringankan biaya bagi siswa yang 

berkekurangan. Penerapan subsidi silang dilakukan dalam 

lingkup satu sekolah atau lintas sekolah dalam satu 

naungan, seperti sekolah Muhammadiyah (Karima et al., 

2020). 

Pola komunikasi yang baik terlihat dalam observasi, 

dimana antara pihak yayasan, sekolah, dan komite dalam 

komitmen pengembangan sekolah, baik itu melalui pertemuan 

(rapat, kegiatan bersama, dan lain-lain) maupun dari sisi 

dukungan moral dan material. Komunikasi inilah yang selalu 

menjadi prioritas utama dalam setiap penentuan kebijakan dan 

regulasi yang ada. Dalam hal pembiayaan, ketiga unsur tersebut 

terlibat secara langsung mulai dari tahap perencanaan keuangan 

(budgeting), tahap pelaksanaan (accounting), hingga tahap 

penilaian atau auditing. Hal inilah yang mendorong penulis 

untuk mengupas lebih lanjut. 
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Menyikapi tuntutan masyarakat terhadap mutu 

pendidikan yang tinggi, maka perlu mengadopsi sistem 

pembiayaan subsidi silang dimana dalam sistem tersebut 

diprioritaskan untuk siswa yang tidak memiliki akses 

kepada pendidikan karena secara ekonomi kurang mampu 

(Latip & Wafiqni, 2017). Hal ini tercermin dalam Pasal 52 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dimana salah 

satu ketentuannya menetapkan bahwa dana pendidikan 

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah menerapkan sistem 

subsidi silang yang diatur tersendiri oleh satuan 

pendidikan. 

Berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di Sekolah 

Dasar Negeri, Mahpudin dalam (Mahpudin, 2020) 

menyebut bahwa faktor-faktor internal sekolah memberikan 

kontribusi signifikan terhadap mutu pendidikan, yaitu:     

1) kesejahteraan guru; 2) kemampuan guru; 3) sarana kelas; 

dan 4) buku- buku pelajaran. Keempat komponen tersebut 

dalam penyusunan RAPBS memerlukan skala prioritas 

dalam mendapatkan alokasi biaya. Sementara dalam 

lembaga pendidikan Islam terdapat bentuk-bentuk lain 

dalam hal pembiayaan, diantaranya: zakat, infaq, shadaqah, 

dan lain-lain. 

Pemerintah dalam upaya meringankan biaya 

pendidikan telah memberikan bantuan dana dalam bentuk 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana tersebut disatu 

sisi sangat dibutuhkan oleh sekolah swasta untuk 

membiayai operasional lembaga. Berbagai kebutuhan dan 

fasilitas belajar peserta didik juga terbantu dengan adanya 

dana BOS tersebut, namun ketika kebijakan BOS dibarengi 

dengan kebijakan sekolah gratis bagi sekolah-sekolah 

negeri, maka bagi sekolah-sekolah swasta menjadi masalah 

besar. Untuk sekolah-sekolah negeri sejauh ini biaya 

personalia atau gaji guru dan pegawai ditanggung oleh 

negara. Maka dana BOS secara teoritis sudah dapat 
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menutup biaya operasional sekolah. Sementara untuk 

sekolah-sekolah swasta digunakan untuk menanggung 

seluruh pembiayaan, termasuk biaya personalia. 

Sekolah-sekolah swasta berada dalam kesulitan jika 

kebijakan BOS dimaksudkan untuk membuat pendidikan 

gratis. Sekolah swasta terancam kehilangan murid, karena 

sebagian murid mencari sekolah gratis. Apabila sekolah-

sekolah swasta ikut menggratiskan seluruh siswa, 

operasional sekolah terancam keberlangsungannya. Hal ini 

tidak akan terjadi jika anggaran pendidikan yang 

dikeluarkan oleh negara mampu menutup seluruh biaya 

pendidikan. 

Pondasi manajemen pengelolaan dan pendidikan 

sebagai solusi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas 

terdapat kesenjangan (Nasruji, 2018). Di satu sisi 

penerapan manajemen berkorelasi dengan mutu lembaga 

pendidikan dan lulusan, namun di sisi lain semangat dalam 

mengelola lembaga pendidikan belum tentu sejalan dengan 

tuntutan yang diharapkan langsung oleh masyarakat. Peran 

pendidikan sebagai “kualitas moral” menuntut pembiayaan 

sekolah dimana ia menimbulkan dampak tuntutan kualitas, 

yang tidak setiap lembaga pendidikan mampu 

merepresentasikannya. Konsep “intellectual superiority” yang 

digaungkan oleh lembaga pendidikan seringkali tidak 

dipersiapkan dengan baik (Qohar, 2018). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

dalam kaitannya dengan pengelolaan pembiayaan terdapat 

gap research dalam kajian ini. Lembaga pendidikan yang 

mengalami keterbatasan dalam keuangan, dimana biaya 

sekolah tergolong rendah, pemasukan dari siswa sangat 

terbatas, namun dalam pengelolaan dan manajemen sekolah 

yang cermat, diiringi strategi yang baik ternyata mampu 

menunjukkan prestasi sekolah yang unggul. Bahkan 

mampu menghasilkan kualitas lembaga yang tinggi, 

menyaingi lembaga lain yang secara keuangan berada pada 

standar biaya yang tinggi. Hal ini menjadi unik dan menarik 
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di tengah anggapan bahwa tinggi rendahnya kekuatan 

finansial sebuah lembaga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas lembaga tersebut. Hal ini yang 

menjadi daya tarik untuk dilakukan pengkajian lebih 

mendalam. Untuk itu maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan 

Pembiayaan Pendidikan Dalam Memenuhi Standar Mutu 

Pendidikan Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng 

Yogyakarta Tahun 2014-2019”. 

Terdapat dua alasan yang bisa dikemukakan terkait 

dengan kajian ini, yaitu: pertama, sekolah dasar Islam di 

Yogyakarta dalam observasi, memiliki standar pengelolaan 

pendidikan yang relatif baik, termasuk pengelolaan 

pembiayaan pendidikan. Kondisi ini sesuai dengan 

kebesaran namanya sebagai Kota pelajar. Hal ini 

mengundang tantangan untuk bisa meneliti dan mengkaji 

lebih lanjut, guna mendapatkan formulasi pengelolaan 

pembiayaan yang tepat. Kedua, sekolah dasar Islam telah 

menjadi trend pilihan masyarakat, terutama di Kota 

Yogyakarta, karena sekolah dasar Islam dianggap mampu 

memberi nilai tambah dalam membentuk karakter anak 

dengan nilai-nilai ke-Islaman. 
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Strategi adalah pola atau rencana yang terintegrasi dengan 

tujuan pokok lembaga/institusi. Kebijakan dan tahapan kegiatan 

didalamnya bersifat kohesif. Strategi yang baik dirumuskan untuk 

mewujudkan tatanan dan mengalokasikan sumber daya yang 

dimiliki menjadi sebuah postur yang unik, yang bertahan, 

berlandaskan pada kompetensi internal yang bersifat relatif dan 

kekurangannya, serta perubahan yang diantisipasi dalam 

lingkungan (Wiyono, 2021). 

Strategi merupakan perencanaan dan pengelolaan guna 

mewujudkan tujuan (Iswandi & Taufan, 2017). Pencapaian tujuan 

dari strategi tersebut tidak hanya difungsikan sebagai peta jalan 

atau penunjuk arah saja, tetapi juga digunakan untuk mewujudkan 

taktik operasional. Strategi merupakan bagian terpadu dari suatu 

perencanaan (planning), yang pada akhirnya menjadi fungsi dasar 

dari manajemen. Strategi berkaitan dengan pengelolaan yang 

didalamnya terdapat aturan dan manfaat dari sumber daya yang 

tersedia dalam organisasi melalui kerjasama dari anggota guna 

mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien 

(Tasrikhah Tasrikhah, 2020). 

Kualitas dalam pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi 

dimulai dari adanya kemampuan lembaga atau organisasi tersebut 

dalam melakukan perencanaan dan implementasinya (Lawati, 

2020). Lebih lanjut dikatakan bahwa strategi bisa berkembang 

seiring dengan perkembangan dari ilmu ekonomi, sosiologi 

organisasional, ilmu politik, dan psikologi. Rachman (2018) 

sebagaimana dikutip oleh (Salam & Majid, 2020), mengatakan 

STRATEGI PENGELOLAAN 
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 
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bahwa pada tahun 1970-an, perkembangan manajemen strategi 

mengarah pada penelitian. Strategi dibedakan dari isi/content dan 

proses. Konstruk strategi mulai dipahami, dalam banyak 

pengukuran, dikenal dengan istilah “arsitektur strategik”, yang 

puncaknya adalah strategic intent. 

Strategi ini sebagai penyedia energi emosional dan 

intelektual dalam perjalanan menuju masa depan. Arsitektur 

strategi dipahami sebagai otak, sedangkan strategic intent dipahami 

sebagai hati. Dalam strategic intent dinyatakan secara tidak 

langsung bahwa strategic adalah signifikan bagi organisasi. Tiga 

atribut dalam strategic intent yaitu: sense of direction, sense of 

discovery, dan sense of destiny. Untuk menggunakan strategic intent, 

tiap orang yang tergabung dalam lembaga organisasi harus 

memahami hubungan antara pekerjaan dan usahanya dalam 

mewujudkan tujuan. Strategic intent bisa personal bagi setiap orang. 

Porter (1991) menyebut paling tidak terdapat empat 

masalah penting yang harus dijelaskan dalam suatu strategi 

(Nelliraharti, 2018). Keempat masalah tersebut mengikuti pola 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1 Pola Strategi Porter 



28 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa: 

pertama, sebuah teori (strategi) harus secara simultan mampu 

menjelaskan keterkaitan antara suatu lembaga atau organisasi 

pada dirinya dengan lingkungan yang lebih luas dimana ia 

beroperasi. Kendala dan pengaruh lingkungan berhubungan 

dengan outcomes. Kedua, sebuah teori (strategi) harus 

memungkinkan tindakan secara terpusat terhadap perubahan 

eksogen diberbagai bidang, seperti kebutuhan, teknologi dan pasar 

input. Pilihan strategi adalah seri permainan yang berubah. 

Contoh kasus, sebuah produk dapat sukses memimpin pasar 

dalam suatu waktu, tetapi gagal dilain waktu. 

Ketiga, sebuah teori (strategi) harus menyediakan ruang 

kepada lembaga atau organisasi untuk tidak hanya memilih 

diantara pilihan yang jelas, melainkan juga untuk membuat 

sesuatu yang baru. Dengan kata lain, terbuka terhadap kreativitas 

dan inovasi untuk melahirkan strategi alternatif. Salah satu 

contohnya adalah adanya aktivitas quality circle yang diterapkan di 

suatu lembaga atau organisasi, dimana sebuah grup pekerja yang 

bertemu secara reguler untuk mendiskusikan dan merencanakan 

cara memperbaiki kualitas kerja. 

Keempat, persoalan sejarah keberuntungan yang 

mempengaruhi outcomes kompetitif. Beberapa ahli ekonomi sering 

menyederhanakan persoalan bahwa hal tersebut merupakan 

pilihan strategi yang baik. Dalam hal ini, merefleksikannya lebih 

jauh sebagai aspek-aspek lingkungan yang tidak dapat diukur. 

Poin pentingnya adalah, bahwa keberuntungan berpengaruh 

penting terhadap bagaimana mengembangkan sebuah teori 

strategi. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa strategi 

merupakan suatu perencanaan dan manajemen yang berfungsi 

menunjukkan arah dan taktik operasional perencanaan untuk 

dilaksanakan oleh pimpinan organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditentukan. Terkait dengan konsep 

pengelolaan, maka pengelolaan merupakan penataan suatu 

kegiatan yang ingin dilakukan dengan menggunakan fungsi 

manajemen. Kegunaannya untuk menentukan keberhasilan dari 
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bentuk pencapaian tujuan bersama yang disepakati. Apabila kata 

“pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti 

pula pengaturan atau pengurusan (Rahman, 2020). 

Sementara itu pengelolaan apabila diterjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia berarti manajemen. Manajemen sendiri berasal 

dari kata latin manus+agere. Manus artinya tangan, dan agere 

artinya melakukan. Apabila dihubungkan menjadi kata kerja 

managere berarti menangani. Managere diterjemahkan dalam 

bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata 

benda management, manager untuk orang yang melakukan kegiatan 

manajemen atau pengelolaan (Saleh & Maryam, 2019). 

Manajemen sebagai suatu disiplin keilmuan dimaksudkan 

sebagai sebuah proses yang dilaksanakan guna mencapai tujuan 

berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 

yang semuanya tidak bisa dipisah dari pengelolaan (Makhromi & 

Budiono, 2019). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian 

pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Sarmidi & Sutarman, 

2018), dikatakan bahwa pengelolaan adalah sebagai sebuah 

keterampilan dalam meramu komponen/unsur- unsur yang 

terdapat dalam sistem guna mewujudkan hasil atau tujuan yang 

direncanakan. 

Pengelolaan merupakan sebuah kata yang luas sekali. 

Cakupannya bisa berupa pengelolaan uang, waktu, orang, 

sumber daya, dan pengelolaan informasi (Khoerunisa & 

Amirudin, 2020). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal ini tertuang 

dalam peraturan pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Bab IX Pasal 62, yaitu: pertama, biaya 

investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, 

pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; 

kedua, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Penggunaan 

manajemen yang baik dalam lingkup lembaga pendidikan 

bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga 

pendidikan itu sendiri. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan merupakan proses perencanaan dalam pengambilan 

keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian 

organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya 

guna mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Manajemen pendidikan Islam merupakan hasil perpaduan 

antara arti manajemen, pendidikan dan Islam, yaitu: proses 

mengembangkan interaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang 

dalam suatu organisasi dengan berorientasi pada ajaran Islam 

untuk mencapai tujuan (Wahidin, 2019). Manajemen pendidikan 

Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam 

secara Islami. Cara ini dengan menyiasati sumber-sumber belajar 

dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan 

Islam secara efektif dan efisien (Manora, 2019). Sedangkan 

pengertian manajemen pendidikan Islam menurut (Rahmawati & 

Kardoyo, 2019) adalah proses pemanfaatan semua sumber daya 

yang dimiliki umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya. 

Manajemen pendidikan Islam tentu menjadi ilmu yang bergerak 

dengan pedoman Islam, dengan begitu ilmu ini memiliki 

karakteristik tersendiri yang bernuansa Islami. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pendidikan Islam pada dasarnya merupakan suatu 

proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami 

dengan cara menyiasati sumber- sumber belajar dan hal-hal lain 

yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara 

efektif dan efisien. Makna ini selanjutnya memiliki implikasi-

implikasi yang saling terkait dan membentuk kesatuan sistem 

dalam manajemen pendidikan Islam. 

Konsep pembiayaan pendidikan merupakan biaya yang 

meliputi seluruh macam pengeluaran yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pendidikan (L. Zulkarmain, 2020). Pengertian biaya ini 

mempunyai makna yang luas, yaitu segala sesuatu pengeluaran yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, yang berbentuk uang atau 

barang dan tenaga yang dapat dihitung dengan menggunakan uang. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan disampaikan sebagai berikut: 
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Gambar 2 

Biaya Pendidikan Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 48  

Tahun 2008 

 

 

Dalam konsep pembiayaan pendidikan sedikitnya ada 3 

(tiga) pernyataan yang terkait didalamnya yaitu bagaimana uang 

diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana 

sumbernya, dan untuk apa dibelanjakan serta siapa yang 

membelanjakan. 

Biaya pendidikan berupa: biaya satuan pendidikan; 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; serta biaya 

personal siswa. Biaya satuan pendidikan sebagaimana diterangkan 

pada pasal 3, terdiri dari investasi (berupa biaya investasi lahan 

dan non lahan pendidikan), biaya operasional (berupa biaya 

personalia dan non personalia), dan bantuan biaya pendidikan, 

serta beasiswa. 
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Pembiayaan pendidikan   dalam   teori   atau   praktiknya   

lebih dipahami sebagai kategori biaya pendidikan, yaitu: 1) Biaya 

langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan 

semua bentuk pengeluaran yang langsung berpengaruh pada 

pelaksanaan pendidikan (Hajar, 2017). Biaya langsung berupa 

biaya yang dibelanjakan sebagai keperluan pengajaran dan 

kegiatan proses belajar mengajar peserta didik, yang meliputi 

belanja alat tulis kantor, sarana dan prasarana belajar, transportasi, 

gaji pegawai, yang dibelanjakan pemerintah, orang tua, atau 

peserta didik sendiri. Sedang biaya tidak langsung merupakan 

pembelanjaan yang bersifat tidak langsung yang menunjang 

keberhasilan proses pendidikan. 

UUD 1945 Pasal 31 menyebut bahwa tiap-tiap warga negara 

berhak mendapat pengajaran. Hal ini menunjukkan peran serta 

negara atau pemerintah. Pembiayaan pendidikan dengan 

demikian merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang 

disebutkan pada pasal 46 ayat (1). 

Suatu organisasi yang melakukan perubahan menuju arah 

yang lebih baik dituntut konsekuensi, salah satunya adalah biaya. 

Semua itu harus dibayar agar mendapatkan keuntungan dari 

perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, setiap perubahan yang 

terjadi harus dianalisis secara hati-hati dan ditetapkan 

kegunaannya atau manfaatnya. Apabila ternyata perubahan itu 

tidak dapat memberikan keuntungan (benefit) lebih dari pada 

biaya yang dikeluarkan maka tidak ada alasan yang kuat 

untuk melakukan perubahan. 

 Perubahan yang dilakukan suatu lembaga atau organisasi 

dapat memberikan dampak negatif, diantaranya ketakutan akan 

hasil perubahan yang mengarah kearah yang lebih rendah. Disisi 

lain biaya telah dikeluarkan dalam mendukung perubahan. Selain 

itu dikhawatirkan pula bahwa perubahan akan memberikan 

dampak besar pada keuangan organisasi, yang pada akhirnya 

berimbas pula pada anggota di dalam organisasi. 
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Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber 

daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan digambarkan 

sebagai hubungan saling bergantung yang meliputi berbagai 

komponen mikro dan makro dalam satuan pendidikan (Farida 

et al., 2019). Setiap komponen mempunyai fungsi yang tidak 

sama, tetapi mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu: untuk 

meningkatkan potensi SDM; untuk menyediakan komponen 

sumber pembiayaan pendidikan; untuk menetapkan sistem dan 

mekanisme pengalokasian dana; untuk mengefektifkan dan 

pengefisiensian penggunaan dana; untuk meningkatkan 

akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek 

keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan; 

dan untuk menekan adanya persoalan yang berhubungan dengan 

pemakaian pembiayaan pendidikan. 

Dukungan pemerintah dalam hal keuangan/finance terkait 

erat dengan evaluasi lembaga pendidikan (Kuncoro, 2017). Untuk 

itu diperlukan patokan utama/standar dalam pengelolaan 

keuangan sekolah, dimana poin utama didalamnya berkaitan 

dengan eksistensi dan berkesinambungan. Secara khusus standar 

itu merupakan karakteristik tiap sekolah, namun secara umum 

dapat dikatakan berkaitan dengan pembangunan fisik dan non 

fisik, secara utuh dan konsisten. 

Terdapat beberapa model pembiayaan pendidikan, yaitu: 1) 

Subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan 

tinggi; 2) Pendidikan gratis pendidikan tinggi yang diperuntukkan 

bagi siswa sampai umur tertentu; 3) Pendidikan gratis yang 

diperuntukkan bagi siswa sampai SLTA, dan pendidikan tinggi 

tetap membayar SPP meskipun masih mendapatkan bantuan; dan 

4) Semua jenjang pendidikan wajib membayar diri sendiri. Sumber 

dana bisa didapatkan melalui usaha kerjasama dengan pihak ketiga 

atau industri yang memakai bantuan CSR (Corporate Social 

Responsiblity), yang membuat komunitas alumni, maupun 

bersumber dari orang tua/wali. Dari beberapa model tersebut 

nampaknya model keempat lebih memungkinkan untuk 

mengembangkan lembaga menjadi lebih baik. 
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Model pembiayaan di atas secara umum telah mencakup 

beberapa aspek mendasar yang dibutuhkan dalam pengelolaan 

lembaga. Sebenarnya masih ada satu aspek yang penting untuk 

pengembangan lembaga lebih lanjut, seperti riset atau penelitian. 

Penelitian sesungguhnya dibutuhkan untuk dasar dalam 

mengambil kebijakan. Namun untuk tingkat sekolah dasar hal ini 

belum banyak dilakukan, karena keterbatasan sumber daya 

manusia. Pembiayaan pendidikan dapat menyediakan informasi 

kuantitatif, terutama mengenai keuangan, agar berguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi dalam  entitas pendidikan, 

diantaranya fungsi tersebut untuk stakeholder, yaitu: kepala 

sekolah; guru dan karyawan; kreditor/pemberi pinjaman; orang 

tua siswa; suplier/pemasok; pemerintah; dan masyarakat 

(Jamaluddin & Sopiah, 2017). Bagi kepala sekolah, pembiayaan 

pendidikan diperlukan untuk menyusun perencanaan sekolah 

yang dipimpin, mengevaluasi kemajuan yang dicapai, dan 

melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.Secara 

aplikatif, penyelenggaraan pendidikan membutuhkan biaya. Hal 

ini disebabkan karena pengelolaan pendidikan di sekolah dalam 

segala aktivitasnya memerlukan sarana dan prasarana untuk 

proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program, dan 

kesejahteraan para guru dan karyawan yang ada pada institusi 

pendidikan. Selain itu, pembiayaan pendidikan akan menjamin 

mutu dan kualitas proses pendidikan. Untuk mewujudkan 

pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara 

menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada 

dalam lembaga pendidikan. 
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Pembiayaan pendidikan dalam implementasinya dapat 

meliputi tiga kegiatan, yaitu: 

 

Gambar 3 Implementasi Pembiayaan Pendidikan 

 

Gambar tersebut dapat dijelaskan, pertama, penyusunan 

anggaran (budgeting). Anggaran sebagai unsur penunjang kegiatan 

organisasi dianggap penting. Anggaran masih bersifat sementara 

dalam sebuah perencanaan yang berdampak pada kebutuhan 

banyak pihak. Oleh karena itu diperlukan pengesahan dari atasan 

agar bisa direalisasikan. Kedua, pembukuan (accounting). 

Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang kedua berupa 

pembukuan yaitu kegiatan pengurusan keuangan. Pembukuan 

bisa berupa pengurusan kewenangan yang menentukan kebijakan 

menerima atau mengeluarkan uang (pengurusan tata usaha) dan 

pembukuan pengurusan tindak lanjut dari urusan pertama yang 

berupa penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang 

(pengurusan bendaharawan). Ketiga, pemeriksaan (auditing). 

Pemeriksaan dalam hal ini adalah berupa kegiatan 
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pertanggungjawaban atas penerimaan, penyimpanan, dan 

pengeluaran uang yang dibuat oleh bendahara terhadap pihak-

pihak yang berwenang (Wakiah & Usman, 2020). 

Pembiayaan pendidikan antara lain berupa pembiayaan 

satuan pendidikan; pembiayaan pelaksanaan dan pengelolaan 

pendidikan; dan pembiayaan personal siswa (Hidayatul 

Muamanah, 2020). Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan 

dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan yang baik, yang 

dilaksanakan dalam rangka manajemen pendidikan. 

Penganggaran atau budgeting sebagai sebuah rencana operasional 

hendaknya dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan 

uang yang dimanfaatkan untuk pedoman dalam penyelenggaraan 

kegiatan lembaga pendidikan dalam kurun waktu yang 

ditentukan. 

Penganggaran dapat dimaknai sebagai perundingan atau 

kesepahaman dalam menggunakan seberapa alokasi biaya pada 

lembaga pendidikan. Terdapat dua hal apabila membicarakan 

tentang anggaran, yaitu aspek pendapatan atau penerimaan dan 

belanja atau pengeluaran. 

Berkaitan dengan pendanaan, jaminan kualitas yang 

ditawarkan oleh sekolah menimbulkan dampak yang tidak sedikit 

pada pengeluaran (Fathurrohman, 2018). Hal ini dapat 

menimbulkan “kecemasan organisasi” dalam menyusun setiap 

postur penganggaran, termasuk diantaranya dalam kaitannya 

dengan komitmen dan kesinambungan konsep “quality” yang 

ditawarkan sekolah. Lebih lanjut dikatakan, sebagai perbandingan 

di negara Inggris, hirarki tertinggi pengeluaran ada pada aspek 

mutu, dimana dalam pelaksanaannya sekolah perlu mendukung 

berbagai pengeluaran dalam pengembangan diri sumber daya 

manusia yang ada. 

Besaran anggaran memiliki kegunaan yang bisa 

dikategorikan dalam tiga jenis antara lain: berfungsi sebagai alat 

penaksir; alat otorisasi pengeluaran dana; dan alat efisiensi. 

Anggaran juga digunakan sebagai pengendali atas kegiatan dan 

sebagai alat perencanaan (Nurhayati, 2019). Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penganggaran pendidikan 
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hendaknya dibuat sesuai prinsip-prinsip antara lain: 1) Terdapat 

pembagian kewewenangan dan tanggungjawab manajemen dan 

organisasi yang pasti. 2) Terdapat sistem akuntansi yang akuntabel 

dalam penyelenggaraan anggaran. 3) Terdapat penelitian dan 

analisis sebagai penilaian kinerja. 4) Terdapat dukungan secara 

menyeluruh baik dari level pelaksana tertinggi sampai paling 

bawah (Nurlaya, 2020). 

Pada kajian ini pembiayaan pendidikan di sekolah dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta ditekankan pada tiga hal 

yaitu penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), 

dan pemeriksaan (auditing). 

 

A. Model Analisis Pembiayaan 

Beberapa cara dalam mengidentifikasikan dan 

mengukur biaya pendidikan, yaitu (Nurmalasari & Karimah, 

2020): 

1. Biaya uang vs biaya kesempatan. 

 
Gambar 4 

Opportunity Costs 
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Input dari pendidikan dapat diukur dalam bentuk 

uang, dan dapat juga diukur dari seluruh sumber daya rill 

yang digunakan dalam proses pendidikan (waktu guru, 

waktu murid, waktu staf, buku, material, peralatan, 

gedung). Meskipun tidak dapat diukur secara langsung 

dengan uang, tetapi sumber daya ini memiliki nilai karena 

dapat digunakan dibidang lainnya, sehingga dinamakan 

“opportunity costs”. 

Konsep opportunity costs lebih luas dari pada konsep 

money costs/expenditure, karena tidak hanya mencakup uang 

saja, tapi pada sumber daya rill yang direpresentasikan 

dengan pengeluaran uang walaupun tidak dibeli/dijual. 

Sedangkan opportunity costs dari pendidikan dapat diukur 

sebagai biaya kepada individu (private costs) seperti biaya 

pendidikan, buku, dan peralatan dan biaya kepada 

masyarakat (social cost) seperti biaya gaji guru dan staf, 

buku, peralatan, bahan mentah, gedung. Kebanyakan 

analisis biaya pendidikan dikonsentrasikan kepada 

pengeluaran uang dari pada opportunity costs, padahal 

keduanya sama pentingnya. Beberapa analisis biaya, seperti 

costs benefit analysis, menggunakan biaya opportunitas dari 

pada biaya uang. 

 

2. Biaya modal vs biaya operasional/rutin. 

 
Gambar 5 

Elemental Costs Analysis 
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Biaya operasional meliputi semua pengeluaran pada 

barang- barang konsumtif seperti buku, stationery, bahan 

bakar, dan jasa lainnya yang dapat membawa benefit dalam 

jangka menengah atau pendek. Capital costs atau expenditure 

meliputi pembelian durable assets seperti gedung atau 

perlengkapan yang diharapkan memberikan keuntungan 

untuk jangka panjang. 

Pembelian barang-barang capital/modal ini dapat 

dikatakan sebagai suatu investasi. Baik current maupun 

capital expenditure dapat diukur secara actual atau current 

prices atau dalam tingkat harga yang konstan/constant 

purchasing power. Analisis biaya ini sebagai “elemental costs 

analysis” sukses diaplikasikan pada pendidikan yang 

menghasilkan pengurangan biaya, karena membandingkan 

bangunan-bangunan yang menggunakan material yang 

berbeda, teknik pembangunan berbeda untuk 

meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya 

pembangunan gedung baru. 

 

3. Biaya rata-rata dan biaya marjinal. 

 
Gambar 6 

Unit Costs 

 

Analisis biaya berkaitan dengan total biaya 

pendidikan atau dengan unit costs (biaya per murid). Ada 

dua cara untuk menghitung unit costs, yaitu: biaya rata-rata 

per murid, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah murid 

yang mendaftar di suatu sekolah/suatu level; dan biaya 

rata-rata per lulusan adalah biaya total keseluruhan dibagi 
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jumlah lulusan. Untuk menunjukan hubungan antara biaya-

biaya dengan output atau skala operasional suatu usaha 

dan melihat keterkaitannya dengan biaya total, biaya rata-

rata dan biaya marjinal adalah dengan memperhatikan 

fungsi biaya. 

Perhitungan tiap-tiap fungsi biaya dilakukan sebagai 

berikut: biaya total pertahun adalah biaya tetap ditambah 

biaya variabel, tergantung jumlah murid. Sedangkan biaya 

rata-rata adalah biaya total dibagi dengan jumlah output. 

Maka biaya rata-rata akan rendah bila jumlah siswa tinggi. 

Biaya marjinal adalah tambahan biaya yang terjadi karena 

ada penambahan unit costs/murid yang mendaftar. 

 

4. Biaya privat vs biaya sosial pendidikan. 

 
Gambar 7 

Social Costs 

 

Perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial 

ditentukan oleh besarnya subsidi pemerintah terhadap 

pendidikan, seperti di beberapa negara dimana pendidikan 

dasar dan menengah diberikan gratis, sehingga direct private 

cost atau juga yang disebut biaya personal hanya terbatas 

untuk membeli buku, seragam, dan transport. Jika jenis 

pendidikan tersebut bersifat wajib, maka tidak ada private 

opportunity cost dalam bentuk pendapatan yang hilang 

karena melanjutkan pendidikan, paling hanya dari biaya 

pajak yang dikenakan pemerintah secara implisit. 
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Hal ini umumnya tidak berlaku untuk post compulsory 

education dimana earnings dan output forgone yang menjadi 

faktor penting yang dipertimbangkan pemerintah bila akan 

mengubah kebijakan minimum school-leaving age. 

 

5. Joint costs pendidikan. 

 
Gambar 8 Joint Costs 

 

Konsep ini muncul untuk menilai implikasi dari 

berbagai produk yang dihasilkan oleh pendidikan (seperti 

cognitive dan non cognitive outputs) atau oleh pendidikan 

tinggi (teaching dan research). Karena sulit diukur single unit 

cost untuk single output/product. Contoh: beberapa input 

menghasilkan dua atau lebih output, seperti misalnya 

bangunan-bangunan sekolah, administrasi pusat, 

perpustakaan-perpustakaan, dan lain-lain. 

 

6. Pendekatan kecukupan (adequacy approach). 

 
Gambar 9 

Adequacy Approach 

 

Pengukuran biaya pendidikan seringkali 

menitikberatkan kepada ketersediaan dana yang ada namun 

secara bersamaan seringkali mengabaikan adanya standar 

minimal untuk melakukan pelayanan pendidikan. Konsep 
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pendekatan kecukupan menjadi penting karena 

memasukkan berbagai standar kualitas dalam perhitungan 

pembiayaan pendidikan. Oleh karenanya, berdasarkan 

berbagai tingkat kualitas pelayanan pendidikan tersebut 

dapat ditunjukkan adanya variasi biaya pendidikan yang 

cukup ideal untuk mencapai standar kualitas tersebut. 

Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan 

pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, 

diantaranya: besar kecilnya sebuah institusi pendidikan; 

jumlah siswa; tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan 

dianggap sebagai highly labour intensive); rasio siswa 

dibandingkan jumlah guru; kualifikasi guru; tingkat 

pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara 

berkembang); serta perubahan dari pendapatan (revenue 

theory of cost). 

 

B. Faktor Pembiayaan 

Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan 

mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi 

merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya 

memerlukan dan membutuhkan uang (money) untuk 

menggerakkan semua sumber daya (resource) yang dimilikinya. 

 
Gambar 10 

Konsepsi Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan Serta 

Turunannya 
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Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan 

merupakan konsepsi berpikir secara global, umum dan 

menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai 

regulasi, kebijakan, aturan, dan program berkenaan dengan 

manajemen keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, 

pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan dan berbagai 

sumber daya pendidikan lainnya yang secara langsung 

menunjang efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan 

(Nursyifa & Nurzaman, 2019). Sumber daya pendidikan yang 

dimaksud dan dipandang sebagai instrumen produksi atau 

proses yang menentukan terselenggaranya atau tidak proses 

pendidikan adalah faktor uang (money). 

Lebih lanjut dikatakan bahwa konsepsi berpikir manusia 

dalam berbagai aktivitas dari dulu memandang uang memiliki 

peran strategis ada peribahasa (wisdom word) yang menyatakan 

“uang memang bukan segalanya, tapi jangan lupa, segalanya 

butuh uang”, termasuk dalam mengelola lembaga pendidikan. 

Sementara itu lembaga pendidikan juga tidak mungkin 

mencapai target tinggi, menjadi yang terbaik, tanpa dukungan 

uang (money) yang memadai, apalagi tidak didukung dengan 

pengelolaan yang baik. Oleh sebab itu sumber daya uang 

sangat menentukan capaian dan targetnya bisa terwujud jika 

dikelola dengan profesional, berkeadilan, berkecukupan, dan 

berkelanjutan. 

Pembiayaan keuangan dalam penyelenggaraan 

pendidikan merupakan potensi yang sangat menentukan 

keberhasilan layanan pendidikan dan merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Urgensi 

komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan 

komponen produktif dan strategis yang menentukan 

terlaksananya layanan pendidikan. Hal ini diperkuat adanya 

fakta bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

biaya sosial (social cost) dan biaya pribadi (privat cost) yang 

digunakan untuk membiayai pendidikan terhadap kualitas 

pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi belajar siswa (Savira et 

al., 2020). Komponen pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-
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baiknya, agar uang yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara 

optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

Apabila dilihat dari sisi kegiatan, manajemen keuangan 

pendidikan, penganggaran dan pembiayaan pendidikan 

meliputi upaya memperoleh dan menetapkan sumber-sumber 

pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan 

pertanggungjawaban (Kurniawan et al., 2021). Hal senada 

dengan definisi manajemen keuangan dan pembiayaan 

pendidikan, dimana keduanya dinilai sebagai kegiatan 

mengatur sumber keuangan pendidikan, mengalokasikan, dan 

mengandalkan uang pendidikan sedemikian rupa sehingga 

dicapai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana atau uang 

untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi 

(Jamaluddin & Sopiah, 2017). 

Secara operasional, uraian kerja dalam kegiatan 

manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berupa 

tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi 

pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban 

dan pelaporan pada lembaga pendidikan (Ramadhani & 

Kardoyo, 2019). Prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan 

dan pembiayaan lembaga pendidikan di Indonesia diatur dalam 

undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan 

dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas publik. 
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Gambar 11 

Hubungan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi di Lembaga 

Pendidikan 

 

Efisiensi manajemen keuangan dan pembiayaan dengan 

demikian merupakan perbandingan antara input dengan 

output, tenaga dengan hasil, perbelanjaan dan masukan, serta 

biaya dengan kesenangan yang dihasilkan (Risvantry & 

Erdansyah, 2020). Sumber daya yang dimaksud bisa meliputi 

tenaga, pikiran, waktu, biaya yang dikeluarkan. Perbandingan 

tersebut dapat dilihat dari dua perspektif. 

Pertama, dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan 

biaya. Keuangan dan biaya pendidikan dikatakan efisien kalau 

penggunaan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil 

layanan pendidikan (process), keluaran pendidikan 

(output/outcome) yang sesuai harapan stakeholder pendidikan. 

Dalam hal ini apa yang dilakukan sekolah adalah 

memprioritaskan pengeluaran dengan standar pengawasan 

serta studi kelayakan dalam pengajuan penggunaan dana. 

Selain tertib administrasi, sekolah dalam hal ini mengajarkan 

pula akuntabilitas keuangan dengan berdasar pada rencana 

dan hasil yang mampu diukur. 
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Gambar 12 

Hubungan Penggunaan Biaya dan Hasil Pendidikan yang Diharapkan 

 

Penggunaan biaya C dan hasil pendidikan dan 

pembelajaran D yang paling   efisien,   sedangkan   

penggunaan   daya A dan hasil B menunjukkan paling tidak 

efisien. 

Kedua, dilihat dari segi hasil. Hasil pencapaian tujuan 

pendidikan dapat dikatakan dengan efisien kalau dengan biaya 

tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas 

maupun kualitasnya. Pembiayaan dalam konsep ini mengacu 

pada prinsip ekonomi dasar dimana sebuah usaha dinilai 

berhasil apabila mampu memberikan hasil maksimal dengan 

modal sekecil-kecilnya. Pembiayaan ini sebagaimana tercermin 

dalam gambar berikut ini. 

 
Gambar 13 

Hubungan Penggunaan Biaya dan Ragam Hasil      

Pencapaian Outcome/Output 
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Penggunaan biaya A dan hasil B paling tidak efisien. 

Penggunaan biaya A dan hasil D paling efisien. Tingkat 

efisiensi yang tinggi memungkinkan terselenggaranya 

pelayanan pendidikan terhadap masyarakat secara memuaskan 

(satisfaction) dengan menggunakan sumber biaya yang tersedia 

secara optimal dan bertanggung jawab. Pendekatan ini 

dikenal dengan ingredient approach, dimana pengelola 

pendidikan bisa memperhitungkan kontribusi biaya secara 

terinci dalam proses pendidikan untuk menghasilkan keluaran. 

Disamping mengukur efisien biaya pendidikan bisa diketahui 

melalui analisis efisiensi pendidikan (cost effectiveness analysis) 

yang menggambarkan hubungan antara input (masukan) dan 

output (keluaran) dari suatu pelaksanaan proses pendidikan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan 

pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: 1) kenaikan harga (rising 

prices); 2) perubahan relatif dalam gaji guru (teacher’s sallaries); 

3) perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentase 

anak di sekolah negeri; 4) meningkatnya standar pendidikan 

(educational standards); 5) meningkatnya usia anak yang 

meninggalkan sekolah; dan 6) meningkatnya tuntutan terhadap 

pendidikan lebih tinggi (higher education). Diperhitungkan atau 

tidak, disadari atau tidak, keseluruhan faktor ini akan 

mempengaruhi setiap kebijakan yang muncul dalam 

pembiayaan pendidikan. Pada akhirnya kebijakan tersebut 

berdampak pada keberlangsungan sebuah organisasi atau 

lembaga pendidikan. 

 

C. Prinsip Pembiayaan 

Pembiayaan pendidikan tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 48, dimana didalamnya menyatakan bahwa 

pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip 

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi 

dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam 

mengelola suatu kegiatan. Dilembaga pendidikan, bidang 
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manajemen keuangan yang transparan berarti adanya 

keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, 

yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian 

penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga 

bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahuinya. 

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh 

orang lain karena kualitas performansinya dalam 

menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Akuntabilitas didalam manajemen 

keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan rencana kegiatan sekolah yang telah 

ditetapkan dan juga peraturan yang berlaku, maka pihak 

sekolah membelanjakan uang sesuai peruntukannya serta 

dapat dipertanggunjawabkan. Pertanggunjawaban dapat 

dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. 

Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan. Garner mendefinisakan efektifitas lebih dalam 

lagi, karena sebenarnya efektifitas tidak berhenti sampai tujuan 

tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan 

dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness characterized by 

qualitative outcomes. Efektifitas lebih menekankan pada 

kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi 

prinsip efektifitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat 

mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas dalam rangka 

mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif 

outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. 

Garner menyebutkan efficiency characterized by 

quantitative outputs. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik 

antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya 

dan hasil. Manajemen keuangan sekolah adalah seluruh proses 

kegiatan yang direncanakan atau diusahakan secara sengaja 

dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinue 

terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan 
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pendidikan lebih efektif dan efesien serta membantu 

pencapaian tujuan pendidikan (Mulyono, 2020). 

Setiap penyelenggaraan suatu kegiatan membutuhkan 

adanya biaya atau uang untuk dapat terselenggaranya suatu 

kegiatan yang telah ditetapkan. Uang dalam organisasi dapat 

diibaratkan sebagai bahan baku dalam sebuah perusahaan, 

dimana sebuah perusahaan tidak akan bisa melakukan proses 

produksi jika tidak ada bahan baku tersebut. Dalam bidang 

penyelenggaraan pendidikan, hampir bisa dikatakan semuanya 

membutuhkan adanya uang atau biaya. 

Pembicaraan tentang biaya penyelenggaraan 

pendidikan, pada umumnya dibatasi pada pemahaman 

seberapa nominal yang harus dibayarkan oleh orang tua siswa. 

Pemahaman semacam ini memang tidak selamanya salah, oleh 

karena konsep biaya memang berkaitan dengan pengeluaran, 

namun jika hal ini kemudian dikaitkan dengan masalah 

penyelengggaraan pendidikan di suatu sekolah, maka proses 

administrasi tentang pembiayaan ini menjadi penting adanya 

untuk dipelajari, apalagi bagi guru dan para penyelenggara 

pendidikan (Muslim, 2017). Pembiayaan pendidikan tidak 

hanya menyangkut analisa sumber-sumber dananya tetapi juga 

penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem 

pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan-tujuannya (Jaya, 2019). 

Efektivitas pendidikan menggambarkan tingkat 

kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan 

jumlah yang ditargetkan. Maka masalah efektivitas biaya 

pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan upaya untuk 

mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat 

menghasilkan pendidikan yang telah ditentukan. Sesuatu 

disebut efektif apabila sesuatu itu dikerjakan dengan tepat dan 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Sekolah efektif adalah suatu program yang dapat 

diselesaikan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Bagi 

Indonesia, jaminan akses terhadap pendidikan sesungguhnya 

sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, 
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seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara 

ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembiayaan 

pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang 

direncanakan, dikelola dan diorganisir secara baik dan tepat 

sasaran akan menunjang terselenggaranya proses pembelajaran 

yang efektif serta dapat memenuhi kebutuhan sekolah. 

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen 

IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan 

dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan 

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Hal ini diperkuat kembali dengan undang-undang No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut 

telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan 

pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna 

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang 

berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 

12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap 

satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang 

berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai 

pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi 

mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai 

pendidikannya. Disamping itu disebutkan pula bahwa setiap 

peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya 
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penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang 

dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Setiap kebijakan dalam pembiayaan akan mempengaruhi 

bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan (Junaedi 

& Enas, 2018). Dengan mengkaji berbagai peraturan dan 

kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, maka dapat 

dilihat konsekuensinya terhadap pembiayaan pendidikan, 

yakni: 1) sasaran pendidikan, tentang siapa yang akan 

dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat 

disediakan, 2) proses pendidikan, tentang bagaimana mereka 

dididik, 3) penanggung jawab berkaitan dengan siapa yang 

akan membayar biaya pendidikan, 4) keputusan tentang sistem 

pembiayaan pendidikan seperti apa yang paling sesuai untuk 

mendukung pembiayaan di lembaga pendidikan. 

Ada dua hal pokok yang harus dipertegas, yakni: 1) 

bagaimana sumber daya pendidikan akan diperoleh, 2) 

bagaimana sumber daya pendidikan dialokasikan pada 

berbagai jenis dan jenjang pendidikan/tipe sekolah/kondisi 

daerah yang berbeda. Pada bab VIII wajib belajar Pasal 34 

menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) 

tahun dapat mengikuti program wajib belajar; pemerintah dan 

pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut 

biaya. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis 

masyarakat adalah dengan berperan serta dalam 

pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi 

pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan 

standar nasional pendidikan. 

Model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia 

sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan dari 

berbagai model pembiayaan pendidikan di negara lain di 

dunia. Model-model pembiayaan pendidikan itu pada 

prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi 

penghasilan (Kurniawati et al., 2020). Sisi pengalokasian biaya 

pendidikan ditentukan dari penerimaan atau perolehan biaya, 
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yang besarannya ditentukan dari dana yang diterima oleh 

lembaga pendidikan yang bersumber dari pemerintah, orang 

tua dan masyarakat (Muspiroh, 2019). 

Dimensi alokasi biaya pendidikan juga terkait dengan 

target populasi yang disesuaikan dengan program layanan 

pendidikan, kelengkapan untuk mencapai layanan pendidikan. 

Beberapa negara di dunia juga menerapkan model pembiayaan 

pendidikan yang berbeda, antara lain the resources cost model, 

models of choice and voucher plans, weight student plan, historic 

funding, bidding model, discretion model (Silalahi, 2019). Formulasi 

model pembiayaan pendidikan masing-masing model ini 

tentunya berbeda satu sama lainnya, sebagai berikut: 

Pertama, model sumber pembiayaan (The Resources 

Cost Model) yang dikembangkan oleh Hambers dan Parish 

menerapkan suatu prototype pembiayaan pendidikan yang 

mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di 

setiap daerah. Model ini menurut Sergiovanni tidak 

bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan 

suatu daerah. 

Kedua, model surat bukti/penerimaan (models of choice 

and voucher plans) memberikan corak pembiayaan pendidikan 

yang langsung kepada individu atau institusi rumah tangga 

berdasarkan kebutuhan pendidikan. Mereka diberikan surat 

bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem 

voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak 

yang membutuhkan yaitu murid dan orang tua peserta didik. 

Indonesia tahun 2004 pernah memberlakukan cara 

pembiayaan berupa voucher ke lembaga- lembaga pendidikan, 

tapi pada akhirnya menimbulkan persoalan karena seringkali 

pejabat yang membantu memperjuangkan anggaran tersebut 

menginginkan diberikan komisi atas usahanya. 

Ketiga, model rencana bobot siswa (weight student plan) 

merupakan model pembiayaan pendidikan yang 

mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. 

Contoh siswa disabilitas, siswa program kejuruan atau siswa 

yang pandai dua bahasa (akselerasi). 
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Keempat, model berdasarkan pengalaman (historic 

funding). Model ini sering disebut incrementalism, dimana biaya 

yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun 

yang lalu, dengan hanya penyesuaian. 

Kelima, model berdasarkan usulan (bidding model). 

Model ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana 

dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti 

usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan kriteria. 

Keenam, model berdasarkan kebijaksanaan (discretion model) ini 

memberikan formulasi dimana penyandang dana melakukan 

studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen 

apa yang perlu dibantu berdasarkan prioritas pada suatu 

tempat dari hasil eksplorasinya. 

 

Tabel 3 

Perbandingan Model Pembiayaan Pendidikan 

MODEL 

PERSPEKTIF 

DASAR 

PEMBIAYAAN 

CARA 

PEMBIAYAAN 

The Resources 

Cost Model 

Kebutuhan 

berbeda sesuai 

kondisi ekonomi di 

setiap daerah 

Langsung, tidak 

terikat pajak 

Models Of 

Choice And 

Voucher Plans 

Berdasarkan 

kebutuhan 

Langsung, sistem 

voucher 

Weight Student 

Plan 

Berdasarkan 

proporsi siswa 

(berbakat, 

disabilitas, dll) 

Langsung 

Historic 

Funding 

Mengacu pada 

penerimaan tahun 

yang lalu (dengan 

penyesuaian) 

Langsung 
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Bidding Model Berdasar usulan 

penerima dana dan 

cek langsung dari 

pemberi dana 

Langsung 

Discretion 

Model 

Hasil cek langsung 

dari pemberi dana 

Langsung 

 

Model pembiayaan pendidikan yang telah dijelaskan di 

atas memberi gambaran ada keunggulan dan kelemahan pada 

masing- masing model. Sistem pembiayaan pendidikan di 

Indonesia sulit merujuk kepada salah satu model pembiayaan 

seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua 

serta masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk 

pendidikan. Di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan 

persoalan pendanaan pembiayaan pendidikan telah mengalami 

perubahan yang mendasar setelah melihat ada berbagai model 

pembiayaan, misalnya tanggung jawab dan sumber biaya 

pendidikan ditanggung secara bersama-sama oleh pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip 

keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. 

Pembiayaan merupakan salah satu kebutuhan 

pendidikan yang dapat menunjang segala aktivitas pendidikan 

baik formal maupun informal. Pembiayaan menjadi komponen 

pendidikan yang mempunyai peran penting atas berjalannya 

proses pembelajaran. 

Penyelenggaraan pendidikan yang didukung dengan 

pembiayaan memadai akan berakibat pada berlangsungnya 

pembelajaran yang maksimal (Erihadiana et al., 2020). 

Dikatakan pula dalam dunia pendidikan khususnya berkaitan 

dengan pelaksanaan pembiayaan, dikenal istilah badan hukum 

pendidikan dasar dan menengah (BHPDM), yaitu pencatatan 

dalam menyediakan gambaran tentang keadaan keuangan 

pada lembaga pendidikan sesuai dengan siklus akuntansi, 

meliputi: membuat atau menerima bukti pencatatan dimana 

biasanya sebuah entitas mempunyai form voucher (bukti 

pencatatan) sendiri atau bukti lain yang bisa berupa kwitansi 
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atau lainnya; mencatat dalam buku jurnal; memindahkan data 

jurnal ke buku besar; dan menyusun laporan keuangan. Dalam 

tataran praktis diimplementasikan sebagai berikut: 

 

Tabel 4: 

Siklus Akuntansi dalam BHPDM 

TAHAPAN KEGIATAN 

Pencatatan • Kegiatan pengidentifikasian dan 

pengukuran bukti transakasi serta bukti 

pencatatan. 

• Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke 

dalam buku harian atau jurnal. 

• Memindahbukukan (posting) dari jurnal 

berdasarkan kelompok atau jenisnya 

kedalam akun buku besar 

Pengikhtisaran • Penyusunan neraca saldo (trial balance) 

berdasarkan akun-akun buku besar. 

• Pembuatan ayat jurnal penyesuaian 

(adjusting entries) 

• Penyusunan kertas kerja (work sheet) 

atau neraca lajur. 

• Pembuatan ayat jurnal penutup (closing 

entries) 

• Pembuatan neraca saldo setelah 

penutupan (post closing trial balance). 

• Pembuatan ayat jurnal pembalik 

(reversing entries). 

Pelaporan • Laporan surplus defisit 

• Laporan arus kas 

• Neraca 

• Catatan atas laporan keuangan 
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Sementara itu monitoring dan evaluasi harus sesuai 

dengan sekolah standar nasional yang salah satunya yaitu 

membahas tentang standar pembiayaan sekolah antara lain: 

 

Tabel 5 

Monitoring dan Evaluasi Standar Pembiayaan Sekolah 

KOMPONEN ASPEK JENIS DOKUMEN SNP 

Biaya investasi Penyusunan  

RAPBS 

Dokumen keterlibatan 

stakeholders dalam menyusun 

RKS dan RKAS untuk 

pengembangan investasi 

sekolah 

Sarana dan 

prasarana 

Dokumen catatan tahunan 

berupa dokumen nilai aset 

sarana dan 

prasarana secara menyeluruh 

Pengembangan 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

Dokumen pembelanjaan biaya 

untuk pengembangan pendidik 

dan tenaga kependidikan 

berdasarkan RKAS untuk 

pemenuhan SNP 

Modal Kerja Dokumen modal kerja 

(operasional) untuk membiayai 

seluruh kebutuhan pendidikan 

selama satu tahun terakhir 

untuk pemenuhan SNP 

Biaya 

Operasional I 

Gaji Pendidik Dokumen pembayaran gaji, 

insentif, transport, dan 

tunjangan lain-lain pendidik 

pada tahun 

berjalan untuk pemenuhan SNP 

Gaji tenaga 

kependidikan 

Dokumen pembayaran gaji, 

insentif, transport, dan 

tunjangan lain-lain tenaga 

kependidikan pada tahun 

berjalan untuk pemenuhan SNP 
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Kegiatan 

pembelajaran 

Dokumen pengalokasian biaya 

untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran selama 

tiga tahun terakhir untuk 

pemenuhan SNP 

Kegiatan 

kesiswaan 

Dokumen pengalokasian dana 

untuk kegiatan kesiswaan 

untuk pemenuhan SNP 

ATK Dokumen pengeluaran biaya 

pengadaan alat tulis untuk 

kegiatan pembelajaran dalam 

pemenuhan SNP 

Bahan habis 

pakai 

Dokumen pengeluaran biaya 

pengadaan habis pakai untuk 

kegiatan pembelajaran 

Alat habis pakai Dokumen pengeluaran biaya 

pengadaan habis pakai untuk 

kegiatan pembelajaran 

Kegiatan rapat Dokumen pengeluaran biaya 

pengadaan rapat 

Transport dan 

perjalanan dinas 

Dokumen pengeluaran biaya 

transport dan perjalanan dinas 

Penggandaan 

soal-soal ujian 

Dokumen pengeluaran biaya 

penggandaan soal ujian 

Biaya 

Operasional II 

Kegiatan 

operasional 

pendidikan 

tidak langsung 

Dokumen pengalokasian 

anggaran untuk mendukung 

kegiatan 

operasional tidak langsung 

selam tiga tahun terakhir 

Sumbangan 

pendidikan 

Dokumen bukti penggunaan 

sumbangan pendidikan atau 

dana dari masyarakat untuk 

peningkatan mutu pendidikan 

Uang sekolah Dokumen pemungutan atau 

sumbangan uang sekolah 
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Subsidi silang Dokumen subsidi silang untuk 

membantu siswa kurang 

mampu 

Biaya 

operasional lain 

Dokumen penggalangan biaya 

operasional lain disamping 

iuran 

komite rutin dan fisik sekolah 

Penetapan biaya 

operasional 

Dokumen pengambilan 

keputusan dalam penetapan 

dana dari masyarakat sebagai 

biaya operasional dilakukan 

dengan melibatkan berbagai 

pihak 

Pengelolaan 

biaya 

operasional 

Dokumen pengelolaan dana 

dari masyarakat 

Transparasi  

dan 

akuntabilitas 

Pedoman 

pengelolaan 

Dokumen pedoman 

pengelolaan keuangan sebagai 

dasar dalam 

keungan penyusunan RKAS (RAPBS) 

Pembukuan 

biaya 

operasional 

Dokumen pembukuan biaya 

operasional 

Laporan 

pertanggung- 

jawaban 

Dokumen laporan pertanggung 

jawaban pengelolaan keuangan 

dan menyampaikannya pada 

pemerintah atau yayasan 

dokumen hasil audit 

penggunaan dana 

(Sumber : Kementerian Pendidikan Nasional dalam (Fatimahh, 2020)) 
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D. Jenis Pembiayaan 

Secara umum jenis pembiayaan sebagai berikut: 

 
Gambar 14 

Jenis Pembiayaan 

 

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung/direct 

cost dan biaya tidak langsung/indirect cost (Subur, 2020). Biaya 

langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa 

berupa pembelian alat-alat pelajaran, saran belajar, biaya 

transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak 

langsung berupa keuntungan yang hilang (earing forgone) 

dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opurtinity cost) 

yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. 

Biaya pendidikan langsung (direct cost) merupakan biaya 

penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, 

siswa dan atau keluarga siswa. Biaya langsung lebih mudah 

dihitung kerena diketahui oleh para wajib pajak dan data 

sekolahpun tersedia, sementara biaya tidak langsung sulit 

untuk dihitung. Biaya langsung terwujud dalam bentuk 

pengeluaran uang secara langsung digunakan untuk 
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membiayai penyelenggaraan PBM pendidikan, penelitan dan 

pengabdian masyarakat, gaji guru dan pengawai lainnya, buku 

bahan perlengkapan, dan biaya perawatan pendidikan. 

Biaya tidak langsung (inderect cost) berbentuk biaya 

hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar 

untuk keperluan sekolah. Biaya ini dikeluarkan tidak langsung 

digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan 

oleh keluarga anak atau orang yang menanggung biaya peserta 

didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung 

merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaraan 

pendidikan. Misalnya ongkos angkutan, pondokan, biaya 

makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan 

adalah biaya seperti pendapatan yang hilang ketika siswa 

belajar. Biaya tidak langsung harus memperhitungkan juga 

biaya yang hilang ketika anak belajar. Pendapatan peserta didik 

hilang karena sedang mengikuti pendidikan, begitu juga 

dengan biaya-biaya pengorbanan lain yang dikeluarkan oleh 

peserta didik maupun keluarganya. 

 

  



 

61 
 

BAB 

3 

 
 

A. Mutu Pendidikan 

Pendidikan lahir sebagai proses menuju kedewasaan 

berpikir. Pendidikan seyogyanya mengambil peran positif 

dalam setiap ranah aktifitas manusia. Namun kenyataanya 

dalam praktiknya pendidikan menyimpan banyak 

permasalahan, salah satunya adalah bahwa pendidikan rawan 

dalam hal kualitas. Hal ini membawa dampak pada manajemen 

pengelolaan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk itulah 

diperlukan usaha dalam memahami dan mencari solusi 

berbagai permasalahan yang muncul dimasa sekarang dan 

prediksi dimasa yang akan datang. Lembaga pendidikan 

memerlukan inovasi baru dalam pengelolaannya lebih 

mengedepankan jangka panjang, lebih berkelanjutan, serta 

lebih menekankan pada kualitas. 

Produk pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari 

peran tenaga kependidikan dalam proses pengelolaan sekolah. 

Mutu pendidikan berkaitan dengan penilaian suatu produk 

yang memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu. 

Standar pendidikan menurut Depdiknas (Fatimahh, 2020), 

dikatakan bahwa melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik, 

maka untuk bidang pengetahuan sosial, mutu pendidikan bisa 

diukur secara kuantitatif, dan melalui pengamatan yang diukur 

secara kualitatif. Mutu pendidikan memiliki sifat yang dinamis, 

yang bisa ditelaah melalui berbagai sudut pandang. 

 

 

STANDAR MUTU 
PENDIDIKAN 

ISLAM 
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Kesepakatan konsep mutu pendidikan disesuaikan 

dengan acuan atau rujukan yang ada, misalnya kebijakan 

pendidikan, proses belajar mengajar, kurikulum, sarana dan 

prasarana, fasilitas pembelajaran dan tenaga kependidikan yang 

sesuai dengan kesepakatan pihak yang berkepentingan. 

Pendidikan bermutu bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba 

atau datang dengan sendirinya. Pendidikan yang bermutu 

adalah hasil dari proses pendidikan yang berjalan baik, efektif 

dan efesien. 

Mutu merupakan gambaran dan karakteristik integratif 

dari barang atau jasa yang memperlihatkan kemampuan atau 

kompetensi dalam memberikan kepuasan kebutuhan yang 

mencakup input, proses dan output pendidikan. Mutu 

pendidikan itu sebagai kemampuan sistem yang secara efektif 

guna melakukan peningkatan nilai tambah pada faktor input 

hingga mendapatkan output yang maksimal (Kusman, 2019). 

Penjaminan mutu dilingkungan sekolah adalah sebagai 

tuntutan yang difokuskan sekolah untuk kemajuan bersama. 

Penjaminan mutu didasarkan pada pelaksanaan program 

pendidikan yang berkualitas sebagai sorotan utama oleh orang 

tua dan stakeholder lainnya. Pihak pemangku kepentingan 

pendidikan (orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan 

pemerintah) memiliki peran dan kepentingan masing-masing 

pada pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Mutu juga 

dimaknai sebagai kualitas menurut produsen. 

Kualitas bisa diwujudkan dengan berbagai produk atau 

jasa yang sesuai spesifikasi yang dipahami sebelumnya. 

Kualitas diperlihatkan dengan menggunakan produk sebuah 

sistem yang disebut sistem jaminan mutu, yang bisa 

menggambarkan produksi yang konsisten yang memenuhi 

kualifikasi tertentu. Jika produk atau jasa yang dihasilkan bisa 

memenuhi kualifikasi yang ditetapkan maka produk atau jasa 

itu dijamin berkualitas. 

Tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah 

meningkatnya kualitas pendidikan yang dicapai melalui 

penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP). Tim 
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penjaminan mutu kemendikbud sejak tahun 2012 menekankan, 

dengan implementasi SPMP maka diharapkan dapat: pertama, 

membangun budaya mutu pendidikan formal, nonformal, 

dan/atau informal; kedua, membagi tugas dan tanggung jawab 

yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu 

pendidikan formal dan/atau non formal pada satuan atau 

program pendidikan, penyelenggara satuan atau program 

pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, 

dan pemerintah; ketiga, menetapkan secara nasional acuan 

mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau 

non formal; keempat, memetakan secara nasional mutu 

pendidikan formal dan non formal yang dirinci menurut 

provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program 

pendidikan; kelima, membangun sistem informasi mutu 

pendidikan formal dan non formal berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan 

tersambung yang menghubungkan satuan atau program 

pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, 

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah pusat. 

 
 

Gambar 15 

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) 
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Guna mengukur pelaksanakan standarisasi mutu secara 

nasional yang mencakup 8 (delapan) standar nasional 

pendidikan, secara umum dilakukan 2 (dua) besaran kegiatan 

penilaian terhadap satuan pendidikan yaitu melalui akreditasi 

dan evaluasi diri sekolah (EDS). Akreditasi dilakukan untuk 

menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada 

jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang 

dan jenis pendidikan. Dalam akreditasi dilakukan penilaian 

terhadap kinerja dan kelayakan satuan pendidikan. 

Fokus penilaian dalam akreditasi mengacu pada standar 

nasional pendidikan (SNP) yang terdiri dari standar isi, proses, 

kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 

pendidikan. Dengan demikian, diharapkan setiap sekolah dapat 

melakukan penjaminan mutu sekolah masing-masing. Untuk 

menjaga akuntabilitas publik, selain menetapkan aturan-

aturan pelaksanaannya, akreditasi terhadap program dan 

satuan pendidikan harus dilakukan sendiri oleh pemerintah 

dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. Dalam hal ini, 

yang diberi kewenangan melakukan akreditasi terhadap 

sekolah adalah badan akreditasi nasional sekolah/madrasah 

(BAN-S/M). 

Evaluasi Diri Satuan (EDS) adalah suatu proses yang 

memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk 

mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan mendorong 

sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu 

sekolah. EDS merupakan komponen penentu yang sangat 

penting dalam membangun sistem informasi pendidikan 

nasional terutama dalam memotret kinerja sekolah dalam 

penerapan SPM dan SNP. Informasi yang terbangun menjadi 

dasar untuk perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan 

pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat kab/kota, 

provinsi, dan nasional. 

EDS dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan 

mutu pendidikan, khususnya yang terkait dengan 

perencanaan pengembangan sekolah dan manajemen berbasis 
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sekolah. Pelaksanaan EDS terkait dengan praktik dan peran 

kelembagaan yang memang sudah berjalan, seperti manajemen 

berbasis sekolah, perencanaan pengembangan sekolah, 

akreditasi sekolah, implementasi SPM dan SNP, peran 

LPMP/BDK, peran pengawas, serta manajemen pendidikan 

yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi dan 

kabupaten/kota, dan rencana pembangunan nasional bidang 

pendidikan, renstra kemendikbud, dan renstra kemenag. 

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah 

merupakan suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan 

berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses 

penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu 

dan aturan yang ditetapkan. Untuk dapat melakukan 

penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya 

sistem penjaminan mutu pendidikan (Zaini et al., 2020). Dalam 

implementasinya sistem penjaminan mutu pendidikan dasar 

dan menengah ditunjang oleh sistem informasi penjaminan 

mutu, sebagai berikut: 

 
Gambar 16 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 
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Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: 

Pertama, pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh 

satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. 

Kedua, pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan 

dalam rencana kerja sekolah. Ketiga, pelaksanaan pemenuhan 

mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun 

proses pembelajaran. Keempat, monitoring dan evaluasi proses 

pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Kelima, 

penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan 

mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 

 

 
 

Gambar 17 

Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

 

Sementara itu siklus sistem penjaminan mutu eksternal 

terdiri atas: pertama, pemetaan mutu pendidikan ditingkat 

satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan; 

kedua, pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan 

dalam rencana strategis pembangunan pendidikan; ketiga, 

fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; 
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monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan 

pemenuhan mutu; keempat, pelaksanaan evaluasi dan penetapan 

standar nasional pendidikan dan penyusunan strategi 

peningkatan mutu; kelima, pelaksanaan akreditasi satuan 

pendidikan dan/atau program keahlian. 

 

 
 

Gambar 18 

Siklus Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan 

Menengah 

 

Fasilitasi merupakan upaya untuk menjamin 

terwujudnya implementasi SPMI diseluruh satuan pendidikan 

jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. 

Guna menjamin terlaksananya fasilitasi yang efektif ke satuan 

pendidikan diperlukan infrastruktur dan SDM yang handal 

yang dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan (Iqbal, 

2019). Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terdiri atas 

fasilitasi peningkatan mutu manajemen sekolah dan fasilitasi 

peningkatan mutu pembelajaran yang berkaitan dengan 8 SNP. 
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Guna mengoptimalkan   pelaksanaan   fasilitasi   

peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah, 

diperlukan SDM yang handal sesuai dengan tugas yang akan 

dilakukan pada setiap kegiatan penjaminan mutu pendidikan. 

SDM yang diperlukan adalah SDM yang menguasai substansi 

penjaminan mutu pendidikan dan SDM yang mampu 

melaksanakan kegiatan penunjang. SDM tersebut juga harus 

memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

SDM yang menguasai substansi penjaminan mutu 

pendidikan antara lain adalah SDM yang menguasai SNP, 

analisis data mutu pendidikan, perencanaan pendidikan, audit 

mutu pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan (dalam 

konteks kurikulum nasional). SDM yang mampu melakukan 

kegiatan penunjang antara lain SDM yang mampu 

melaksanakan manajemen data (pengumpulan, verifikasi, dan 

validasi data), dan analisis data (peta mutu), mempersiapkan 

fasilitator, serta mampu melakukan koordinasi, sosialisasi, 

promosi, kerja sama, monitoring dan evaluasi, teknik 

pendampingan, dan pengelolaan pelatihan. SDM yang 

menguasai substansi penjaminan mutu pendidikan dapat 

bertugas pada kegiatan penunjang bila memiliki kualifikasi di 

bidang tersebut. 

Guna menjamin mutu dan kualitas pendidikan, maka 

diperlukan perhatian yang serius, baik oleh penyelenggara 

pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat. Sebab dalam 

sistem pendidikan nasional sekarang ini, konsentrasi terhadap 

mutu dan kualitas bukan semata-mata tanggung jawab 

pendidikan tinggi dan pemerintah, tetapi merupakan sinergi 

antara berbagai komponen termasuk masyarakat. Untuk 

melaksanakan penjaminan mutu tersebut, diperlukan kegiatan 

yang sistematis dan terencana dalam bentuk manajemen mutu. 

Terdapat tiga faktor penyebab rendahnya mutu 

pendidikan yaitu: 1) Kebijakan dan penyelenggaraan 

pendidikan nasional menggunakan educational production 

function atau input-input analisis yang tidak konsisten; 2) 

Penyelenggaraan dilakukan secara sentralistik; 3) Peran serta 
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masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan 

pendidikan sangat minim (Ritonga, 2020). Dikatakan pula 

bahwa untuk menjamin pelaksanaan standarisasi mutu dan 

kualitas pendidikan, manajemen mutu mempunyai peranan 

penting. Hal ini karena kegiatan dalam manajemen mutu 

bukan sekedar berupaya agar produk yang dihasilkan 

memenuhi standar mutu, tetapi lebih difokuskan pada 

bagaimana proses produksi bisa terlaksana dengan baik. 

Biaya pendidikan dalam definisinya, “the cost education is 

the source which is used for educational quality given as feed back of 

the continial information through application forms.” 

Biaya pendidikan adalah sumber daya yang digunakan 

untuk mutu pendidikan yang diperikan sebagai imbalan 

informasi yang dikumpulkan secara rutin melalui formulir 

aplikasi (Hasibuan et al., 2019). 

Sedangkan (MZ et al., 2019) menyatakan bahwa, 

“educational costs is a social inclusion approach involves the 

building of personal capacities and material resources, in order to 

fulfil one’s potential for economic and social participation, and thereby 

a life of common dignity. It stresses personal capacities- health, 

educatiotn social networks, material resources-adequate housing 

transport, income and access to services, to fulfi potential for economic 

(work) and social participation (recreational, cultural, sporting and 

everyday living activities)-and thereby a socially valued lifestyle.” 

Biaya pendidikan merupakan suatu pendekatan inklusi 

sosial yang melibatkan pembentukan kemampuan pribadi dan 

sumber keuangan untuk memenuhi kebutuahan potensial 

ekonomi dan partisipasi seseorang. Hal ini menekankan 

kemampuan pribadi, kesehatan, jaringan sosial pendidikan, 

sumber keuangan, transportasi perumahan yang memadai, 

pendapatan dan akses untuk jasa, memenuhi kebutuhan 

potensial ekonomi (pekerjaan) dan partisipasi sosial (rekreasi, 

budaya, olahraga, dan aktivitas harian), serta gaya hidup 

sosialnya. 

Terkait konteks pendidikan, pengertian kualitas 

mengacu pada masukan, proses, maupun keluaran atau hasil 

(Kusnandi, 2018). Kualitas masukan dapat dilihat dari berbagai 



70 

sisi, yaitu: pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan suber 

daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata 

usaha, dan siswa; kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria 

masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, 

sarana prasarana sekolah, dan lain-lain; ketiga, memenuhi atau 

tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, 

seperti peraturan, struktur organisasi dan deskripsi; dan 

keempat, mutu masukan bersifat harapan dan kebutuhan, 

seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita. 

Peningkatan kualitas manajemen dalam suatu organisasi 

membutuhkan keterlibatan karyawan sebagai anggota 

organisasi untuk mau memberikan kinerja terbaik. Oleh karena 

itu organisasi tidak hanya fokus pada kepuasan pelanggan 

melalui peningkatan kualitas, organisasi juga harus 

memperhatikan kepuasan karyawan. Selain itu nilai-nilai yang 

dianut dan dijalankan oleh karyawan dalam organisasi 

merupakan faktor penentu bagaimana organisasi tersebut 

secara kolektif memiliki kualitas, kapasitas, dan kapabilitas 

dalam pembuatan keputusan, perilaku, dan tindakan organisasi. 

Terkait dengan kebijakan pembiayaan pendidikan 

(Heriyanto, 2019) mengatakan perlu pola dasar kebijakan 

pembiayaan yang terfokus dan komprehensif. Untuk 

mengukur dampak biaya pendidikan terhadap mutu proses 

dan hasil belajar terdapat asumsi sebagai berikut: pertama, 

berangsur-angsur dikembangkan kebijakan kebijakan yang 

tidak membedakan sekolah sekolah negeri dan swasta. Kedua, 

bagi sekolah negeri maupun swasta yang dana masyarakatnya 

cukup besar, pemerintah tidak perlu memberikan subsidi yang 

sama dengan sekolah yang akumulasi dana masyarakatnya 

kecil. Ketiga, perlu dicari varian-varian yang dapat dipakai 

untuk mendinamisasikan pembiayaan pendidikan yang menuju 

ke satu pola. Keempat, subsidi parsial dipakai untuk menolong 

institusi yang lemah. 

Adapun dampak biaya pendidikan terhadap mutu 

proses dan hasil belajar dapat diukur sebagaimana asumsi 

sebagai berikut (Qohar, 2018): 
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Gambar 19 

Asumsi Dampak Biaya Pendidikan 

 

Dampak biaya pendidikan diukur melalui asumsi: 

pertama, pendidikan diperhitungkan menjadi faktor penentu 

keberhasilan seseorang baik secara sosial maupun ekonomis. 

Nilai pendidikan berupa aset moral adalah bentuk 

kemampuan, kecakapan, keterampilan yang diperoleh melalui 

pendidikan dipandang sebagai suatu investasi. Pandangan ini 

diarahkan oleh premis human capital (SDM sebagai unsur 

modal). Berdasarkan premis tersebut, besarnya nilai biaya yang 

dipergunakan untuk pendidikan dipandang sebagai investasi 

yang ditanam pendidikan perlu memperhitungkan nilai 

manfaat (benefit) atau keuntungan dimasa yang akan datang. 
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Kedua, biaya dan mutu pendidikan mempunyai 

keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan 

pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan 

manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang kompeten 

dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan melalui 

peningkatan mutu. 

Ketiga, indikator penting yang dapat mempengaruhi 

terhadap mutu atau kualitas pendidikan diantaranya adalah 

mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan 

dan alat-alat bantu proses belajar mengajar yang belum 

mencukupi. 

Peranan anggaran dalam pengelolaan pembelajaran 

yang berkaitan dengan layanan belajar dan manajemen sekolah 

serta manajemen sekolah secara keseluruhan tentu sangat 

penting untuk mencapai tujuan. Anggaran pendidikan 

merupakan pola organisasi yang dirinci menjadi elemen-elemen 

dari rencana terpadu kedalam komponen bagian atau 

departemen yang memudahkan biaya estimasi. Efisiensi 

pendidikan menggambarkan hubungan antara input dan output 

atau antara masukan dan keluaran. 

Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran 

yang lebih untuk sumber masukan, efisiensi pendidikan 

mempunyai kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber 

pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang 

tinggi (Rozali et al., 2019). Lebih lanjut dikatakan bahwa 

penyusunan anggaran merupakan salah satu langkah positif 

untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan. Dalam 

penyusunan anggaran dapat menggunakan sistem kombinasi 

yang merupakan sistem yang lebih baik, karena sistem 

penganggaran ini telah melalui proses pemilihan kebutuhan 

yang menjadi prioritas dengan anggaran yang telah ditentukan 

berdasarkan perkiraan. Metode penetapan biaya dengan 

memperkirakan pengeluaran berdasarkan laporan lembaga-

lembaga pendidikan, menggunakan SP4 (Sistem Perencanaan 

Penyusunan Program dan Pengajaran). 
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Sekolah sebagai salah satu bentuk organisasi dikatakan 

produktif apabila tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian 

tersebut dilakukan dengan merubah masukan menjadi 

keluaran dengan biaya yang paling rendah. Ini menunjukkan 

bahwa produktifitas terkait dengan keefektifan dan keefisienan. 

Sementara itu dalam penggunaan anggaran harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) harus ada laporan dari 

biaya; 2) laporan harus dibuat secara uniform, yaitu dengan 

standar fungsional yang sama; dan 3) laporan harus 

memperlihatkan keseluruhan biaya operasi lembaga itu. Biaya 

yang harus dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan 

meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung 

(indirect cost) perhitungan biaya pendidikan ditentukan oleh 

kegiatan dan biaya satuan, meliputi gaji guru, sarana prasarana 

pembelajaran dan dukungan pembiayaan mencakup 

pengadaan dan pemeliharaan. (Suhayati, 2017) menyatakan 

bahwa, “school quality is strongly related to testbased measures of 

the progress in their child‟s school, even though their child‟s current 

enjoyment of school life is unrelated to the school‟s academic 

performance.” Mutu sekolah merupakan keterkaitan langkah-

langkah berbasis uji kemajuan atau prestasi non akademik anak-

anak meskipun kehidupan sekolah tidak berhubungan dengan 

prestasi akademik. Dengan kata lain, mutu sekolah diukur 

bukan hanya dari prestasi akademik saja melainkan non-

akademik siswa. 

Quality school is the achievement of the students in the 

traditional school as measured by end-of-year test scores (Billah et al., 

2020). Mutu sekolah adalah pencapaian siswa di sekolah 

tradisional yang diniai dengan nilai ujian akhir tahun. 

Sementara (Herlina et al., 2020) menyatakan bahwa “school 

quality is effectiveness has been viewed in terms of cognitive 

outcomes attained by students i.e., achievement that is easily 

measured by standardized tests.” Mutu sekolah merupakan 

efektivitas sekolah dilihat dari segi hasil kognitif yang dicapai 

oleh siswa yaitu prestasi yang mudah diukur dengan tes. 

(Kusumajati & Kurniawan, 2019) memberikan penjelasan 
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mengenai biaya dengan mutu sebagai berikut: “As the quality of 

design (features) increases, costs typically increase. As the quality of 

conformance increase, the reduction in rework, complaints, scrap, 

and other deficiencies results in a significant decrease in costs. An 

ideal strategy calls for using the savings from reduced deficiencies to 

pay for any increase in features without increasing the selling price, 

thus resulting in higher custumer satisfaction and increased sales 

revenue”. 

Pendapat tersebut dapat diartikan jika desain mutu 

meningkat, maka biaya biasanya meningkat. Sebagaimana 

peningkatan kesesuaian mutu meningkat, pengurangan dalam 

pengerjaan ulang, keluhan, pemotongan, dan pengurangan 

lain menghasilkan penurunan biaya yang signifikan. Strategi 

yang ideal adalah menggunakan tabungan dari penurunan 

untuk membayar setiap peningkatan desain tanpa 

meningkatkan harga sehingga mengakibatkan kepuasan 

pelanggan yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan. 

Dengan kata lain, menambah kekurangan dana serta 

memperbaiki mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

Senada dengan pendapat tersebut, Hasibuan (2019) 

menyatakan, “Most people apply such criteria as the following: 

service, response time, preparation, environment, price/cost, 

selection.” 

Terkait biaya pendidikan, kebanyakan orang 

menerapkan kriteria seperti berikut: peningkatkan pelayanan, 

waktu respon yang cepat, persiapan yang matang, lingkungan 

yang nyaman, harga/biaya yang sesuai, dan seleksi tenaga 

pendidik yang baik. (Hasibuan et al., 2019). 

(Kusman, 2019) menambahkan, “Quality is about doing 

things right the first time and about satisfying customers, but quality 

is also about cost, revenues, and profit. Quality plays a key role in 

keeping costs low, revenues high, and profits robust.” 

Mutu merupakan kegiatan melakukan hal yang utama 

dan memuaskan pelanggan. Tapi mutu juga tentang biaya, 

pendapatan, dan laba. Mutu memainkan peran kunci dalam 

menjaga biaya rendah, pendapatan tinggi, dan keuntungan 

yang tinggi. 
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B. Indikator Mutu Pendidikan 

Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan ukuran 

dalam melihat mutu pendidikan. Sekolah yang sukses 

meningkatkan mutu pendidikan, lebih ditentukan karena 

beberapa faktor, yaitu (Silalahi, 2019): 1) visi, misi dan tujuan 2) 

evaluasi diri 3) peranan kepala sekolah dan 4) peningkatan 

mutu guru. Indikator keberhasilan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan akan berdampak dari berbagai aspek. 

Adapun indikator tersebut diuraikan sebagai berikut 

(Sulistiyaningsih et al., 2020): 

1. Efektivitas proses pembelajaran bukan sekedar transfer 

pengetahuan (transfer knowledge) atau pengingat, melainkan 

lebih menekankan pada internalisasi mengembangkan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor serta kemandirian. 

2. Kepemimpinan kepala sekolah akan mendorong 

terwujudnya visi, misi, tujuan sasaran melalui program yang 

dilaksanakan secara berencana, bertahap, kreatifit, inovatif, 

efektif, mempunyai kemampuan manajerial. Hal ini 

dikarenakan kepemimpinan, termasuk gaya yang 

didalamnya terkait erat dengan kemampuan dalam 

membangun hubungan berdasarkan tugas dan tanggung 

jawab untuk mencapai tujuan bersama dalam suatau 

organisasi. 

3. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Dalam hal 

ini terdapat sebuah kontrol sosial dan mekanisme yang 

menjadi pemandu guru dalam berperilaku dan bersikap. 

4. Sekolah memiliki budaya mutu. 

5. Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas dan 

dinamis. Karena output pendidikan merupakan hasil 

kolektif bukan hasil individu guna memperoleh mutu yang 

kompetitif. 

6. Sekolah memiliki kemandirian, yaitu kemampuan untuk 

bekerja secara maksimal dengan tidak tergantung petunjuk 

dari atasan dan memiliki sumber daya manusia yang 

potensial. 
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7. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Keterkaitan dan 

keterlibatan pada sekolah harus tinggi dilandasi oleh rasa 

tanggung jawab melalui loyalitas dan dedikasi sebagai 

steakholders. 

8. Sekolah memiliki transparansi. 

9. Sekolah   memiliki   kemauan   perubahan    (management 

change). Perubahan adalah peningkatan bermakna positif 

untuk lebih baik dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Perubahan pada dasarnya diartikan sebagai pengadopsian 

ide-ide atau perilaku baru oleh sebuah organisasi. Untuk itu 

sekolah dituntut mengikuti arus perubahan positif yang 

berkembang dengan tetap mempertimbangkan kemampuan 

internal. Pada awalnya sekolah perlu menciptakan sikap 

eksplorasi, dimana sekolah menimbang dan memutuskan 

apakah ingin membuat perubahan spesifik dalam 

operasinya dan, jika demikian, mengalokasikan sumber- 

sumber daya untuk merencanakan perubahan. 

10. Sekolah melakukan evaluasi perbaikan yang berkelanjutan 

dan merupakan proses penyempurnaan dalam 

meningkatkan mutu keseluruhan, mencakup organisasi, 

tanggung jawab, prosedur dan sumber daya manusia. 

11. Sekolah memiliki akuntabilitas sebagai tanggung jawab 

terhadap keberhasilan program sekolah yang telah 

dilaksanakan. 

12. Output sekolah penekanannya kepada lulusan yang mandiri 

dan memenuhi syarat pekerjaan (qualified). 

 

Secara lebih mendasar, mutu pendidikan dapat dilihat 

dari hasil penilaian melalui akreditasi, karena penilaian 

akreditasi lebih komprehensif mencakup delapan standar 

pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018. 

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian 

kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang telah 
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ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu 

pendidikan. Proses penilaian akreditasi ini 

dilaksanakan oleh pemerintah. Secara teknis 

dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional 

sekolah/madrasah atau disingkat BAN-S/M. BAN-S/M 

adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan 

satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional 

pendidikan. Secara kelembagaan, BAN merupakan badan non 

struktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 

Status akreditasi satuan pendidikan ada dua macam, 

yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi. Peringkat 

terakreditasi sebuah lembaga terdiri dari tiga macam, yaitu 

terakreditasi A (unggul), terakreditasi B (baik) dan 

terakreditasi C (cukup), dan peringkat tidak terakreditasi 

atau TT. Lembaga yang memenuhi standar mutu pendidikan 

adalah lembaga yang terakreditasi. Dalam hal ini adalah 

lembaga yang terakreditasi A atau unggul. Lembaga yang 

terakreditasi C juga dianggap memenuhi standar mutu 

pendidikan namun hanya standar minimal. Guna mengukur 

mutu pendidikan di sekolah dasar Muhammadiyah 

Gendeng Yogyakarta ini maka digunakan hasil penilaian 

akreditasi oleh badan  akreditasi nasional 

sekolah/madrasah. Hal  ini  dianggap  lebih komprehensif,  

mempertimbangkan  8  (delapan)  Standar Nasional 

Pendidikan. 

Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan 

dilaksanakan oleh setiap unsur pengelola pendidikan sesuai 

kewenangan masing-masing, yaitu: (Dirjen PDM, 2016: 22). 

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan 

sistem penjaminan mutu internal merupakan tugas satuan 

pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah. 

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan 

sistem penjaminan mutu eksternal merupakan tugas dari 

pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga standardisasi 
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pendidikan (seperti BNSP), dan lembaga akreditasi (misalnya 

badan akreditasi nasional atau lembaga akreditasi mandiri) 

sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Terkait indikator mutu pendidikan, maka salah satu 

indikator mutu pendidikan adalah kompetensi manajerial 

(Dirjen PDM, 2017: 41). Ada beberapa kriteria yang harus 

dipenuhi dalam rangka pencapaian standar pembiayaan 

pendidikan dasar dan menengah. 

 

Tabel 6 

Indikator Standar Pembiayaan 

 

 INDIKATOR 

Sekolah 

memberikan 

layanan subsidi 

silang 

Beban 

operasional 

sekolah 

sesuai 

ketentuan 

Sekolah melakukan 

pengelolaan dana dengan 

baik 

Sub- 

Indikator 

1. Pembebasan 

biaya bagi 

siswa tidak 

mampu 

2. Terdapat 

daftar siswa 

dengan latar 

belakang 

ekonomi 

yang jelas 

3. Melaksana-

kan subsidi 

silang untuk 

membantu 

siswa 

kurang 

mampu 

Terdapat 

biaya 

operasional 

non personil 

sesuai 

ketentuan 

1. Pengaturan alokasi 

dana yang berasal 

dari 

APBD/APBN/Yayas

an/sum mber Lainnya 

2. Terdapat laporan 

pengelolaan dana 

3. Memiliki laporan 

yang dapat diakses 

oleh pemangku 

kepentingan 
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Berkaitan dengan pembiayaan dalam pencapaian sistem 

penjaminan mutu, Dirjen PDM (2010: 2) mencatat bahwa 

berdasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 

Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 

Dasar di Kabupaten/Kota, terdapat dua aspek pembiayaan 

yang diatur oleh regulasi tersebut, yaitu: pembiayaan terkait 

dengan penyusunan kebijakan, dan pembiayaan terkait dengan 

penerapan SPM. 

Aspek pembiayaan yang pertama, yaitu penyusunan 

kebijakan SPM, menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat) 

dan dibiayai dengan menggunakan APBN kementerian 

pendidikan dan kebudayaan. Sementara itu aspek pembiayaan 

kedua, yaitu pembiayaan penerapan SPM, menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah melalui APBD. Meskipun dalam 

Pasal 16 dinyatakan bahwa pada masa transisi, pencapaian 

SPM di sekolah dapat dibiayai melalui APBN, tetapi ketentuan 

pembiayaan tersebut jelas menunjukkan adanya tanggung 

jawab yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk 

membiayai pencapaian SPM, baik SPM di tingkat sekolah 

maupun SPM di tingkat kabupaten/kota. 

Sangat penting bagi daerah untuk menghitung besarnya 

biaya yang diperlukan untuk mencapai SPM. Selanjutnya, jika 

sudah diketahui besarnya biaya untuk mencapai SPM, 

pemerintah daerah perlu melihat potensi pendanaan yang 

mereka miliki, untuk selanjutnya menyusun strategi untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan SPM tersebut. Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 membawa 

implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang 

meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang 

meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. 

Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, negara 

Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk 

menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran 

belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4.  
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C. Sekolah Islam 

Sekolah dasar adalah tahap pertama belajar. Pendidikan 

bisa terselenggara pada sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal, yang pelaksanaannya dengan pembelajaran. Pendidikan 

adalah sebagai sebuah kegiatan melalui perencanaan dan 

dilakukan secara teratur dan terarah di institusi pendidikan 

sekolah. Sekolah dasar adalah sebuah lembaga pendidikan 

yang melaksanakan program pendidikan selama enam tahun 

bagi anak berusia 6 sampai 12 tahun (Erihadiana et al., 2020). 

Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat yang mengatakan 

bahwa sekolah dasar memiliki kesatuan pendidikan yang 

diselenggarakan dalam kurun waktu 6 tahun (Hidayati et al., 

2017). 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

PP, dikatakan bahwa bahwa “jenjang pendidikan dasar dan 

menengah merupakan jenis pendidikan formal bagi siswa 

usia 7 sampai 18 tahun dan sebagai persyaratan untuk jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat dijelaskan bahwa sekolah dasar bisa dimaknai sebagai 

lembaga pendidikan yang melaksanakan program pendidikan 

dasar selama enam tahun yang diperuntukkan bagi anak yang 

berumur 7 sampai 12 tahun. 

Sekolah Dasar Islam merupakan sekolah dasar yang 

berciri khas keagamaan (agama Islam) yang mempunyai 

peranan cukup strategis dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama 

dalam waktu bersamaan, ditengah krisis moral yang terjadi 

saat ini. Sekolah Dasar Islam memberikan layanan kepada 

peserta didiknya suatu pembelajaran yang didalamnya 

memuat ilmu-ilmu keagamaan (Islam) yang menyertainya. 

Terkait dengan tujuan, maka tujuan sekolah dasar Islam 

adalah menghasilkan peserta didik yang berakhlakul karimah, 

kompetitif dalam berprestasi, menguasai teknologi dan 

informasi, dan peduli terhadap lingkungan. Tujuan ini menjadi 

spirit lembaga yang terus diupayakan untuk dapat dicapai. 

Semua sumber daya yang ada diarahkan untuk memahami 
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tujuan lembaga dan bersatu padu untuk dapat 

mewujudkannya. Program layanan pendidikan menjadi 

sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan adalah bagian 

integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu, 

pendidikan diharapkan bisa memunculkan SDM handal yang 

memiliki kualitas. 

Sekolah berperan penting sebagai pembentuk sumber 

daya manusia berkualitas. Setiap anak berkesempatan untuk 

belajar dalam memahami dan membangun keahlian serta 

membangun (Sulastri et al., 2020). Tujuan pendidikan sekolah 

dasar adalah untuk: 1) Memberikan bekal kemampuan untuk 

membaca, menulis, dan berhitung, 2) Memberikan 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna untuk 

peserta didik sesuai tingkat perkembangannya, 3) Menyiapkan 

peserta didik guna memasuki jenjang pendidikan di SLTP 

(Rubini, 2017). Dengan demikian pendidikan sekolah dasar 

memiliki tujuan untuk menyiapkan siswa dalam memasuki 

jenjang pendidikan tingkat menengah. 

SD/MI yang berbasis keislaman diakui sebagai bentuk 

lain dari dan atau setara dengan SD. Dengan demikian segala 

hal, termasuk regulasi dan menginduk pada aturan 

pemerintahan. Selain MI terdapat pula jenjang yang 

disetarakan, yaitu sekolah dasar luar biasa (SDLB) dan Paket A. 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar 

Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah 

menyebutkan setiap lulusan satuan pendidikan dasar memiliki 

kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan, sebagai berikut: 
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Tabel 7 

Dimensi Kompetensi Sekolah Dasar 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Memiliki 

perilaku yang 

mencerminkan 

sikap: 

2. beriman dan 

bertakwa kepada 

Tuhan YME, 

3. berkarakter, jujur, 

dan peduli, 

4. bertanggung 

jawab, 

5. pembelajar sejati 

sepanjang hayat, 

dan 

6. sehat jasmani dan 

rohani 

7. sesuai dengan 

perkembangan 

anak 

dilingkungan 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar, bangsa, 

dan negara. 

1. Memiliki 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

meta kognitif 

pada tingkat 

dasar berkenaan 

dengan: 

a. ilmu 

pengetahuan, 

b. teknologi, 

c. seni, dan 

d. budaya. 

 

2. Mampu 

mengaitkan 

pengetahuan 

diatas dalam 

konteks diri 

sendiri, keluarga, 

sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar, bangsa, 

dan negara. 

3. Memiliki 

keterampilan 

berpikir dan 

bertindak: 

a. kreatif, 

b. produktif, 

c. kritis, 

d. mandiri, 

e. kolaboratif, 

dan 

f. komunikatif 

melalui 

pendekatan 

ilmiah sesuai 

dengan 

tahap 

perkembang

an anak 

yang relevan 

dengan 

tugas yang 

diberikan 

 

 

Sementara itu istilah pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan meta kognitif pada jenjang SD dapat 

dijelaskan sebagai berikut: Faktual merupakan pengetahuan 

dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. 
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Konseptual merupakan terminologi/istilah yang digunakan, 

klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi berkenaan 

dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkait 

dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. 

Sekolah Islam di Indonesia selalu melakukan terobosan-

terobosan guna mempertahankan eksitensinya. Berbicara 

mengenai akar sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa 

dilepaskan dari pesantren. Karena pesantren dianggap sebagai 

sistem pendidikan asli Indonesia (Supraptoa et al., 2020). 

Namun demikian informasi-informasi lain membuktikan 

bahwa sistem pendidikan pesantren, madrasah, merupakan 

adaptasi dari sistem pendidikan yang telah dikembangkan 

sebelumnya. Satu informasi mengatakan bahwa, pesantren, 

madrasah dan sekolah Islam merupakan kelanjutan dan 

penyempurnaan dari praktik pendidikan pra-Islam atau masa 

kekuasaan Hindu Budha, Nurcholis Madjid setuju dengan 

pendapat ini. Sebagaimana disebutkan bahwa pesantren 

memiliki hubungan historis dengan lembaga pendidikan pra 

Islam yang sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu Budha, lalu 

Islam meneruskan dan mengislamkannya (Hadiansah, 2020). 

Lebih lanjut dikatakan bahwa sekolah Islam yang ideal 

adalah sekolah yang melibatkan peran serta pemerintah, guru, 

orang tua dan masyarakat sesuai dengan proporsinya. 

Pengelolaan sekolah yang efektif mestinya melibatkan peran 

serta keempat pihak tersebut sesuai dengan peran dan 

fungsinya. Negara dalam hal ini pemerintah, memberikan 

dukungan, kemudahan dan perlindungan bagi 

terselenggaranya sekolah Islam terlebih lagi sekolah Islam 

unggulan. Orang tua memberi masukan, membantu 

memperkaya proses belajar mengajar, menjadi narasumber dan 

fasilitator dalam berbagai kegiatan sekolah. 

Lingkungan yang baik juga merupakan kriteria penting 

bagi sekolah Islam terlebih lagi sekolah Islam unggulan, 

sekolah Islam unggulan harus mampu menciptakan suasana 

pergaulan dan interaksi yang Islami, santun, saling 
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menyayangi, saling menghormati, saling melindungi, dan 

saling berbagi. Cerminan sekolah Islam unggulan yang baik 

juga harus ditunjukkan oleh warganya yang tertib, disiplin, dan 

rapi. Sekolah Islam unggulan juga akan tercapai bila seluruh 

sumber daya sekolah dimanfaatkan secara optimal untuk 

menciptakan iklim sekolah yang mampu membentuk 

keunggulan. Sekolah Dasar Islam merupakan bagian dari 

konsep pendidikan Islam, dimana pendidikan Islam bukan 

sekedar transfer knowledge tetapi lebih merupakan suatu sistem 

yang ditata diatas pondasi keimanan dan keshalihan, yaitu 

suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan. 

Pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang 

berguna bagi dirinya (shohih li nafsihi) dan orang lain (sholih li 

ghoirihi) serta membentuk kepribadian seseorang menjadi insan 

ulul kamil, artinya manusia yang utuh rohani dan jasmani, 

dapat hidup berkembang secara wajar dan normal. Dengan 

demikian dapat diutarakan bahwa konsepsi pendidikan model 

Islam dan paradigma pendidikan Islam tidak hanya pada 

sebagai upaya pencerdasan semata, tetapi juga penghambaan 

diri kepada Tuhan (Susanto & Mattalata, 2018). 

Selain itu terdapat konsep pendidikan dalam 

pelaksanaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan akan 

jaminan mutu, yaitu: 

 
Gambar 20 

Pembelajaran Dalam Pemenuhan Jaminan Mutu Sekolah Islam 
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Pertama, konsep pendidikan berbasis al-Qur’an. Sebagai 

landasan untuk tujuan yang benar-benar atas dasar keimanan 

dan ketakwaan, sudah selayaknya pendidikan Islam 

diupayakan dan diselenggarakan dengan maksud lillahi ta’ala, 

karena dalam rangka mencari ridlo Allah, sehingga banyak 

yang mengatakan bahwa mencari ilmu atau yang berjuang 

dalam keilmuan merupakan “jihad fi sabilillah,” jadi para 

penyelenggara pendidikan harus mempunyai pilar kuat 

tentang keyakinan ini. Dengan demikian dibutuhkan landasan 

ideologis dan filosofis untuk membangun pendidikan Islam, 

dengan merujuk kepada al-Qur’an. 

Kedua, konsep pendidikan berbasis hadist/as-Sunnah. 

Selain al-Qur’an dalam Islam untuk menentukan hukum dan 

rujukan pola kehidupan juga menggunakan hadits nabi, karena 

hadits dalam posisinya sebagai sumber kedua sekaligus bentuk 

tafsir dan penjelasan terhadap al-Qur’an. Terlebih dalam 

dataran praktik hadits lebih mempunyai kecenderungan 

aplikatif, karena unsur dalam hadits selain merupakan bagian 

dari wahyu juga bentuk responsibilitas terhadap persoalan 

yang muncul, karena hadits merupakan interpretasi dan 

rangkuman dari sosok agung dalam Islam, nabi Muhammad 

SAW, sehingga dalam konsep pendidikan Islam, hadits 

merupakan landasan filosofis dalam pengembangan 

sistematika pendidikan Islam, terlebih dalam hadits banyak 

sekali menekankan tentang akhlak dan pendidikan. 

Ketiga, konsep pendidikan berbasis Islam yang 

memandirikan. Peserta didik menjadi prioritas utama dalam 

pembentukan karakter menuju perubahan perilaku kearah yang lebih 

baik. Dalam hal ini keluarga dan sekolah memainkan satu peranan 

penting dalam memberikan bimbingan terhadap perkembangan 

kepribadian peserta didik yang sedang mengalami transformasi 

struktural, emosional, dan interaksional. Pada fase ini sangat 

penting bagi peserta didik untuk meningkatkan konsep dirinya 

secara positif, memperkaya pengetahuan, serta kemampuan untuk 

mengambil keputusan, resolusi konflik, mengembangkan 

kemandirian, dan manajemen emosi. 
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Keempat, konsep pendidikan berbasis Islam yang 

mendewasakan. Setiap manusia yang hidup membutuhkan 

ilmu untuk bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sedangkan ilmu itu sendiri pada umumnya didapat melalui 

pendidikan, baik itu formal, non formal, maupun informal. 

Berbicara mengenai pendidikan, tidak luput dari interaksi 

terhadap lingkungan. Pendidikan merupakan proses 

pendewasaan, bagaimana kita bersikap dan menyikapi 

sesuatu. Pengalaman juga mempunyai peran dalam 

mendewasakan, karena dalam pengalaman tersebut terdapat 

proses pendidikan. Hal tersebut akan menimbulkan kesan 

tersendiri dalam menerima pendidikan karena yang diperoleh 

bukan hanya ilmu yang berbentuk materi, namun juga sebuah 

pelajaran dalam perjalanan hidup. 

Usaha dan maksud mengintegrasikan madrasah dan 

sekolah Islam ke dalam sistem pendidikan nasional secara 

nyata dan inisiatif mulai dilaksanakan pada masa orde baru, 

yang pada dasarnya berusaha untuk melaksanakan semua 

ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 secara murni dan 

konsekuen. Usaha tersebut berdasarkan Keputusan Presiden 

(Keppres) No.34 tahun 1972 yang disusul dengan Instruksi 

Presiden (Inpres) No. 15 tahun 1974, yang menegaskan bahwa 

“wewenang dan tujuan pembinaan dan pengembangan 

lembaga atau sekolah umum dan kejuruan berada ditangan 

menteri pendidikan dan kebudayaan (saat itu)”. 

Realisasi dan pelaksanaan Keppres dan Inpres tersebut 

bagi madrasah dan sekolah Islam selama ini sudah berkembang 

menjadi lembaga pendidikan umum dan kejuruan juga, 

dilaksanakan dengan kerjasama antara Menteri Agama, 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (ketika itu). Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) antara ketiga menteri dimaksud, 

yang mengatur tentang pembinaan dan pengembangan serta 

peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Maksud dan 

tujuan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah 

sebagaimana dijelaskan dalam SKB tiga menteri adalah “agar 
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tingkat mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat 

yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah 

umum yang setingkat”. 

Ditetapkan pula bahwa dengan tercapainya tingkat mata 

pelajaran umum pada madrasah sekolah Islam yang sama 

dengan mata pelajaran pada sekolah- sekolah umum tersebut, 

maka sekolah dan madrasah dan sekolah Islam diakui 

mempunyai kedudukan yang sama, sehingga : (a) Ijazah 

madrasah dan sekolah Islam dapat mempunyai nilai yang sama 

dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, (b) Lulusan 

madrasah dan sekolah Islam dapat melanjutkan ke sekolah 

umum setingkat lebih tinggi, dan (c) Siswa madrasah dan 

sekolah Islam dapat berpindah ke sekolah umum yang 

setingkat. 

Eksistensi madrasah dan sekolah Islam semakin kuat 

setelah revisi Undang-Undang Nomor 2/1989 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 yang secara eksplisit mengakui lembaga 

pendidikan Islam dari tingkat dasar sampai pendidikan 

menengah (madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan 

madrasah aliyah) merupakan momentum nasional bahwa 

pendidikan agama sangat diperhatikan dan mendapat 

perhatian khusus dari pemerintah. Keberadaan madrasah dan 

sekolah Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional 

mempunyai berbagai konsekuensi, antara lain pola 

pembinaannya mengacu pada sekolah-sekolah pemerintah 

dibawah kementerian pendidikan nasional, melaksanakan 

kurikulum nasional dan wajib memberikan bahan kajian 

sekurang-kurangnya sama dengan jenjang sekolah (Alam, 

2021). 

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) Republik Indonesia menunjukkan tingginya 

kontribusi sekolah swasta bagi perluasan akses terhadap 

pendidikan mulai dari jenjang pendidikan usia dini sampai 

dengan tingkat menengah atas. Sampai dengan tahun 2019, 

tercatat jumlah Taman Kanak- Kanak sampai SMA swasta jauh 
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melampui sekolah negeri pada jenjang yang sama. Dua jenjang 

terbawah, yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah 

dasar (SD) menjadi penyumbang peningkatan terbesar. Data 

kemendikbud menunjukkan, pada tingkat nasional, ditengah-

tengah jumlah SD negeri mulai dari tahun 2014 sampai dengan 

2019 yaitu sebesar 0.41%, jumlah SD swasta justru mengalami 

peningkatan sebesar 25.91% 

 

 
Gambar 21 

Perbandingan Jumlah Sekolah Negeri : Swasta 

 

 

Sekolah swasta ditempatkan pada kerangka kebijakan 

yang sama dengan sekolah negeri, sekalipun ada celah untuk 

memasukkan keunggulan tertentu yang biasanya dipengaruhi 

oleh faktor penciri yang menjadi identitas khas lembaga. 

Penonjolan nilai lebih tersebut umumnya berkorelasi dengan 

standar pembiayaan. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit 

mengatur besaran maksimal sumbangan masyarakat dan orang 

tua terhadap pembiayaan di sekolah swasta (Nasruji, 2018). 

Lebih lanjut dikatakan, kecenderungan semakin 

diminatinya sekolah swasta merupakan fenomena yang bersifat 

global. Sejumlah studi di beberapa negara menunjukkan 

indikasi tersebut. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa: (1) 

31% dari 1,99 juta siswa sekolah dasar menjadi murid di 

sekolah swasta; dan (2) 33% dari total 2,23 juta siswa sekolah 
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menengah bersekolah di sekolah swasta. Di Amerika Serikat, US 

Department of Education melaporkan pada tahun 2019 bahwa 

dari 98.800 sekolah dasar dan menengah di Amerika, 28.000 di 

antaranya adalah sekolah swasta. Dari tahun 2013 sampai 

dengan 2017, peserta didik di sekolah negeri meningkat 

antara 11–16%; sekolah swasta berbasis agama meningkat 

antara 8–9%; dan sekolah sekuler naik antara 2 sampai 3%. 

Studi di Meksiko menunjukkan sekolah swasta secara 

singnifikan menaikkan angka partisipasi sekolah dan 

memperluas akses pendidikan. 

Dikatakan pula ketika pendidikan swasta masuk 

kedalam sistem pasar, ia menjadi komoditas yang nilainya 

ditentukan oleh variabel penawaran dan permintaan. 

Kemampuan untuk memilih produk pendidikan swasta 

sepenuhnya dipengaruhi kekuatan modal finansial yang 

mampu diakses oleh masing-masing orang tua. Sektor swasta 

dapat dioptimalkan untuk mengisi kesenjangan antara 

peningkatan kebutuhan terhadap sekolah dengan keterbatasan 

anggaran pendidikan negara. Disamping itu, sekolah swasta 

dipandang lebih mampu menjalankan manajemen secara 

efisien. Tekanan birokasi yang seringkali menjadi kendala 

peningkatan mutu sekolah dapat diminimalisasi. Mereka dapat 

secara lebih leluasa menarik dana pendidikan dari orang tua, 

karena beragamnya keunggulan yang ditawarkan (misalnya, 

digunakannya bahasa asing dalam proses belajar mengajar; 

pembelajaran yang terfokus pada potensi individu siswa, 

penerapan metode pengajaran mutakhir yang dianggap sukses 

dijalankan di negara-negara lain, penggunaan teknologi 

modern dalam pendidikan dan pengajaran; kuatnya pengajaran 

agama dan pendidikan karakter, dan lain sebagainya). 

SD Muhammadiyah Gendeng dalam hal ini telah 

melakukan benchmarking, dimana aktivitas ini merupakan 

perbandingan kinerja mereka pada dimensi tertentu dengan 

kinerja organisasi berkinerja tinggi, untuk menentukan 

seberapa sukses usaha perubahan telah. Benchmarking adalah 

alat kunci dalam manajemen kualitas total. Dalam aplikasinya 
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SD Muhammadiyah Gendeng telah membuktikan 

eksistensinya di dunia pendidikan, khususnya di wilayah 

Yogyakarta melalui labelisasi sekolah berkualitas dengan harga 

murah. 
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BAB 

4 

 

A. Strategi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan  

Beberapa temuan terkait dengan pengelolaan 

pembiayaan pendidikan Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Gendeng Yogyakarta tahun 2014-2019 berimplikasi pada 

pemenuhan standar mutu pendidikan. Hal tersebut dapat 

dilihat pada peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan. 

Juga terkait dengan sumber dana pendidikan, mekanisme atau 

proses penyusunan RAPBS, perencanaan sarana dan prasarana 

pendidikan, dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. 

Secara umum pengelolaan pembiayaan mengacu pada format 

sebagai berikut: 

 

Tabel 9 

Kerangka Pengelolaan Pembiayaan 

 
 

 

PENGELOLAAN 
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

SEKOLAH ISLAM 
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1. Sumber dana pendidikan 

Perencanaan pengelolaan dana pada dasarnya 

merupakan suatu kegiatan merencanakan sumber dana 

untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya 

tujuan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. 

Perencanaan ini dilakukan sebagai bagian dari rencana 

pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang, 

mengingat sekolah merupakan sebuah organisasi, dimana di 

dalamnya memuat aturan dan tujuan bersama. Sebagai 

lembaga pendidikan haruslah mempunyai rencana 

pengelolaan dana yang matang agar dapat meminimalisir 

kesalahan yang akan terjadi.  

RAPBS yang dilakukan oleh sekolah dalam 

pelaksanaannya bukan suatu hal yang mutlak dilaksanakan 

sepenuhnya, mengingat dalam perjalanannya sekolah dapat 

mengalami berbagai kejadian insidental yang belum 

sepenuhnya tertuang dalam RAPBS. Untuk itulah 

diperlukan kejelian pemangku kebijakan dalam mengelola 

sumber dana pendidikan. Salah satu hal yang dilakukan 

oleh SD Muhammadiyah Gendeng adalah menyusun 

kerangka perencanaan pembiayaan dengan memasukkan 

pemenuhan dan pelaksanaan standar akreditasi. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah proses evaluasi, sejalan 

dengan peningkatan mutu. Dalam aplikasinya, SD 

Muhammadiyah Gendeng dapat membuat rumusan 

kebijakan yang mengarah pada pencapaian nilai akreditasi. 

Kerangka perencanaan pembiayaan berguna bagi 

sekolah dalam mengidentifikasi hal-hal yang dapat terlewat 

dalam perumusan kebijakan keuangan. Selain itu berfungsi 

pula sebagai alat bantu check list dalam monitoring. 
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Tabel 10 

Kerangka Perencanaan Pembiayaan 

 
 

Dalam perencanaannya, sekolah ini menganggarkan 

60% dari pemasukan untuk kegiatan operasional. Hal ini 

berlaku untuk bantuan yang masuk. Salah satunya adalah 

bantuan dari Pemerintah Kota, dimana 40% sisanya 

dimasukkan kedalam rekening siswa yang berbentuk kartu, 

untuk selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan 

belanja peralatan sekolah. Kartu ini tidak dapat diuangkan, 

namun menggunakan metode gesek di toko yang telah 

bekerjasama dengan pemerintah dalam pengadaan dan 

belanja peralatan sekolah. Untuk itulah yayasan 

Muhammadiyah menyediakan koperasi khusus bagi siswa 

di bawah naungannya untuk membelanjakan kartu tersebut. 

Namun mengingat koperasi ini berada di tingkat provinsi, 

maka seringkali kartu siswa tidak dipergunakan. 

Transparansi masalah keuangan di SD 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta dijunjung tinggi, 

karena melalui transparansi tersebut para wali murid dapat 

mempercayai sebuah lembaga pendidikan. Baik wali murid 

secara umum maupun komite sekolah secara konsisten 

diberikan pemahaman akan kondisi internal dan eksternal 

sekolah. Hal ini dapat membantu sekolah dalam 

memahamkan wali murid akan kondisi nyata sekolah, 

dimana sekolah dapat mempertahankan eksistensinya 
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adalah berkat dukungan banyak pihak, termasuk wali 

murid.  

Pada akhirnya prinsip pembiayaan pendidikan yang 

terjadi di SD Muhammadiyah Gendeng menekankan adanya 

transparansi, akuntabel, konsisten dan rasional. Dalam 

pelaksanaannya, strategi dari prinsip pembiayaan di SD 

Muhammadiyah Gendeng dapat dijelaskan: pertama, 

transparansi. Prinsip ini menekankan perlunya keterbukaan 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sebagai contoh, 

pelaporan dinas atau laporan keuangan secara eksternal SD 

Muhammadiyah Gendeng dapat diterima. Kedua, 

akuntabel. Prinsip ini menjamin SD Muhammadiyah 

Gendeng mempunyai format tertentu yang sesuai dengan 

kriteria penulisan dan pelaporan keuangan. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya profesionalitas keuangan dan 

akuntansi sekolah. Ketiga, konsisten. Prinsip ini menekankan 

perlunya komitmen dalam perbaikan secara terus menerus 

dan berkelanjutan. Secara pasti keuangan SD 

Muhammadiyah Gendeng diarahkan selaras dengan 

berbagai tuntutan secara internal dan eksternal. Keempat, 

rasional. Prinsip ini sebagai pedoman utama realisasi 

keuangan, dimana segala sesuatu yang direncanakan 

memenuhi kriteria yang dapat dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan. 

Dengan demikian obyektifitas pengelolaan dana 

menjadi lebih mudah dimonitoring dan dievaluasi bersama. 

Selain itu konsistensi berperan dalam memaksimalkan hasil 

dalam mencapai atau mendekati pencapaian yang telah 

ditetapkan dan diinginkan sekolah maupun secara 

kedinasan. 

Tahap awal dalam pengelolaan keuangan sekolah 

dimulai dari penyususnan anggaran berdasarkan analisis 

kebutuhan serta skala prioritas. Salah satu kunci pokok 

disini adalah adanya pembagian tugas dan wewenang yang 

proporsional sesuai kompetensi dan deskripsi pekerjaan/job 

description masing-masing. 
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Tabel 11 

Kerangka Realisasi Pembiayaan 

 
 

Berdasarkan hasil data di atas maka dapat diketahui 

bahwa rapat yang diadakan setahun sekali di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta merupakan sebuah 

wadah untuk merumuskan terkait semua kinerja satu tahun 

ke depan yang dibahas bersama-sama serta tempat untuk 

evaluasi dan pertanggungjawaban untuk kinerja selama 

setahun. Sementara itu modal dasar dalam melakukan 

evaluasi dan pertanggungjawaban tersebut adalah kriteria 

maupun indikator tertentu yang telah ditetapkan melalui 

kerangka identifikasi kondisi sekolah. Pelibatan beberapa 

pihak dalam perumusan kinerja sekolah secara tidak 

langsung menuntut komitmen dan konsistensi pihak-pihak 

tersebut dalam ikut memajukan serta mengembangkan SD 

Muhammadiyah Gendeng. Kerangka tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 12 

Kerangka Identifikasi Kondisi Sekolah 

 
 

Melalui analisis SWOT yang dilakukan oleh sekolah 

dapat diamati pergerakan arus keuangan. Selanjutnya akan 

dihitung dan diperkirakan dengan besaran angka nominal. 

Pada tahap selanjutnya adalah memperkirakan pemasukan 

yang dinilai realistis dapat tercapai.  

Penggunaan SWP dalam mendukung operasional 

sekolah dimanfaatkan semaksimal mungkin, mengingat 

tidak ada patokan khusus nominal dalam SWP bagi siswa 

tidak mampu. Sementara itu pemanfaatan dana BOS sendiri 

sesuai dengan pelaporan yang diharapkan oleh dinas 

pendidikan, mencakup berbagai standar yang telah 

dikembangkan oleh pihak sekolah menjadi kerangka 

identifikasi pembiayaan, sebagai berikut: 
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Tabel 13 

Kerangka Identifikasi Pembiayaan 

 
 

Anggaran dana pada Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta sebagaimana 

disampaikan dalam proses wawancara adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 14 Anggaran Dana 

 

NO SUMBER DANA 
JUMLAH 

(RP) 

1 Pendapatan rutin 

SWP siswa 

 

216.000.000 

2 Bantuan dana 

Bantuan operasional sekolah semester I 

Bantuan operasional sekolah semeter II 

 

153.600.000 

196.000.000 

3 Pengembangan Wirausaha 240.000.000 

4 Pendapatan lain-lain Uang Les Sekolah 

Uang pendaftaran siswa baru 2018/2019 

Uang bangunan siswa baru 

Uang kursi meja siswa baru Uang daftar 

ulang siswa lama 

Infaq/shodaqoh ramadhan 

 

16.500.000 

5.000.000 

113.000.000 

39.550.000 

37.700.000 

13.660.000 

Jumlah 1.031.010.000 

Sumber: Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta 
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Apabila dihitung dari pemasukan SPP akan kecil, 

namun jika dilihat dari berbagai pemasukan yang ada maka 

akan besar, mengingat adanya bantuan BOSNas dan 

BOSDa, LazisMu, Sampoerna Fondation, serta pemasukan 

unit usaha sekolah (laundry, kantin, catering). Berdasar 

tabel anggaran dana yang menyebutkan pemasukan sebesar 

Rp. 1.031.010.000,- maka dapat dijelaskan prosentase sumber 

pendanaan SD Muhammadiyah Gendeng secara prosentase 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 15 

Sumber Pendanaan SD Muhammadiyah Gendeng 

2018/2019 

No Sumber 
Prosentase 

Penggunaan 

Distribusi 

Penggunaan 

Prosentase 

Sumber 

Dana 

1 SPP 60% 40% diarahkan 

untuk subsidi 

silang 

pembiayaan 

warga miskin 

dikarenakan 

tidak 

sepenuhnya ter-

cover oleh 

bantuan lain 

23,3% 

2 Komite 

Sekolah 

100% Peruntukan 

bantuan uang 

pendaftaran 

siswa tidak 

mampu 

 

3 BOSNas 100% 10% untuk 

peningkatan 

sarpras 

17,4% 

4 BOSDa 100% 10% untuk 

peningkatan 

19% 
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sarpras 

5 LazisMu 100% Membiayai 4 

siswa tidak 

mampu 

0,3% 

6 Sampoerna 

Fondation 

- - - 

7 Pembiayaan 

Bank (Kredit) 

- - - 

8 Kartu 

Masyarakat 

Sejahtera 

60% 60% tunai 

untuk sekolah 

(dana tak 

terduga), 40% 

untuk siswa 

(melalui 

Kartu yang 

digesek) 

2% 

9 Koperasi 

Sekolah 

15% Rabat 

diarahkan pada 

kegiatan 

produktif SDM 

(pelatihan, dll) 

5% 

10 Kantin 33% Setoran 

tahunan ke 

Muhammadiya

h Pusat 

Yogyakarta 

8% 

11 Laundry 33% Setoran 

tahunan ke 

Muhammadiya

h Pusat 

Yogyakarta 

8% 
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12 Catering 33% Setoran 

tahunan ke 

Muhammadiya

h Pusat 

Yogyakarta 

8% 

13 Infaq 100% Kegiatan sosial 

(buka puasa, 

Idul Adha, dll) 

4,8% 

14 Uang 

Pembanguna

n 

100% Kegiatan 

pembangunan 

atau 

penambahan 

sarpras 

3,4% 

15 Kegiatan 

Siswa 

100% Kegiatan 

kesiswaan, 

Penghargaan 

Siswa 

Berprestasi 

2% 

16 Pendaftaran 

Siswa Baru 

100% 70% 

Administrasi. 

30% masuk 

dana lain- 

lain/dana tidak 

terduga 

0,8% 

Total 100% 

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi (diolah) 

 

Setiap organisasi mempunyai kebijakan fleksibilitas 

keuangan dalam hal tertentu, tak terkecuali SD 

Muhammadiyah Gendeng. Fleksibilitas keuangan dalam 

pengeluaran diperlukan sebagai antisipasi aktivitas tak 

terduga yang membutuhkan dana cepat dan tersedia. 

Koordinasi serta respon yang cepat diperlukan dalam 

fleksibilitas ini. Sekuat apapun perencanaan dan 

penyusunan keuangan tetap mempertimbangkan 
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fleksibilitas. Penyusunan anggaran di SD ini selain 

sumber pendapatan, juga ada pengeluaran. Pengeluaran 

ini mengacu pada pengeluaran tahun sebelumnya, karena 

dalam pengeluaran tidak terdapat banyak perubahan yang 

signifikan dari tahun ke tahun.  

Proses penganggaran di SD Muhammadiyah 

Gendeng Yogyakarta, diawali dengan kegiatan rapat kerja 

tahunan (raker). Dalam raker tersebut masing-masing 

bidang mengajukan draft anggaran kepada yayasan 

(Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta). 

Selanjutnya PDM melakukan telaah terhadap draft 

pengajuan anggaran tersebut. PDM kemudian melakukan 

rasionalisasi dan penyesuaian. Selanjutnya sekolah 

mengajukan proposal pengajuan anggaran berdasarkan 

draft yang sudah disetujui. Secara rinci, skema pengajuan 

anggaran digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 29 Proses Penganggaran 
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Hasil wawancara yang telah dilakukan 

memberikan informasi bahwa di dalam RAPB Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta ini terlampir 

sumber dana sekolah dan juga pengeluaran untuk satu 

tahun ajaran dengan melalui proses rapat yang telah 

disetujui oleh beberapa pihak. Salah satu contoh data 

anggaran kebutuhan belanja sekolah dapat dilihat, sebagai 

berikut: 

Tabel 16: 

Anggaran Kebutuhan Belanja SD Muhammadiyah Gendeng 

Yogyakarta 

NO PENGGUNAAN 

DANA 

JUMLAH (RP) 

1 Pengembangan perpustakaan 18.575.000 

 Belanja barang habis pakai 63.941.000 

 Langganan daya dan jasa 7.716.000 

 Perawatan Sekolah Islam 16.800.000 

 Pembelian perangkat komputer 12.200.000 

 Pembiayaan pengelolaan BOS 500.000 

Jumlah belanja barang/jasa 119.732.000 

2 Pelaksanaan pendaftaran peserta 

didik baru (PPDB) 

5.000.000 

 Pembelajaran dan ekstrakurikuler 

siswa 

26.650.000 

 Ulangan dan ujian 27.400.000 

 Pengembangan profesi guru dan 

tenaga 

18.000.000 

 kependidikan  

 peningkatan kualitas guru kelas, 

mata pelajaran 

 

Jumlah belanja kegiatan 77.050.000 

3 Honorium pendidik dan tenaga 

kependidikan 

685.200.000 

 Honorium panitia/petugas 

kegiatan 

38.100.000 
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 Honorium pelatih/pembina 

ekstrakurikuler 

24.600.000 

Jumlah belanja pegawai 747.900.000 

4 Pembangunan gedung baru 113.000.000 

Jumlah belanja modal 113.000.000 

5 Bantuan siswa miskin 2.000.000 

Jumlah bantuan sosial 2.000.000 

6 Transportasi pengelolaan dana 

BOS 

800.000 

 Transportasi kegiatan 

pengembangan profesi guru 

2.850.000 

 dan tenaga kependidikan  

Jumlah perjalanan dinas 3.650.000 

Jumlah total 1.031.010.000 

Sumber: Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng 

Yogyakarta 

 

Anggaran kebutuhan belanja sekolah tetaplah 

mempunyai fleksibilitas, dimana sekolah memaksimalkan 

adanya penambahan, bukan pengurangan. 

 

2. Proses perencanaan dana pendidikan 

Perencanaan diperlukan dalam mengidentifikasi 

kebutuhan sekolah melalui penentuan metode pelaksanaan 

pembiayaan. RAPBS sendiri merupakan program dengan 

sistem button up, dimana usulan kebutuhan pendanaan 

disampaikan dari level bawah, dalam hal ini guru dan 

karyawan. Sistem button up ini sendiri dalam 

pelaksanaannya mempertimbangkan tujuan dasar 

keuangan sekolah, yaitu dapat diukur. Hal ini berguna 

sebagai penerapan nilai realistis dalam penggunaan dana. 

Program atau kebutuhan yang direncanakan mampu dinilai 

secara kuantitatif dan kaulitatif serta mampu berkontribusi 

dalam mencapai tujuan sekolah. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa program keuangan berdasar cost effective, 

dimana suatu kegiatan mempunyai pengaruh terhadap 
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kegiatan lain, dalam hal ini pencapaian tujuan sekolah. 

Perencanaan dana pendidikan SD Muhammadiyah 

Gendeng tidak hanya memilih program serta pengerahan 

sumber daya, namun juga mencakup penciptaan program 

berkelanjutan yang dapat memberikan andil dalam kegiatan 

sekolah di kemudian hari. Terbukti adanya koperasi yang 

dikelola sekolah mampu memberikan rabat yang 

selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan produktif lain. 

Setelah dilakukan perencanaan dana pendidikan, 

maka selanjutnya dilakukan tahap penyusunan anggaran. 

Penyusunan anggaran berguna dalam mengidentifikasi 

kebutuhan sekolah, mengambil alternatif kebijakan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dapat muncul, serta 

melihat peluang sumber pemasukan/pendanaan. 

Identifikasi ini dalam kasus SD Muhammadiyah Gendeng 

melibatkan berbagai analisis yang perlu dipertimbangkan, 

mengingat tidak pastinya bantuan yang dapat diterima 

pihak sekolah. di suatu waktu Lazismu, di waktu lain 

Sampoerna Fondation. 

Penyusunan anggaran di SD Muhammadiyah 

Gendeng melibatkan beberapa format yang digunakan 

dalam penyusunannya, meliputi: (1) sumber pendapatan; (2) 

pengeluaran kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan 

pemeliharaan sarana prasarana, pengembangan sumber 

belajar dan alat pelajaran serta honorium dan kesejahteraan. 

Adapun hal pertama yang harus dilakukan dalam 

penyusunan anggaran yaitu dengan melakukan rapat.  

Penyusunan belanja sekolah memperhatikan usulan dari 

bawah, dalam hal ini guru dan karyawan. Kebutuhan dasar 

akan proses belajar mengajar mutlak dipenuhi terlebih dahulu. 

Konsep usulan dari bawah inilah yang selanjutnya disebut 

dengan Botton-Up Systems, dimana kebijakan keuangan 

berpedoman pada kebutuhan awal. 
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Gambar 30 Perencanaan Dana Pendidikan 

 

Dalam proses perencanaan dana pendidikan, sekolah 

mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul dalam 

pelaksanaan keuangan. Disinilah sekolah berusaha mencari 

peluang yang dapat dimaksimalkan. Salah satu kasus yang 

terjadi adalah adanya kekosongan atau kekurangan dana 

yang biasa muncul dalam suatu waktu. Hal ini 

dimaksimalkan dengan pendanaan dari komite, dimana 

akad yang terjadi adalah pinjaman, dan selanjutnya akan 

dikembalikan oleh pihak sekolah. 

Kasus lain adalah adanya kegiatan pelatihan dalam 

peningkatan sumber daya manusia. Sekolah 

mempertimbangkan adanya sekolah dibawah naungan 

yayasan Muhammadiyah. Kota Yogyakarta sendiri terdapat 

62 sekolah Muhammadiyah yang tersebar mulai dari jenjang 

SD hingga SMA. Penguatan satu sama lain sangat mungkin 

dapat dilakukan, melalui program sharing session. 

Hal mendasar yang dilakukan sekolah dalam 

mengantisipasi berbagai kendala yang ada adalah 

perhitungan pemasukan tidak dalam angka 100% namun di 
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angka 95%. Hal ini di kemudian hari berguna dalam 

mengantisipasi permasalahan biaya yang muncul. 

Diantaranya berbagai kebutuhan mendesak yang harus 

diselesaikan. Salah satunya adalah persiapan biaya berobat 

siswa. Walau porsentase kecil, namun pernah terjadi 

musibah yang menimpa siswa yang mengharuskan dibawa 

ke klinik terdekat. Dalam kasus seperti ini sekolah 

menanggung sepenuhnya biaya berobat. Selain itu, 

perhitungan ini juga dapat mengantisipasi macetnya 

pemasukan dari SWP siswa yang dibayarkan setiap 

bulannya. Pembayaran SWP sendiri dilakukan dengan 

sistem satu pintu melalui kasir sekolah. Dengan demikian 

seluruh pemasukan dari wali murid dapat terkontrol. 

SD Muhammadiyah Gendeng sendiri mempunyai 3 

(tiga) bendahara dengan tugas dan tanggung jawab yang 

berbeda, yaitu: 

Tabel 17 Pembagian Bendahara 

NO NAMA JABATAN URAIAN TUGAS 

1 Bendahara Sekolah a. mengontrol dan mengatur 

semua kebutuhan 

operasional sekolah yang 

bersifat rutin 

b. menerima dana 

pembangunan dari siswa 

maupun dari pemerintah 

dan mengelolanya sesuai 

dengan RAPB sekolah, 

serta membuat laporan 

pertanggungjawaban 

kepada internal sekolah 

dan Yayasan 

2 Bendahara Kasir menerima dana sumbangan 

dari siswa berupa dana SWP 

dan dana pengembangan 

yang selanjutnya akan 

disetorkan kepada bendahara 
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sekolah atau pengembangan 

dan operasional pendidikan 

3 Bendahara Dinas a. menerima dan mengelola 

dana operasional 

pendidikan dari dinas 

kabupaten sesuai dengan 

petunjuk teknis yang ada 

serta membuat laporan 

pertanggungjawaban 

kepada dinas pendidikan 

Kota 

b. menerima dan mengelola 

dan BOS sesuai dengan 

petunjuk teknis yang ada 

serta membuat laporan 

pertanggungjawabannya 

kepada pemerintah pusat. 

 

 

3. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 

Proses pengecekan atau monitoring yang 

dilakukan melibatkan sumber daya yang kompeten. Dalam 

hal ini sekolah mempunyai bendahara dari latar belakang 

disiplin ilmu ekonomi. Penghitungan penambahan dan 

pengurangan nilai aset yang dimiliki sekolah secara cermat 

dilakukan untuk menghindari adanya sumber daya yang 

terbuang. Hal ini dilakukan dengan rutinitas rekap 

pengecekan pembiayaan. 
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Tabel 18 

Rekap Pengecekan Pembiayaan 

 
 

Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan mutlak 

dibutuhkan dalam proses pendidikan, sehingga termasuk 

dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam 

melaksanakan proses pendidikan. Tanpa adanya sarana dan 

prasarana pendidikan maka proses pendidikan akan 

mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan bisa 

menggagalkan pendidikan. 

Sarana prasarana di SD Muhammadiyah Gendeng 

dalam pemanfaatannya mempertahankan prinsip efektifitas 

dan efisiensi. Memanfaatkan apa yang ada menjadi 

kebiasaan di sekolah. Dengan segala kekurangan di 

beberapa sisi tidak memberikan dampak berarti, khususnya 

dalam kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah 
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menyampaikan bahwa bahwa “di sekolah ini mungkin tidak 

jauh beda dengan sekolah-sekolah yang lain jadi dengan 

adanya perencanaan ini dengan harapan agar sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah ini dapat tepat guna dan 

ideal untuk mendukung proses belajar mengajar”. 

Hasil wawancara di atas terdapat informasi bahwa 

dalam hal perencanaan sarana dan prasarana pendidikan 

yang ada di Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng 

Yogyakarta dilakukan dengan pengecekan terhadap sarana 

dan prasarana setiap tahun terkait dengan barang yang 

masih layak pakai dan sudah tidak layak pakai sehingga 

melalui analisis tersebut dapat melakukan perencanaan 

terhadap barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan 

atau butuh perbaikan. 

Pengawasan dilakukan sebagai upaya monitoring 

suatu program telah terselenggara sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 

rapat kerja. Pengawasan meliputi penilaian efektifitas dan 

efisiensi. Langkah-langkah yang dilakukan SD 

Muhammadiyah Gendeng adalah: (1) menetapkan standar 

kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu; (2) membuat 

perbandingan antara fakta di lapangan dengan standar 

yang telah ditetapkan; (3) identifikasi penyimpangan; dan 

(4) perbaikan atau koreksi yang mengarah pada 

rekomendasi. 

 

4. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan 

lanjutan dari perencanaan dalam manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan. Sehingga adanya pengadaan sarana 

dan prasarana untuk menyedikan kebutuhan berbagai jenis 

sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan prosedur 

yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Realisasi 

pengadaan dengan mempertimbangkan prinsip realistis 

sebagai tolok ukur utama. Sekiranya pengadaan suatu hal 

belum dapat dipenuhi maka sekolah tidak memaksakan 
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diri, dikarenakan hal ini akan memberatkan di kemudian 

hari. 

Hasil wawancara dengan berbagai pihak ditemukan 

informasi bahwa proses pengadaan sarana dan prasarana 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta selalu 

melibatkan semua komponen sekolah, yang kemudian 

dirumuskan dalam suatu program kerja yang disusun 

selama periode tertentu berdasarkan musyawarah mufakat 

tentang segala keperluan dan kebutuhan Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta di bidang sarana 

dan prasarana. 

Selain itu berdasarkan observasi, dan wawancara 

yang dilakukan dengan kepala sekolah, guru dan wali 

murid dapat ditemukan data bahwa sekolah 

mengembangkan terobosan pendanaan melalui 

pengembangan wirausaha. Jenis wirausaha yang 

dikembangkan adalah laundry, kantin dan katering. Usaha 

yang dikembangkan tersebut diusung secara gotong royong 

oleh keluarga besar SD Muhammadiyah Gendeng. Artinya 

usaha tersebut dikembangkan oleh dan untuk warga 

sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar. Merekalah yang 

menggerakkan dan menghidupkan roda usaha. Mereka 

yang ikut mempromosikan kegiatan wirausaha di 

lingkungan keluarganya dan masyarakat sekitar. Karena 

kesadaran untuk mendukung berkembangnya sekolah SD 

Muhammadiyah Gendeng maka dukungan masyarakatpun 

cukup kuat.  

Wirausaha yang dikembangkan adalah laundry yang 

melayani kebutuhan siswa, guru dan karyawan serta 

masyarakat umum. Sebagai daya tarik maka untuk guru, 

pegawai dan anak-anak mendapatkan discount khusus. 

Usaha tersebut juga membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar yang membutuhkan. Sehingga terjadi 

jalinan kerja yang saling menguntungkan antara sekolah dan 

masyarakat. 
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Kantin dikembangkan untuk melayani kebutuhan 

siswa setiap hari, baik berupa snack maupun makan siang. 

Makanan yang tersedia tergolong murah. Berasal dari 

masakan sendiri oleh pegawai khusus kantin, ditambah 

dengan titipan para wali murid. Pengelola tidak pernah 

menolak makanan titipan dari wali murid. Hal ini 

dikarenakan keyakinan bahwa pengelola tidak boleh 

menutup pintu rejeki seseorang. Berjubel makanan titipan 

tidak serta merta pula mengakibatkan ketakutan pihak 

pengelola kantin akan rugi atau menyusutnya keuntungan. 

Maka kantinpun terlihat ramai dan berdesak setiap hari. 

Hampir semua siswa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk 

mendukung kegiatan belajar di sekolah. Namun dimasa 

pandemi ini kegiatan menjadi surut, karena situasi kondisi 

yang tidak memungkinkan. 

Katering juga menjadi pengembangan wirausaha 

yang cukup menjanjikan. Katering sekolah melayani 

kebutuhan keluarga SD Muhammadiyah Gendeng dan 

masyarakat pada umumnya. Usaha tersebut melibatkan 

para alumni yang memiliki kemampuan di bidang tata 

boga, sekaligus sebagai bentuk pengabdian bagi 

almamaternya. Usaha katering ini memberikan layanan 

kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Sekolah 

menyediakan segala peralatan yang dibutuhkan, sehingga 

usaha tersebut terus berkembang dan dapat memberikan 

keuntungan yang signifikan. Salah satu agenda rutin 

katering adalah menyediakan konsumsi di setiap agenda 

sekolah, baik itu rapat, outing class, maupun agenda lain. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan 

pembiayaan pendidikan SD Muhammadiyah Gendeng 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

a. Efisiensi keuangan. Pengelolaan keuangan dikelola 

secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan 

kebutuhan primer yang harus didahulukan, dengan 

tidak mengesampingkan kebutuhan tambahan dalam 
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upaya peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 

b. Pengembangan wirausaha sekolah sebagai income 

tambahan bagi sekolah, untuk menyangga kebutuhan 

operasional. Bentuk wirausaha yang dikembangkan 

adalah laundry, kantin dan katering. 

c. Optimalisasi peran komite sekolah. Komite sekolah 

diberdayakan secara optimal untuk mendukung 

program kegiatan yang ada di sekolah baik terkait 

dengan program pembelajaran maupun pengembangan 

infra struktur melalui dukungan finansial. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

dalam usaha optimalisasi pengelolaan pembiayaan, terdapat 

fakta sebagai novelty/kebaruan dalam kajian ini, sebagai 

berikut: 

 
Gambar 31 

Strategi Pengelolaan Pembiayaan Untuk Meningkatkan 

Mutu Pendidikan 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa keberhasilan 

pengelolaan pembiayaan dicapai karena sekolah berani 

melakukan terobosan untuk mengembangkan wirausaha, 

yakni laundry, kantin dan catering. Pengembangan 



 

113 
 

wirausaha sekolah pada dasarnya bukan merupakan barang 

baru, namun melihat keluasan dan keberhasilan bisnis SD 

Muhammadiyah Gendeng menjadikan program wirausaha 

sekolah sebagai poin unggul dalam pengelolaan 

pembiayaan. Melalui pengembangan wirausaha tersebut 

tenyata mampu menjadi jaring pengaman untuk mengatasi 

keterbatasan keuangan. Hasil wirausaha yang dikelola oleh 

sekolah dengan dukungan guru dan wali murid serta 

masyarakat sekitar mampu menjadi penyangga bagi 

kelancaran operasional pendidikan. 

Secara khusus strategi pengelolaan pembiayaan 

sekolah dalam perspektif jenis pembiayaan, dikatakan, 

sebagai berikut: pertama, biaya investasi yang meliputi 

pemenuhan sarana dan prasarana didapatkan lewat 

berbagai biaya uang masuk sekolah siswa baru, yang 

peruntukannya dimaksimalkan pada pemenuhan minimal 

standard sarana prasarana sesuai kebutuhan akreditasi. 

Kedua, biaya operasional yang meliputi gaji dan pemenuhan 

kebutuhan rutin dan insidental diperolah melalui BOS dan 

berbagai usaha sekolah. ketiga, biaya personal yang meliputi 

penggunaan pembiayaan pada aspek proses pembelajaran 

didapatkan salah satunya melalui iuran bulanan siswa atau 

SPP, yang didukung oleh usaha sekolah. 

 

B. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat 

Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dalam Memenuhi 

Standar Mutu Pendidikan 

Pendukung kuat dalam pembiayaan lembaga 

pendidikan dalam kajian ini adalah: adanya berbagai bantuan, 

baik dari pemerintah maupun swasta. Hal ini yang mendorong 

sekolah, khususnya kepala sekolah dalam memaksimalkan 

potensi dan sumber daya sebagai jalan pencapaian mutu  tinggi 

sekolah. SD Muhammadiyah Gendeng pada dasarnya masih 

memungkinkan untuk mendapatkan bantuan BOS Provinsi. 

Namun kesadaran bahwa sekolah merasa sudah cukup 

mendapat bantuan, dan tidak melakukan pengajuan untuk 
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bantuan tingkat provinsi ini. Ada perasaan malu dari sekolah 

jika menghendaki kesemua bantuan. Untuk itulah SD 

Muhammadiyah Gendeng merasa sekolah lain lebih berhak 

untuk mendapatkannya. Selain itu terdapat pula fakta bahwa 

BOS Provinsi terbiasa terlambat dalam pencairan ke tingkat 

sekolah mengingat peruntukannya di awal digunakan sebagai 

dana talangan BOS Nasional. 

Kompetensi, konsistensi, dan komitmen sumber daya 

manusia sangat diperhatikan oleh sekolah, termasuk 

didalamnya kesejahteraan. SD Muhammadiyah Gendeng 

beranggapan bahwa segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah. 

Untuk itulah setiap hal diniatkan baik untuk mengharap ridho 

Allah. Pada keyakinan itulah sekolah mempercayai campur 

tangan Allah dalam membantu setiap langkah dalam 

pengembangan SD Muhammadiyah Gendeng. Sekolah 

mempunyai anggapan bahwa pada dasarnya nilai membentuk 

sikap dan perilaku. Hal inilah yang terus dikuatkan. Nilai yang 

dijunjung tinggi sekolah menjadi dasar dalam memahami sikap 

serta motivasi. Nilai inilah yang selanjutnya akan 

mempengaruhi persepsi guru dan karyawan dalam menilai 

suatu tugas dan tanggungjawabnya. 

Pelaksanaan optimalisasi pengelolaan keuangan, sekolah 

juga mengalami berbagai kendala dalam operasionalnya. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa persepsi 

sekolah dengan biaya rendah telah mengakar di masyarakat, 

sementara tuntutan biaya operasional tidak dapat dibilang 

murah. Sementara itu berkaitan dengan peningkatan mutu, SD 

Muhammadiyah Gendeng selalu melibatkan keuangan dalam 

pelaksanaannya. Dalam hal ini kegiatan yang diselenggarakan 

sekolah, termasuk didalamnya wirausaha sangat membantu 

dalam peningkatan mutu sekolah. Salah satu yang turut andil 

dalam pendanaan di sini adalah adanya koperasi, dimana 

terdapat 2 (dua) koperasi, secara internal yang dikelola oleh SD 

Muhammadiyah Gendeng (Koperasi Agu Mentari), dan 

koperasi eksternal (Koperasi Murni) yang dikelola oleh yayasan 

Muhammadiyah tingkat Provinsi. Koperasi Murni sendiri 



 

115 
 

merupakan koperasi yang khusus dikelola dalam memenuhi 

kebutuhan siswa akan belanja peralatan sekolah melalui sistem 

gesek kartu. 

Beberapa agenda, termasuk gathering sekolah tidak 

melibatkan pendanaan dari BOS. Dengan memaksimalkan dana 

rabat kegiatan sekolah menjadi kegiatan produktif mendorong 

seluruh elemen ikut mendukung program pengembangan 

keuangan sekolah. Tak jarang gathering dapat dilakukan di 

tempat yang nyaman di luar sekolah sambil refreshing. 

Berdasar uraian tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang memberikan 

kontribusi dan penguatan bagi pengembangan SD 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta adalah bahwa terdapat 

beberapa faktor pendukung pengelolaan pembiayaan 

pendidikan dalam memenuhi standar mutu pendidikan, 

sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, dapat 

menggerakkan guru, orang tua dan para pihak terkait untuk 

mendukung program dan kegiatan sekolah. Konsep 

kepemimpinan yang ditunjukkan adalah model 

kepemimpinan partisipatif, dimana seorang pemimpin 

memberikan arahan tugas dan tanggung jawab yang terarah 

dan terukur untuk dilaksanakan bawahan. Di sisi lain, 

pemimpin dengan sikap terbuka mau terjun langsung dalam 

proses pengembangan dan penilian seluruh sumber daya 

yang ada di suatu organisasi. 

2. Kerja sama sekolah dan komite yang terjalin erat. Wali murid 

memiliki tanggang jawab yang tinggi untuk mendukung 

program sekolah, baik terkait dengan proses pembelajaran 

maupun pengembangan sarana dan prasarana. Kepercayaan 

adalah dasar dari hubungan interpersonal dalam 

mengembangkan serta menanamkan nilai serta keyakinan 

antara satu pihak dengan pihak lain. Konsep kerjasama yang 

dibangun adalah interpersonal non konflik. Hal ini dilakukan 

dengan menerapkan nilai/iklim/budaya organisasi yang 

meminimalisir potensi konflik. 
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3. Pengembangan wirausaha sekolah yang berjalan baik. 

Berkat dukungan wali murid, guru, siswa dan seluruh 

sivitas akademika yang ada, program wirausaha sekolah 

dapat diandalkan. Wirausaha sekolah dilakukan dengan 

mengangkat dan menerapkan nilai identitas organisasi. 

Nilai ini mengajarkan bahwa setiap elemen sumber daya 

manusia di suatu organisasi, secara individu setiap orang 

mempunyai nilai yang berarti di mata organisasi. Untuk 

itulah diperlukan kerja sama dalam pencapaian tujuan. 

 

Terkait dengan faktor penghambat, apabila dilihat secara 

umum maka faktor penghambat dalam manajemen pendidikan 

meliputi 3 (tiga) perspektif, yaitu: 

1. Kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah. Sebagian 

orang tua berada pada status sosial ekonomi kelompok atas, 

namun lebih banyak orang tua yang berada di posisi sosial 

menengah ke bawah. Kondisi tersebut membutuhkan 

perhatian dan penguatan agar tetap dapat memenuhi 

kebutuhan operasional lembaga, serta kewajiban 

pembayaran terhadap yayasan Muhammadiyah. 

Kepedulian sekolah untuk memberikan subsidi kepada 

siswa dari kalangan bawah menjadikan tantangan tersendiri 

bagi sekolah untuk menggali sumber dana lain agar dapat 

memperlancar program kegiatan yang diselenggarakan 

sekolah. 

2. Keterbatasan sarana prasarana. SD Muhammadiyah 

Gendeng Yogyakarta berada di lahan yang terbatas, 

sehingga kurang memiliki ruang yang leluasa untuk 

pengembangan lembaga dan aneka kegiatan siswa. Sekolah 

yang berada di tengah kota, menghadapi kesulitan untuk 

pengembangan lahan karena berada di wilayah padat 

penduduk. Sekolah Muhammadiyah Gendeng 

sesungguhnya memiliki potensi untuk berkembang lebih 

pesat. Namun lahan yang tersedia cukup terbatas, berada di 

tengah kota yang padat dengan rumah penduduk. 

Pengembangan dan perluasan lahan sulit dilakukan karena 
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berbatasan dengan rumah penduduk. Pengembangan bisa 

dilakukan dengan penambahan lantai atas. Untuk 

mewujudkan hal tersebut masih perlu persiapan dan 

dukungan dari berbagai pihak. 

3. Persaingan sekolah yang sangat ketat. Sekolah-sekolah 

yang berada di sekitar wilayah gendeng, merupakan 

sekolah-sekolah favorit yang menjadi rujukan atau pilihan 

masyarakat. Banyak sekolah dasar negeri maupun swasta 

yang berkualitas, yang semua terus bersaing untuk 

meningkatkan kualitas lembaganya. Oleh karena itu 

dibutuhkan perjuangan berat agar mampu menunjukkan 

kualitas lembaga dan bersaing dengan sekolah- sekolah 

yang ada di sekitarnya. Masyarakat Yogyakarta merupakan 

masyarakat yang dinamis dalam menentukan pilihan 

pendidikan. Karena banyak alternatif yang bisa menjadi 

pilihan. Karena itulah SD Muhammadiyah Gendeng terus 

berupaya untuk meningkatkan layanan pendidikan kepada 

masyarakat. 

 

Berdasarkan uraian terkait dengan faktor pendukung 

dan penghambat pengelolaan pendidikan, maka dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 32 

Penguatan Manajemen Keuangan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka 

dapat dipahami perihal novelty atau kebaruan dalam kajian ini, 

yakni adanya fakta bahwa berawal dari ketidaksanggupan 

sekolah dalam memenuhi kebutuhan lembaga untuk 

operasional pendidikan serta untuk menyetorkan uang tahunan 

ke yayasan Muhammadiyah sebesar Rp. 45.000.000 per tahun 

telah mendorong sekolah untuk lebih kreatif, inovatif dan jeli 

dalam menggali potensi ekonomi, serta lebih profesional dalam 

mengelola keuangan. 
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Selanjutnya dalam Analisis SWOT dapat diketahui 

berbagai strategi yang telah dilakukan oleh SD Muhammadiyah 

Gendeng dalam menyusun pedoman kebijakan, sebagai 

berikut: 

 

Tabel 19 

Analisis SWOT Penguatan Manajemen Keuangan 

 Strength (kekuatan) Weakness 

(kelemahan) 

 a. Kepemimpinan 

Partisipasif militan 

b. Kerjasama 

Interpersonal

Non Konflik 

c. Wirausaha 

Identitas Organisasi 

a. Sosial ekonomi 

b. Sarana prasarana 

c. Persaingan 

Opportunities 

(peluang) 

SO WO 

a. Akreditasi 

b. Perluasan 

bisnis 

c. Dukungan 

berbagai 

pihak  dalam 

pendanaan 

 

Sekolah berstandar 

Nasional dan 

Internasional 

a. Pelatihan 

b. Studi banding 

c. Gathering 

Threats 

(ancaman) 

ST WT 
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Status sekolah 

murah yang 

mempengaruhi 

persepsi 

masyarakat, 

yang berimbas 

pada kuantitas 

maupun 

kualitas peserta 

didik. 

Keikutsertaan serta 

menyelenggarakan 

event skala kota dan 

provinsi dalam 

jangka pendek, dan 

skala nasional dalam 

jangka panjang. 

Bekerjasama dalam 

proses KBM: 

a. Perusahaan 

Manufaktur, 

Balai Latihan 

Kerja (BLK) 

dalam 

pengenalan 

suatu materi 

b. Pondok 

Pesantren dalam 

penguatan 

keislaman 

c. Penambahan 

outing class 

 

Analisis SWOT di atas menggambarkan bahwa SD 

Muhammadiyah Gendeng dalam kebijakannya tentang 

keuangan yang berimbas pada penjaminan mutu pendidikan 

diarahkan pada terbentuknya nilai transparansi, akuntabel 

serta realistis dalam pengelolaan keuangan. Nilai inilah yang 

selanjutnya dijadikan budaya organisasi di SD Muhammadiyah 

Gendeng. 

 

Tabel 20 

Nilai Pengelolaan Pembiayaan SD Muhammadiyah Gendeng 

NO NILAI URAIAN 

1 Transparansi Kejelasan job desc, SOP, serta pelibatan 

semua pihak; mampu 

dipertanggungjawabkan dan apabila 

diperlukan dapat mendapat jaminan 

kepastian hukum. 

2 Akuntabilitas Kejelasan job desc serta SOP 

3 Realistis Mampu diukur serta dapat di terapkan 

dan di evaluasi 
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Sedangkan dalam kebijakan peningkatan mutu, SD 

Muhammadiyah Gendeng mengimplementasikan strategi 

“Bertahan dan Menyerang.” Sekilas sekolah ini mempunyai 

peringkat akreditasi yang unggul (A), namun pengakuan ini 

harus dibayar mahal dengan perjuangan sangat keras dalam 

pemenuhan kualitas sumber daya yang ada. Hal ini dapat 

diketahui melalui fakta penelitian yang menunjukkan bahwa 

proses “Menyerang” melalui inovasi bisnis serta pengelolaan 

keuangan yang terlihat bagus namun dibalik layarnya 

menyimpan problematika yang kompleks. Disisi lain, strategi 

“Bertahan” berpotensi membuat sumber daya khususnya 

manusia di dalam sekolah merasa jenuh dengan rutinitas 

agenda sekolah. 

 

C. Formulasi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah 

Islam yang Berkualitas  

Strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan disusun 

untuk menyiasati keterbatasan sumber daya agar pelaksanaan 

program dapat memberikan andil yang signifikan terhadap 

pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti yang 

diamanatkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh bendahara sekolah yang mengatakan 

bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah strategi 

yang digunakan untuk mencukupi dana yang belum terpenuhi 

melalui anggaran yang didapat dari sumbangan siswa dan 

pemerintah. 

Diferensiasi pengelolaan keuangan yang dilakukan 

sekolah adalah memisahkan antara sumber pemasukan 

keuangan dari internal sekolah dengan sumber pemasukan 

keuangan dari eksternal sekolah. Hal ini dilakukan dengan 

membagi beban tugas dan tanggung jawab keuangan pada 

beberapa orang yang berbeda. Bendahara internal sekolah 

membuat pelaporan secara internal pula. Sementara bendahara 

eksternal membuat pelaporan sesuai dengan tuntutan donatur 

serta kedinasan. 
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Sementara itu tugas bendahara pula menjalin 

komunikasi yang baik dengan instansi di luar sekolah sebagai 

penciptaan persepsi sekolah unggul. Sekolah menyadari bahwa 

salah satu sumber daya yang rawan menimbulkan konflik 

adalah keuangan. Disinilah sekolah membuat suatu patokan 

dasar dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu: 

membuat beberapa alternatif keputusan; mempertimbangkan 

segala konsekuensi maupun konflik yang dapat muncul; 

kesadaran akan konsistensi, mengingat setiap kebijakan akan 

ada keberhasilan dan kegagalan; serta perhitungan nilai serta 

manfaat yang dicapai dalam setiap pengambilan keputusan 

keuangan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan 

dalam pendiriannya memerlukan dana operasional sebagai 

sarana eksistensi, namun perlu disadari pula bahwa konsep 

awal pendirian sebuah lembaga pendidikan dapat membentuk 

mindset kepada sumber daya manusia yang terlibat 

didalamnya. Sebagai contoh, apabila sekolah didirikan 

bermodalkan uang untuk menghasilkan uang, maka sumber 

daya manusia didalamnya akan berorientasi pada laba. SD 

Muhammadiyah Gendeng tidak mengaplikasikan hal itu. Salah 

satu penanaman yang selalu diberikan oleh pengampu 

kebijakan adalah bekerja dengan niat memperbaiki kualitas 

pendidikan. Sebagai organisasi nirlaba, nilai tambah yang 

didapatkan sekolah akan berimbas pula pada nilai tambah 

sumber daya manusia. 

Sejak awal Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng 

Yogyakarta sudah menyiapkan beberapa strategi pengelolaan 

pembiayaan pendidikan. Tujuan dengan adanya strategi 

pengelolaan pembiayaan pendidikan agar seluruh program 

dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Ketika ada salah satu 

program yang mengalami kendala karena kurangnya anggaran 

maka strategi ini dapat diterapkan. Dalam penerapan strategi 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta terus 

berupaya untuk mengatasi berbagai kendala. Anggaran yang 

ada tetap terus diupayakan untuk dapat memenuhi masing-
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masing program. Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang 

berasal dari pembayaran SWP, dana BOS (Bantuan Operasional 

Sekolah) dan sumber anggaran tambahan yang diperoleh dari 

sekolah adalah pembayaran uang pangkal, uang buku, uang 

kegiatan, dan uang pendaftaran. Uang pangkal dibayar pada 

setiap siswa baru masuk maupun daftar ulang. 

 

Tabel 21 Indikator Pembiayaan 
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Menjalankan operasional sekolah dapat dikatakan 

sebagai implementasi dari penanaman kuantitas kehidupan dan 

kualitas kehidupan. Kuantitas kehidupan berkaitan erat dengan 

pengakuan atau peringkat yang diberikan masyarakat atau 

lembaga diluar sekolah. Sementara kualitas kehidupan 

berkaitan erat dengan kemampuan sekolah dalam menghargai 

sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini 

penghormatan terhadap suatu hubungan antar manusia, 

kepedulian serta kesejahteraan guru dan karyawan. 

Berkaitan dengan pengadministrasian, SD 

Muhammadiyah Gendeng menerapkan budaya kerapian dalam 

mendukung kinerja sekolah. Administrasi berupa surat 

menyurat, pelaporan dan sebagainya disusun dan ditata agar 

setiap waktu dapat dipantau. Secara organisasi, sekolah telah 

membuat suatu “garis pembatas” antara pekerjaan dan tingkat 

stress guru dan karyawan. Hal ini mengingat kerjasama, serta 

koordinasi yang baik antar sumber daya manusia 

meminimalisir beban kerja yang berlebih yang dapat 

mengakibatkan stress. Di sisi lain, setiap orang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab yang meminimalisir pula kesibukan 

pribadi. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan pembiayaan pendidikan ini sudah tersusun 

dengan rapi. Anggaran di sekolah dibagi menjadi dua yaitu 

anggaran rutin dan anggaran insidental. Anggaran rutin adalah 

anggaran yang sudah tersusun didalam RAP sesuai dengan 

budget oriented yang diberikan pada setiap unit yang ada. 

Sedangkan anggaran insidental adalah anggaran untuk 

pengembangan seperti pembangunan. Anggaran ini diperoleh 

dari hasil sisa operasional yang ada. Anggaran pembangunan 

sebenarnya sudah ada sumbangan tersendiri yaitu diperoleh 

dari uang pangkal pada setiap tahun ajaran baru, baik itu 

alumni maupun siswa baru. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) 

rancangan support systems pembangunan sekolah, sebagai 

berikut: 
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Gambar 33 

Support Systems Pembangunan Sekolah 

 

1. Sisa hasil operasional. Sepersekian persen dari berbagai 

sumber dana yang masuk ke sekolah melalui SWP maupun 

kegiatan lainnya secara terarah dialokasikan untuk 

pengembangan sekolah. Hal ini dilakukan sebagai 

komitmen pihak sekolah dalam mengalokasikan setiap dana 

yang tersisa untuk kegiatan produktif. Pembangunan 

merupakan kegiatan produktif yang menunjang kemajuan 

dan perkembangan sekolah. Termasuk didalamnya adalah 

sisa hasil operasional yang disisihkan dari usaha/bisnis 

lain yang dilakukan sekolah. 

2. Bantuan Operasional Sekolah/BOS. Pada awalnya ditahun 

2014 dana BOS tidak dapat digunakan sebagai sumber 

pendanaan pembangunan, namun ditahun 2015/2016 

terdapat perubahan dimana dana BOS dapat digunakan 

sebagai subsidi pembangunan secara fisik. Dalam hal ini 

biaya perluasan dan atau pemeliharaan sekolah dapat 

dibebankan kepada pemerintah lewat BOS. 

 

Strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk 

memenuhi anggaran yang ada adalah dengan menyusun 

dengan rapi seluruh anggaran yang akan diberikan pada 

setiap unit. Seperti yang sudah penulis jelaskan dari awal 

bahwa persetujuan rencana anggaran harus melalui kepala 

sekolah dengan merumuskan budget oriented untuk setiap unit. 

Prioritas utama selain kebutuhan dasar kegiatan belajar 

mengajar adalah gaji guru dan karyawan.  
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Pengelolaan pembiayaan pendidikan SD 

Muhammadiyah Gendeng sudah tertata dengan sedemikian 

rapi. Sehingga seluruh kebutuhan dapat berjalan dengan 

lancar. Strategi yang digunakan pengelolaan pembiayaan 

pendidikan adalah dengan menyisihkan gaji guru dan pegawai 

karena menggaji adalah suatu yang sangat pokok dan harus 

diberikan secara rutin pada setiap bulannya. Untuk kebutuhan 

yang lainnya jikalau ada kendala maka proses pencairannya 

sedikit tertunda.  

Kalimat “selalu ada jalan untuk niat yang baik” selalu 

diutarakan oleh pimpinan dikarenakan selama ini selalu ada 

jalan yang dirasa mampu menunda maupun menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang ada di sekolah, khususnya perihal 

keuangan. Konsep manajemen yang diterapkan sekolah dengan 

tetap mempertimbangkan unsur keagamaan. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan jika terjadi 

kendala maka Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng 

Yogyakarta meminta bantuan dari Bank Muamalat dikarenakan 

Bank Muamalat sudah bekerja sama dengan sekolah tersebut, 

akan tetapi berhutang bukan berarti pihak sekolah tidak 

menyusun rincian, namun sudah merinci dan memikirkan 

dengan anggaran mana angsuran bank bisa terpenuhi, karena 

meminjam uang bank untuk memenuhi kebutuhan yang 

anggarannya tertunda. Maka dari itu ketika uang anggaran 

yang tertunda sudah cair akan digunakan sebagai pengganti 

dari uang pinjaman bank. 

Terdapat beberapa bentuk strategi yang digunakan oleh 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta dalam 

hal pengelolaan pembiayaan pendidikan berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan yakni: 

1. Pengembangan Unit Usaha 

Bendaha sekolah menyampaikan mengenai 

pengambangan unit usaha yaitu Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta memiliki usaha 

kantin, kerja sama buku pelajaran dengan penerbit yang 
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ditunjuk, katering untuk siswa (makan siang dan snack)”. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa seluruh bidang usaha ini terus dikembangkan 

sehingga mengahasilkan laba yang dapat kembali kepada 

sekolah untuk pengembangan anggaran pendidikan. Dari 

beberapa usaha di atas hanya tiga cabang usaha yang 

labanya masuk kepada sekolah yaitu laundry, katering, dan 

kantin. Pemasukan dari ketiga cabang usaha ini dalam satu 

bulannya bisa mencapai Rp. 10.000.000; harus disetorkan 

pada sekolah. Laba dari cabang usaha lainnya belum sama 

sekali masuk ke sekolah karena digunakan untuk 

pengembangan bisnis. 

 

2. Bekerja sama dengan pihak luar sekolah 

Sekolah berbasis agama merupakan suatu lembaga 

yang cukup besar bahkan bergengsi di kalangan lembaga 

pendidikan Islam saat ini. Persaingan ketat antar lembaga 

pendidikan Islam tidak membuat Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta ini lewat dari 

perhatian publik. Ada beberapa perusahaan atau organisasi 

yang memang pada setiap bulannya memberikan bantuan. 

Kerja sama dengan link luar juga terjalin bagus. Dana 

anggaran dari kerjasama dengan instansi lain tidak masuk 

langsung kepada sekolah akan tetapi diberikan kepada siswa 

yang membutuhkan untuk membayar SWP pada setiap 

bulannya dengan nama lain beasiswa siswa.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dana anggaran yang diberikan oleh 

Sampurna tidak berupa anggaran yang khusus masuk 

kepada sekolah akan tetapi anggaran yang diberikan kepada 

siswa yang membutuhkan dengan cara menanggung biaya 

pendidikannya selama siswa belajar di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta. 
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3. Sumbangan Wajib Siswa 

Seperti layaknya lembaga pendidikan Islam pada 

umumnya adalah adanya pembayaran SWP. Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta juga mewajibkan 

kepada siswanya untuk membayar uang SWP pada setiap 

bulannya dengan rincian antara Rp. 100.000; sampai Rp. 

300.000; Pemasukan anggaran dari SWP yang sangat 

membantu dalam proses pemenuhan anggaran di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh salah satu guru dalam hasil 

wawancara penulis yang mengatakan bahwa : “Pemasukan 

untuk pemenuhan anggaran yang paling pokok itu dari 

SWP pak, uang SWP ini kita kelola sesuai dengan RAB yang 

sudah kami susun. “Walaupun ada BOSNAS dan BOSDA 

namun hal itu tidak lantas membuat sekolah lengah. Disatu 

sisi keduanya bisa diandalkan untuk berbagai solusi 

permasalahan keuangan. Namun di sisi lain keduanya juga 

tidak dapat begitu saja diharapkan selalu ada. Sekolah selalu 

menyiapkan beberapa alternatif keuangan untuk 

mengantisipasi hal-hal khusus terkait pembiayaan. “Dalam 

banyak kesempatan komite selalu support kami di sekolah, 

tapi itu juga kami tidak, njagakke (mengandalkan).” 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa pemenuhan anggaran paling vital adalah pemasukan 

dana dari uang SWP. Karena anggaran SWP adalah sebuah 

anggaran pasti pada setiap bulannya. 

 

4. Dana Pemerintah 

Pemasukan dana untuk memenuhi anggaran yang 

diperoleh oleh Sekolah Dasar Muhammadiyah Gendeng 

Yogyakarta dari pemerintah yaitu dana BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah). Hal ini diungkapkan oleh bapak 

Mukhayat menyampaikan bahwa dana BOS dapat dan 

dibelanjakan sesuai dengan undang-undang penggunaan 

dana BOS. 
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Pemenuhan anggaran di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta juga diperoleh dari 

dana BOS, dana BOS ini digunakan untuk melengkapi 

seluruh kebutuhan lembaga dalam meningkatkan mutu 

pendidikan juga digunakan untuk membayar gaji guru atau 

dikembalikan lagi ke siswa dengan memotong uang daftar 

ulang. Dana BOS dirasakan sangat membantu sekolah untuk 

meringankan biaya operasional. Karena tidak semua siswa 

bisa memberikan pembayaran uang sekolah secara rutin. 

Dana BOS menjadi pendukung kegiatan yang cukup 

meringankan lembaga. Melalui dana BOS kebutuhan 

sekolah yang belum tersedia bisa teratasi, termasuk biaya 

operasional pembelajaran. 

Pengalokasian seluruh anggaran sesuai dengan 

kebutuhan yang ada. Pengalokasian anggaran akademik 

dan non akademik sudah terealisasikan sebagaimana 

mestinya. Pembiayaan anggaran lain-lain adalah anggaran 

yang dikeluarkan jika ada keperluan tidak terduga. 

Anggaran kegiatan sarana dan prasarana adalah anggaran   

yang   digunakan   untuk   melengkapi   sarana dan 

prasarana yang berhubungan dengan pendidikan di 

sekolah. Pembiayaan anggaran yang dialokasikan untuk gaji 

guru dikelola oleh pihak sekolah dengan rincian Rp. 

45.000;/pertemuan atau tatap muka. Sistem pemberian 

gaji kepada guru dan pegawai dengan melihat data check 

lock pada setiap bulannya. Dengan budget Rp.45.000; setiap 

pertemuan maka setiap guru, mengajar dalam setiap 

bulannya kurang lebih sebanyak 35 sampai 36 kali. Selain 

dari gaji, guru juga mendapatkan biaya transportasi, biaya 

kesehatan dan juga tunjangan guru lainnya. 

Temuan kebaruan berkaitan dengan formulasi 

pengelolaan pembiayaan dalam kajian ini adalah 

ditemukannya fakta bahwa baik tenaga pendidik maupun 

tenaga kependidikan bekerja semaksimal mungkin dengan 

tanpa memikirkan gaji dan kesejahteraan. Hal ini 

dikarenakan kepala sekolah dengan segala upaya akan 
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memenuhi setiap kewajiban yang harus dibayarkan (gaji, 

tunjangan, dll). Kebijakan inilah yang kemudian mendorong 

atau memotivasi lebih dalam peningkatan kinerja tenaga 

pendidik maupun tenaga kependidikan. Disisi lain tenaga 

pendidik maupun tenaga kependidikan secara berkala 

mendapat kesempatan untuk memanjakan diri lewat 

kegiatan refreshing yang seluruh biayanya ditanggung oleh 

pihak sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

totalitas yang diberikan guru atau pendidik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta tidak diragukan, 

karena penjaminan kesejahteraan guru juga tercukupi oleh 

sekolah. Walaupun kondisi keuangan harus menggali dari 

berbagai sumber, seperti wirausaha sekolah, dana Lazismu 

dan dukungan dari pihak lain yang tidak mengikat, namun 

untuk kepentingan gaji guru mendapatkan perhatian 

khusus dan diprioritaskan. Karena guru disadari sebagai 

kekuatan inti yang berhadapan langsung dengan anak. 

Guru adalah ujung tombak dalam proses 

pembelajaran. Maka kepentingan guru mendapatkan 

prioritas awal. Guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi juga mendapat kesempatan sesuai 

dengan bidang pelajaran yang diampu. Guru tanpa 

terkecuali diberikan kesempatan untuk mengembangkan 

kualitas diri melalui jalur pendidikan. Tentu hal itu 

dilaksankan secara bergilir agar kegiatan belajar mengajar 

maupun kegiatan administrasi menjadi terbengkalai 

dikarenakan sebagian besar guru atau karyawan sedang 

kuliah. 

Setiap organisasi (lembaga pendidikan) perlu 

memahami berbagai proses panjang sejalan dengan 

perkembangan zaman dimana tuntutan semakin lama 

akan semakin berkembang, standar yang lebih tinggi 

serta dihadapkan kompleksitas permasalahan yang 

menuntut kesiapan serta kemampuan berorganisasi 
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(manajemen). Tanpa adanya pedoman dalam manajemen 

pengelolaan dapat berakibat pada ketidaktercapaian tujuan 

sebagaimana yang telah diharapkan bersama, dalam hal ini 

kualitas dan atau mutu pendidikan. Dalam mencapai 

pendidikan yang berkualitas diperlukan banyak tugas yang 

harus diselesaikan oleh semua pihak, baik dari sekolah itu 

sendiri maupun dari pemerintah. Sebuah lembaga 

pendidikan yang berkualitas sebagaimana yang telah 

diamanatkan oleh UUD 1945 dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, oleh pemerintah diturunkan menjadi 

beberapa aspek atau bidang yang harus dipenuhi serta 

dikuasai. 

 

Terkait dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan, 

berdasar teori  Kurniawan (2021) maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 
Gambar 34:  

Analisa Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Berdasar Teori 
Pembiayaan  Pendidikan 
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Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa 

pengelolaan pembiayaan yang terjadi di SD Muhammadiyah 

Gendeng Yogyakarta terkait dengan manajemen keuangan. 

Dalam arti keduanya mempunyai ranah yang sama dalam 

penerapannya didunia pendidikan. Mutu menjadi bagian 

penting dalam output pengelolaan pembiayaan ini. Dengan 

kata lain, pengelolaan pembiayaan sekolah mempunyai 

keterikatan dengan mutu sekolah, mengingat salah satu 

standar pemenuhan mutu pendidikan, sebagaimana tertuang 

dalam akreditasi, adalah standar pembiayaan. Dengan 

demikian pada akhirnya SD Muhammadiyah Gendeng 

Yogyakarta dapat menjadi sekolah unggulan serta menjadi 

pilihan masyarakat, dengan indikator tata kelola keuangan 

yang baik, dengan tetap memegang konsep sekolah terjangkau 

namun berkualitas. 

Mutu pendidikan merupakan pekerjaan rumah bersama 

yang harus diselesaikan. Walau setiap lembaga memiliki 

karakteristik masing-masing berkaitan dengan mutu 

pendidikan, namun kesemuanya disamakan dengan adanya 

proses pengelolaan keuangan sebagai bagaian yang tidak 

terpisahkan dari proses manajemen. Pengelolaannya apabila 

dilakukan dengan baik dan terpantau dapat menentukan 

sejauhmana proses pendidikan berjalan hingga pada akhirnya 

mengarah pada mutu pendidikan yang dihasilkan. Mutu 

pendidikan itu sendiri secara nyata akan menjelaskan 

tanpa banyak kata, menegaskan posisi organisasi sebagai 

lembaga pendidikan bermutu dan berkualitas di mata 

masyarakat. 

Manajemen keuangan pendidikan, penganggaran dan 

pembiayaan pendidikan merupakan core dari kajian ini, 

meliputi upaya memperoleh dan menetapkan sumber-sumber 

pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan 

pertanggungjawaban. Secara rinci teori manajemen keuangan 

pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan (2021) 

dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Upaya memperoleh dan menetapkan sumber-sumber 

pendanaan. Dalam sub bab ini terdapat pembahasan : 

a. sumber dana pendidikan, dimana disebutkan bahwa 

sumber dana sekolah dan juga pengeluaran untuk satu 

tahun ajaran dengan melalui proses rapat yang telah 

disetujui oleh beberapa pihak 

b. proses perencanaan pembiayaan pendidikan, dimana 

disebutkan bahwa perencanaan menggunakan sistem 

bottom up 

2. Pemanfaatan dana (melalui pengembangan 

wirausaha/laundry, kantin, catering). 

3. Pelaporan dan pengawasan 

a. Bendahara internal sekolah membuat pelaporan 

secara internal.Sementara bendahara eksternal 

membuat pelaporan sesuai dengan tuntutan donatur 

serta kedinasan - halaman 155). 

b. pengawasan sebagai bagian dari pelaporan meliputi 

penilaian efektivitas dan efisiensi. Langkah-langkah yang 

dilakukan SD Muhammadiyah Gendeng adalah: (1) 

menetapkan standar kuantitas, kualitas, biaya, dan 

waktu; (2) membuat perbandingan antara fakta di 

lapangan dengan standar yang telah ditetapkan; (3) 

identifikasi penyimpangan; dan (4) perbaikan atau 

koreksi yang mengarah pada rekomendasi) 

4. Pertanggungjawaban 

a. Bendahara internal sekolah membuat 

pertanggungjawaban secara internal. Sementara 

bendahara eksternal membuat pelaporan sesuai dengan 

tuntutan donatur serta kedinasan. 

b. Pembagian bendahara menjadi 3 (tiga), yaitu kasir, 

bendahara sekolah, bendahara dinas. Hal tersebut dapat 

meringankan bagian keuangan dan menjadikan 

ketiganya mempunya beban dan tanggungjawab yang 

berbeda. 
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa untuk membangun strategi pengelolaan pembiayaan 

pendidikan yang baik sebagai upaya untuk memenuhi standar 

mutu pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas manajemen keuangan sehingga 

keuangan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Upaya 

yang dilakukan adalah mengarahkan manajemen keuangan 

menuju pengelolaan dengan menggunakan aplikasi. 

Persiapan perangkat telah dilakukan, termasuk pendataan 

seluruh siswa beserta instrument-instrumen lainnya. Untuk 

mewujudkan hal tersebut mesih membutuhkan proses. 

Namun semangat untuk meningkatkan kualitas manajemen 

keuangan dengan memanfaatkan aplikasi sudah menjadi 

tekad dan komitmen bersama. Hal itu diyakini akan 

memudahkan pengelolaan dan pelayanan keuangan serta 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan 

manajemen keuangan di SD Muhammadiyah Gendeng. 

2. Menjalin kerjasama erat dengan berbagai pihak terkait, yaitu 

komite sekolah dan pihak ketiga lainnya. SD 

Muhammadiyah Gendeng menyadari bahwa dukungan 

masyarakat sangat penting pengembangan lembaga. Maka 

lembaga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang 

terkait, antara lain komite sekolah, organisasi mitra seperti 

MGMP, forum kepala sekolah dan sebagainya. Selain itu 

kerja sama juga dilakukan dengan tokoh masyarakat 

setempat. Lingkungan sekolah sangat penting untuk 

memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam 

melaksanakan kegiatan. Mitra kerja sama lainnya adalah 

perusahaan atau badan usaha yang memungkinkan untuk 

bersinergi dan bekerja sama untuk mengembangkan 

wirausaha sekolah. 

3. Pengembangan wirausaha sekolah untuk mendukung 

manajemen keuangan sekolah lebih kuat. Wirausaha menjadi 

salah satu strategi andalan SD Muhammadiyah Gendeng 

untuk meningkatkan kekuatan finansial sekolah. Melalui 

wirausaha yang dikembangkan sekolah maka dapat digali 
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potensi usaha yang dapat memberi manfaat untuk 

mengembangkan entrepreneurship. Manfaat yang diperoleh 

tidak hanya keuntungan finansial, namun media belajar dan 

pengembangan diri bagi guru dan karyawan, siswa-siswi, 

wali murid dan masyarakat sekitar yang turut 

memanfaatkan layanan usaha yang dikembangkan oleh 

sekolah 
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Pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan upaya 

dalam memenuhi standar mutu pendidikan. Strategi yang 

dilakukan oleh SD Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta adalah: 

(1) Peningkatan kualitas manajemen keuangan, salah satunya 

melalui pembagian tugas antara bagian keuangan kedinasan, 

sekolah, dan kasir terkait satu pintu masuknya dana dan 

pelaporan tanggung jawab internal, dan pengelolaan keuangan 

dengan memanfaatkan aplikasi; (2) Menjalin kerja sama erat 

dengan berbagai pihak dalam rangka penambahan pemasukan 

sekolah; (3)Pengembangan wirausaha sekolah melalui usaha 

laundry, catering dan kantin;(4)Pengalokasian pembiayaan melalui 

pengadaan sarpras dan kegiatan produktif. 

Usaha optimalisasi pengelolaan pembiayaan terus 

dilakukan. Terdapat fakta sebagai novelty atau kebaruan dalam 

kajian ini, dimana keberhasilan pengelolaan pembiayaan diawali 

dari pembagian bendahara menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, 

bendahara urusan kedinasan; bendahara sekolah; dan bendahara 

kasir. Melalui pembagian ini tugas dan tanggung jawab terbagi 

pula, yang pada akhirnya justru mendukung penilaian standard 

pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam proses akreditasi. 

Selain itu juga peningkatan manajemen keuangan dengan 

menggunakan aplikasi, yang sangat memudahkan dalam 

pengelolaan keuangan. 

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam memenuhi standar 

mutu pendidikan. Ada beberapa faktor pendukung yang 

PENUTUP 
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memberikan kontribusi dan penguatan bagi pengembangan SD 

Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta, yaitu: (1)Kepemimpinan 

kepala sekolah yang militan dan efektif melalui konsep 

kepemimpinan partisipasif. Kepala sekolah mampu 

menggerakkan guru, orang tua dan para pihak terkait untuk 

mendukung program dan kegiatan sekolah. Efektivitas 

kepemimpinan kepala sekolah ditunjukkan pula melalui 

peningkatan profesionalisme seluruh sumber daya manusia. 

Kepemimpinan partisipasif tidak hanya memberikan arahan dan 

bimbingan namun juga tidak segan untuk turun langsung ke 

bawah melihat kondisi di lapangan; (2)Kerja sama sekolah dan 

komite yang terjalin erat, melalui komunikasi interpersonal non-

konflik. Wali murid memiliki tanggang jawab yang tinggi untuk 

mendukung program sekolah, baik terkait dengan proses 

pembelajaran maupun pengembangan sarana dan prasarana. 

Dengan demikian komite sekolah turut andil dalam dukungan 

pembiayaan. Melalui komunikasi interpersonal yang terjalin 

terbukti mampu mendekatkan masing-masing pihak, tidak hanya 

pada kedekatan hubungan profesionalisme, namun juga pada 

kedekatan emosional. (3) Pengembangan wirausaha sekolah yang 

berjalan baik dengan mengedepankan nilai identitas organisasi. 

Berkat dukungan wali murid, guru, siswa dan seluruh sivitas 

akademika yang ada, program wirausaha sekolah dapat 

diandalkan. Semangat organisasi sebagai bagian dari warga 

Muhammadiyah mampu menjadi penggerak untuk mendukung 

keberhasilan wirausaha. Setiap orang yang terlibat di sekolah 

memiliki kontribusi bagi keberhasilan pengembangan wirausaha. 

Sedangkan sebagai faktor penghambat yaitu: (1)Kondisi sosial 

ekonomi menengah ke bawah. Sebagian orang tua berada pada 

status sosial ekonomi menengah ke atas, namun lebih banyak 

orang tua yang berada di posisi sosial menengah ke bawah. 

Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan penguatan agar 

tetap dapat melaksanakan proses pendidikan dengan baik. Salah 

satu upayanya dengan program subsidi silang; (2)Keterbatasan 

sarana prasarana sekolah yang berada di lahan yang terbatas, 

sehingga kurang memiliki ruang yang leluasa untuk 
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pengembangan lembaga dan aneka kegiatan siswa. Sekolah yang 

berada di tengah kota, menghadapi kesulitan untuk 

pengembangan lahan karena berada di wilayah padat penduduk; 

(3)Persaingan sekolah yang sangat ketat. Sekolah-sekolah yang 

berada di sekitar wilayah gendeng, merupakan sekolah-sekolah 

favorit yang menjadi rujukan atau pilihan masyarakat. Oleh 

karena itu dibutuhkan perjuangan berat agar mampu bersaing 

dengan sekolah tersebut. Novelty atau kebaruan dalam kajian ini 

berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan 

pembiayaan adalah adanya fakta bahwa keterbatasan keuangan, 

ditunjukkan dengan ketidaksanggupan sekolah untuk 

menyetorkan uang tahunan ke yayasan Muhammadiyah sebesar 

Rp. 45.000.000 per tahun telah mendorong sekolah untuk lebih 

profesional dan jeli dalam menggali sumber dana dan mengelola 

keuangan yang ada. 

Formulasi pengelolaan pembiayaan pendidikan sekolah 

dasar Islam yang berkualitas yang berimplikasi pada pemenuhan 

standar mutu pendidikan. adalah peningkatan kualitas 

manajemen keuangan secara komputasi mengarah pada 

penggunaan aplikasi. Selain itu juga menjalin Kerjasama erat 

dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dan yang 

tidak kalah penting adalah pengembangan wirausaha sekolah yang 

mampu menopang kebutuhan operasional sekolah. 

Temuan kebaruan berkaitan dengan formulasi pengelolaan 

pembiayaan dalam kajian ini adalah ditemukannya fakta bahwa 

baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan bekerja 

semaksimal mungkin dengan tanpa memperhitungkan gaji dan 

kesejahteraan. Hal ini dikarenakan kepala sekolah dengan segala 

upaya memenuhi setiap kewajiban yang harus dibayarkan (gaji, 

tunjangan, dll). Kebijakan inilah yang kemudian mendorong atau 

memotivasi lebih dalam peningkatan kinerja tenaga pendidik 

maupun tenaga kependidikan. 
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https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/63_susilo_surahman-pendidikan.pdf
https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/63_susilo_surahman-pendidikan.pdf
https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/63_susilo_surahman-pendidikan.pdf
http://jurnal.stpi-bim.ac.id/index.php/QURROTI/article/view/150
http://jurnal.stpi-bim.ac.id/index.php/QURROTI/article/view/150
http://jurnal.stpi-bim.ac.id/index.php/QURROTI/article/view/150
https://ejournal.stkippacitan.ac.id/index.php/jpp/issue/view/10
https://ejournal.stkippacitan.ac.id/index.php/jpp/issue/view/10
http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=324696&
http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=324696&
http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=324696&
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Berkemajuan, Nopember 2017  

 

13 Call for Papers, Moderatisme Menuju 

Kemajuan Pendidikan Islam ASEAN, 

17-19 Oktober 2017, Halaqah Ulama 

Asean, Jakarta.  

 

14 Analisis Peran Wanita Dalam Hukum 

Perkawinan di Indonesia Ditinjau dari 

Perspektif Gender, Jurnal Penelitian 

Pendidikan, LPPM STKIP PGRI Pacitan, 

Vol. 6 Nomor 1, Juni 2014, ISSN 2085-

0581 

https://garuda.ristekbrin.go.id/journal

/view/5935?issue=%20Vol%206,%20No

%201%20(2014):%20Jurnal%20Penelitian

%20Pendidikan 

 

15 Pendidikan Inklusi bagi ABK dalam 

Perspektif Undang-undang, At-Tarbawi 

Jurnal Kajian Kependidikan Islam, FITK 

IAIN Surakarta, Vol.  No. 1, Mei-

Oktober 2013, ISSN: 1693-4032  

 

16 Implementasi Pembelajaran Daring dan 

Luring bagi Anak Usia Dini pada Masa 

Pandemi Covid-19 

https://ejournal.stai-

tbh.ac.id/index.php/mitra-ash-

syibyan/issue/view/36 

 

17 Implementasi Pembelajaran Area Dalam 

Mengembangkan Sosial Emosional 

Anak Usia 5-6 Tahun. 

http://ojs.uho.ac.id/index.php/RGAP/

article/view/18181 

https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5935?issue=%20Vol%206,%20No%201%20(2014):%20Jurnal%20Penelitian%20Pendidikan
https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5935?issue=%20Vol%206,%20No%201%20(2014):%20Jurnal%20Penelitian%20Pendidikan
https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5935?issue=%20Vol%206,%20No%201%20(2014):%20Jurnal%20Penelitian%20Pendidikan
https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5935?issue=%20Vol%206,%20No%201%20(2014):%20Jurnal%20Penelitian%20Pendidikan
https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/mitra-ash-syibyan/article/view/358
https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/mitra-ash-syibyan/article/view/358
https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/mitra-ash-syibyan/article/view/358
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18 Pengaruh Gadget terhadap 

Perkembangan Kreativitas Anak Usia 

Dini Era pandemi Covid-19. 

http://ojs.uho.ac.id/index.php/smartp

aud/article/view/19044 

 

19 Implementasi Pendekatan Reggio Emilia 

Dalam Perkembangan Kreativitas Anak 

Melalui Bermain Plastisin Di TK 

Aisyiyah Yosomulyo.  

https://jurnal.staim-

probolinggo.ac.id/index.php/Muaddib

/article/view/126/pdf 

 

20 Peran Guru dalam Mengenalkan 

Lingkungan Sekitar pada Anak Usia 

Dini di TK Alam Mutiara Umat 

Tulungagung. 

http://ejournal.stkipmodernngawi.ac.id

/index.php/jpm/article/view/306 

 

21 Penggunaan Mind Mapping sebagai 

Media Pengembangan Kreativitas Anak 

di Masa Pandemi. Sinta 3. 3th author 

https://aulad.org/index.php/aulad/art

icle/view/104 

 

22 Story To Improve Language Abilities Of 

Early Children. 

http://ejournal.uin-

suka.ac.id/tarbiyah/joyced/article/vie

w/3987 

 

23 Influence Of Accreditation Readiness In 

Improving The Quality Of Teacher 

http://ejournal.stkipmodernngawi.ac.id/index.php/jpm/article/view/306
http://ejournal.stkipmodernngawi.ac.id/index.php/jpm/article/view/306
http://ejournal.stkipmodernngawi.ac.id/index.php/jpm/article/view/306
http://ejournal.stkipmodernngawi.ac.id/index.php/jpm/article/view/306
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Teaching In PAUD Banguntapan Bantul 

Subdistrict. Sinta 3. 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.

php/jere/issue/view/2067 

 

24 Implementasi Model Pembelajaran 

Sentra Bahan Alam untuk 

Meningkatkan Kreativitas Anak Usia 4-5 

Tahun. 

https://journal.trunojoyo.ac.id/pgpaud

trunojoyo/article/view/10691 

 

25 Response Of Islamic Educational 

Institutions Towards The Era Of Society 

5.0 

http://jurnal.staiannawawi.com/index.

php/At-Tarbiyat/article/view/315 

 

26 Analisis Model Pembelajaran Klasikal 

Terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini 

Di Ra Darussa’adah Tulungagung 

https://ejournal.unmuha.ac.id/index.p

hp/pedagogik/issue/view/149 

 

27 An Management of Education 

Financing to Improve the Quality of 

Education 

https://ijier.org/index.php/ijier/articl

e/view/55 

 

28 Peran Guru Meningkatkan Minat Belajar 

Anak Melalui Pembelajaran Klasikal 

Pada Masa Pandemi Di Ra Al-Anwar 

Kediri 

https://ejournal.unsri.ac.id/index.php

/tumbuhkembang/article/view/14412 
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29 Penilaian Pada Pembelajaran Daring 

Dengan Metode Pemberian Tugas Di 

Raudhatul Athfal Perwanida 

http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/ind

ex.php/JME/article/view/2827 

 

30 Pelaksanaan Model Pembelajaran Area 

Di Paud Putra Harapan Kalidengen 

Kecamatan Temon Kabupaten Kulon 

Progo Yogyakarta. 

https://journal.umtas.ac.id/index.php

/EARLYCHILDHOOD/article/view/1

282 

 

 31 Kompetensi Digital Guru Dalam Upaya 

Meningkatkan Capaian Pendidikan 

Anak Usia Dini. 

https://e-

journal.my.id/jsgp/article/view/1392 

 

 32 Nilai-nilai Agama dan Moral Untuk 

Anak Usia Dini yang Terkandung dalam 

Film Animasi Nusa dan Rara 

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php

/japra/article/view/13085 

 

 33 Implementasi Manajemen Mutu 

Pendidikan Islam Menuju Era Society 

5.0 

https://journal.universitaspahlawan.ac.

id/index.php/jote/article/view/3277 

 

 34 TAREKAT QADIRIYAH: Studi 

terhadap Ajaran Tasawuf Syaikh ‘Abd 

al-Qadir Jilani 
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https://www.oalib.com/paper/251237

0#.YdtrY_5BzIU 

 

Karya Tulis Ilmiah 

(Melakukan 

Penelitian) 

1 Pengembangan Mutu PAI Pada Sekolah 

Umum 

 

2 Penelitian Kelompok (Ketua), Kekerasan 

dengan Praktek, Integrasinya dalam 

Perspektif Radikalisme Agama, LP2M 

IAIN Surakarta Tahun 2014 

 

3 Penerapan Konseling KB Terhadap 

Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam 

Rahim di Puskesmas Kartasura Kab. 

Sukoharjo Tahun 2013, BKKBN Jawa 

Tengah Tahun 2014 

 

4 Penelitian Kelompok (Anggota), Isu-Isu 

Kontemporer Dalam Studi Islam Di 

Surakarta, LP2M IAIN Surakarta Tahun 

2015 

 

5 Peran Suami Dalam Pengambilan 

Keputusan Isteri Menggunakan IUD di 

Kecamatan Banyuurip Kab. Purworejo, 

BKKBN Jawa Tengah Tahun 2015 

 

6 Penerapan Delapan Fungsi Keluarga di 

SD Negeri 1 Pucangan Kartasura 

Sukoharjo, Pusduk BKKBN Jakarta 

Tahun 2016 

 

7 Pendidikan 4 Pilar Dalam Rangka 

Menanamkan Karakter 

Berdasarkan Lillah Billah Bagi AUD Di 

Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2018 
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8 Evaluasi Praktik Pelaksanaan Ujian 

Akhir Semester Pada FITK PTKIN Di 

Jawa Tengah Dan Di Yogyakarta, Tahun 

2019 

 

9 Pendampingan Sahabat Difabel pada 

Mahasiswa di IAIN Surakarta, Tahun 

2021 

https://drive.google.com/file/d/1E_4L

YnMg5ia-

QONxJtJQD372PelZ3aeY/view?usp=sh

aring 

 

Karya Tulis Ilmiah 

(Melakukan 

Pengabdian) 

1 Pemberdayaan TPA Masjid Darussalam 

Kartasura Dalam Rangka Mewujudkan 

Generasi Robbani, Tahun 2018 

 

2 Pelatihan Dan Pendampingan 

Administrasi Keuangan Koperasi 

Sekolah Di Jaringan Sekolah 

Muhammadiyah Se-Kabupaten Boyolali, 

Tahun 2019 

 

3 Literasi Digital dan Kewirausahaan 

Remaja masjid Perum Griya Cipta laras 

Bulusulur Wonogiri, Tahun 2020 

 

4 Gerakan Peduli Sampah Untuk 

Peningkatan Ekonomi Pada Masa 

Pandemi di Jetis Sawahan Ngemplak 

Boyolali, Tahun 2021 

https://docs.google.com/document/d/

1ZQhMMo0vog8UU0KbS4jOKHb5Dnyr

dYbE/edit?usp=sharing&ouid=1082722

57020556022408&rtpof=true&sd=true 
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Karya Tulis Ilmiah 

(Editor Dalam Buku) 

1 Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia 

Dini 

 

2 Bimbingan dan Konseling Pola 17 

 

3 Baca Cepat, Cara Cepat Belajar 

Membaca Untuk Anak Jilid 1. ISBN 978-

602-492-042-5, Absolute Press, Cetakan 

XII Januari 2020. 

https://drive.google.com/file/d/18UP

1HiRBQOzwOKrI-4TE1FehdtS2-

QZH/view?usp=sharing 

 

4 Baca Cepat, Cara Cepat Belajar 

Membaca Untuk Anak Jilid 2. ISBN 978-

602-492-043-2, Absolute Press, Cetakan 

XII Januari 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1K7j6

hRW1BAQlRCOzEp_VbFLBq-

_zkreq/view?usp=sharing 

 

5 Baca Cepat, Cara Cepat Belajar 

Membaca Untuk Anak Jilid 3. ISBN 978-

602-492-044-9, Absolute Press, Cetakan 

XII Januari 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1eK-

aWnetvUQyIBJM_v19xHCR_YJNtuwm

/view?usp=sharing 

 

6 Baca Cepat, Cara Cepat Belajar 

Membaca Untuk Anak Jilid 4. ISBN 978-

602-492-045-6, Absolute Press, Cetakan 

XII Januari 2020. 

https://drive.google.com/file/d/13J0Z

SydgMmF9sCly8H5rHlSGjM8t21Ez/vie
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w?usp=sharing 

 

7 Baca Cepat, Cara Cepat Belajar 

Membaca Untuk Anak Jilid 5. ISBN 978-

602-492-046-3, Absolute Press, Cetakan 

XII Januari 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1P2Lb

6nhB-

qKTPX5lgcjkb5sELNLjOTrn/view?usp=

sharing 

 

8 Baca Cepat, Cara Cepat Belajar 

Membaca Untuk Anak Jilid 6. ISBN 978-

602-492-047-0, Absolute Press, Cetakan 

XII Januari 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1GtJ7

vufQKYfhjYm2d3p4BC13xZi5eqWl/vie

w?usp=sharing 

 

9 Baca Cepat, Cara Cepat Belajar 

Membaca Untuk Anak (Jilid 1-6). ISBN 

978-602-492-041-8 

https://drive.google.com/file/d/19MH

u635GyfWEGF7mTyO0cLUFBqfi6s5b/v

iew?usp=sharing 

 

10 Bunga Rampai Religion, Civilization, 

and Capitalism, LPM Dinamika IAIN 

Surakarta Tahun 2017 

 

11 Jilid 1 Antologi Akhlak dan Tasawuf, 

Tahun 2019 

 

12 Jilid 2 Antologi Akhlak dan Tasawuf, 

Tahun 2019 
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13 Sosiologi Hukum Islam, Tahun 2021 

https://drive.google.com/file/d/1GeflJ

ZRUET_3plLwdWjMGAG8BPq1A83t/v

iew?usp=sharing 

 

Karya Tulis Ilmiah 

(Penulis Book 

Chapter) 

Fakta Pendidikan Akibat Pandemi Lebih 

Mengkhawatirkan (?) 

https://zenodo.org/record/5339017#.YS7A5

o4zbIU 

 

Karya Tulis Ilmiah 

(Penulis Modul 

Perkuliahan) 

1 Metodologi Penelitian 

https://drive.google.com/file/d/1vFT7

GYesFcR4dISZVPrgn-

hGkUg5o2ua/view?usp=sharing 

 

2 Akhlak dan Tasawuf 

https://drive.google.com/file/d/1lXhB

Ab0mvw-

5_kxsARqNBiJRXe4Kmw5A/view?usp=

sharing 

 

3 Peradilan Agama di Indonesia 

https://drive.google.com/file/d/1C8lC

dhK8BulqfdQnj3GWXsadp67MOD6B/v

iew?usp=sharing 

 

Karya Tulis Ilmiah 

(Penulis Buku) 

1 Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. 

Jangan Karena Mahal Sekolah Batal. 

ISBN: 978-623-96436-1-4, Estu Utomo 

Press, Cetakan 1 Edisi I, September 2021 

 

2 Optimalisasi Peningkatan Mutu 

Pendidikan Melalui Penguasaan 8 

Standar Akreditasi. ISBN: 978-623-

96436-2-1, Estu Utomo Press, Cetakan 1 

Edisi I, Oktober 2021 



168 

 

Karya Tulis Ilmiah 

(Penulis e-Book) 

Konsepsi Makanan Halalan Thoyyiban 

dalam perspektif Islam (Abstrak 5021, 

halaman 194) 

https://anyflip.com/csjun/nztg/ 

 

Karya Tulis Ilmiah 

(Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI)) 

1 Karya Tulis (Artikel) 

Agunan Bank Untuk Mengurangi Gagal 

Bayar Dalam Pembiayaan Bank Syariah. 

Pemegang Hak Cipta Fakultas Syari’ah 

Nomor Permohonan EC00202161831 

Tanggal 5 November 2021 Nomor 

Pencatatan 000287060 

https://e-

hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=

YTE4NTQ2ODcxMmY0MjlhNWFjYTIw

MGJjOTM2Yjc5MjcK 

 

2 Karya Tulis (Artikel) 

Eksistensi Tarekat Naqsabandiyah 

Dalam Keragaman Tasawuf di 

Indonesia 

Usulan ke Fakultas Syari’ah UIN Raden 

Mas Said Surakarta Tanggal 21 

Desember 2021 

 

Pengalaman 

Kerja/Mengajar 

1 Dosen PGTKI (Pendidikan Guru TK 

Islam) Bina Insan Mulia Yogyakarta, 

Tahun 1995-1998 

2 Dosen STPI (Sekolah Tinggi Pendidikan 

Islam) Yogyakarta, Mulai Tahun 2001 

3 DLB Fak. Syari’ah STAIN Surakarta 

(Ilmu Falak dan Manajemen Bank 

Syari’ah), Semester Gasal 2002/2003 

4 Kasubbag Kepegawaian STAIN 

Surakarta, 2007-2011 

https://anyflip.com/csjun/nztg/
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5 Peneliti Muda LP2M IAIN Surakarta, 

Mulai 2013  

6 DLB Fak. Syari’ah IAIN Surakarta 

((Metodologi Penelitian HES-4A (2sks) 

dan HES-4B (2sks)), Semester Genap 

2015/2016 

7 DLB FITK IAIN Surakarta ((Metodologi 

Penelitian PAI-4A (2sks), PAI-4B (2sks), 

PAI-4C (2sks) dan PAI-4D (2sks)), 

Semester Genap 2015/2016 

 

Pengalaman 

Organisasi 

1 Sekretaris Umum Silaturrahim Pecinta 

Anak-anak 1990-2012 

2 Kepala Sekretariat Resimen Mahasiswa 

Batalyon 3 IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 1992-1993 

3 Anggota Satgas XI Menwa Timor Timur 

Februari-April 1993 

4 Pembina Menwa Yon 957 IAIN 

Surakarta, 2003-2015 

5 Ketua Program Tutorial Membaca 

Alqur’an SPA Yogyakarta, 1992-1994 

6 Manajer BMT SPARTA SPA Yogyakarta, 

1996-1998 

7 Ketua Pengurus BMT IAIN Surakarta, 

2002-2005  

8 Ketua Pengawas KPRI Mandiri STAIN 

Surakarta, 2005-2011 

9 Pembina UKM Penelitian LPM 

Dinamika IAIN Surakarta, 2016 

10 Direktur Utama Lembaga PP-AUDi 

Mutiara Yogyakarta 2005-sekarang 

11 Ketua Pengurus Yayasan Bhakti Putra 

Bangsa Purworejo 2008-2016 

12 Anggota Badan Pembina Yayasan 

Bhakti Putra Bangsa Purworejo 2016-
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sekarang 

13 Ketua IV Bidang Administrasi Umum 

dan keuangan Yayasan SPA Indonesia 

2012-2022 

14 Ketua III Bidang Prima Cendekia 

Yayasan SPA Indonesia 2022-2027 

15 Sekretaris BPH STPI Bina Insan Mulia 

Yogyakarta 2007-2017 

16 Ketua Pengawas Koperasi Serba Usaha 

Mutiara 2015-sekarang 

17 Ketua Pengurus Majelis Dzikir Baitul 

Rahman Yogyakarta 2017-sekarang 

18 Sekretaris PSLD IAIN Surakarta (2017-

2021) 

 

Pengalaman Ke Luar 

Negeri 

1 Haji (Jeddah, Madinah, Makkah) Tahun 

2010 

2 Study Banding (Philipina) Tahun 2012 

3 Umrah (Singapura, Dubai, Jeddah, 

Madinah, Makkah) Tahun 2013 

4 Study Banding (Malaysia, Singapura) 

Tahun 2014 

5 Study Banding (Thailand, Malaysia, 

Singapura) Tahun 2015 

6 Umrah (Jeddah, Madinah, Makkah) 

Tahun 2016 

7 Forum Disaibility Eropa, Oktober 2017 

(Yunani, Belanda dan Inggris) 

 

Diklat, Seminar, 

Workshop atau yang 

sejenisnya 

 

1 Diklat Fungsiaonal Peneliti Gel. VIII 

LIPI, 4-24 Juni 2009, 203 JPL  

2 Diklat Prajabatan Gol III Angk IV 

tanggal 21 sept-14 Okt 1998, 182 JPL 

3 Peserta, Diskusi “Manajemen 

Pengambangan Perguruan Tinggi” 11 

Maret 1998, Lemlit IKIP Yogyakarta 
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4 Peserta, Bedah Buku Putih, Menegakkan 

Kebenaran, 31 Maret 2001, FISIP UNS  

5 Peserta, Dialog Nasional Refleksi 

Reformasi dan Gelar Budaya, 27 Mei 

2002, BEM STAIN Surakarta 

6 Peserta, Seminar Nasional Pendidikan 

Karakter dengan Pendekatan Living 

Values Education, 14 Mei 2014, Fak 

Tarbiyah, Yogyakarta 

7 Peserta, Workshop Metodologi 

Penelitian, 13 Oktober 2012, Pasca UNY 

8 Peserta, Temu Riset Penelitian 

Keagamaan Tingkat Nasional ke 10,6-9 

Nov 2012, Badan Litbang, Bali 

9 Peserta, Worskshop Isu-isu Keagamaan 

yang Aktual, 25-28 Nov 2012, Balitbang, 

Bandungan-Semarang 

10 Peserta, Seminar dan Partnership 

Development, 11-12 Des 2012, PSLD 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

11 Peserta, Seminar Nasional Stop 

Kekerasan Pada Anak, LP2M IAIN 

Surakarta, 7 Oktober 2014, Aula 

Pascasarjana IAIN Surakarta 

12 Peserta, Seminar Nasional Islam dan 

Masa Depan Ekologi, IAIN Surakarta, 5 

Nov 2014 

13 Peserta, Annual International 

Conference on Islamic Studies, Dirjen 

Pendis, 21-24 Nov 2014, Gran Senyiur 

Hotel Balikpapan 

14 Peserta, Seminar Hasil Penelitian Tahap 

II Tahun 2014, Balitbang Semarang, 25-

28 Nov 2014, Hotel Graand Zuri 

Yogyakarta 

15 Peserta, Seminar Pemberdayaan Umat, 
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LP2M IAIN Surakarta, 6 Des 2014, Hotel 

Pramesthi Kartasura 

16 Peserta, Workshop Persiapan Perguruan 

Tinggi Menghadapi MEA, PP-

AISYIYAH, 17-18 Januari 2015, LPP 

Convention Hotel Yogyakarta 

17 Peserta, Kegiatan Pembinaan Mental 

Pegawai, IAIN Surakarta, 15 April 2015. 

18 Peserta, Seminar Pengabdian 

Masyarakat Berbasis PAR, LP2M IAIN 

Surakarta, 15-16 April 2015, Hotel 

Pramesthi Kartasura. 

19 Peserta, Seminar Metodologi Penelitian 

Dosen, LP2M IAIN Surakarta, 25 Mei 

2015, Aula Pascasarjana IAIN Surakarta 

20 Peserta, Workshop Peningkatan 

Kapasitas Tenaga Kependidika, LPM 

IAIN Surakarta, 13 Juli 2015. 

21 Peserta, Workshop Studi Gender dan 

Keluarga, LP2M IAIN Surakarta, 5-6 

Agustus 2015 

22 Peserta, Refreshment Metodologi PAR, 

LP2M IAIN Surakarta, 14 Agustus 2015 

23 Peserta, Seminar Studi Gender, LP2M 

IAIN Surakarta, 15 September 2015, 

Aula Pascasarjana IAIN Surakarta 

24 Peserta, Konferensi Nasional, Desain 

ModelPenelitian dan Pengabdian Kini 

dan Yang Akan Datang, LP2M IAIN 

Surakarta, 21 September 2015, Aula 

Pascasarjana IAIN Surakarta 

25 Peserta, Diseminasi Hasil Penelitian, 

LP2M IAIN Surakarta, 27 Oktober 2015, 

Aula Pascasarjana IAIN Surakarta 

26 Pelatih, AMT di SLTA Se Karesdinan 

Kedu (2014-2015) 
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27 Pelatih, Pelatihan Matematika Dahsyat 

Indonesia (Wonosari Gunungkidul, 11 

Desember 2015) 

28 Pelatih, Pelatihan Matematika Dahsyat 

Indonesia (Widodaren Ngawi, 31 

Januari 2016) 

29 Pelatih, Pelatihan Matematika Dahsyat 

Indonesia (UIN Suka Yogyakarta, 12 

Maret 2016) 

30 Pelatih, Workshop Matematika Dahsyat 

Indonesia (SDIT Imam Syafi’i Petanahan 

Kebumen, 13Maret 2016) 

31 Pelatih, Pelatihan Matematika Dahsyat 

Indonesia (SDIT Hidayatullah Ngaglik 

Sleman Yogyakarta, 2 April 2016) 

32 Pelatih, Pelatihan Administrasi Umum, 

Kepegawaian dan Keuangan untuk 

SD/TK/KB/TPA Salsabila (Yogyakarta, 

2015-2016) 

33 Pelatih, Pelatihan Administrasi Umum, 

Kepegawaian dan Keuangan untuk STPI 

Bina Insan Mulia Yogyakarta, 2015/2016 

 Antara Tahun 2016-2020 sebenarnya 

banyak kegiatan tetapi tidak tersimpan 

dengan baik 

34 Webinar IAIN Samarinda 11 Juni 2020 

35 WEBINAR Asesmen Pembelajaran di 

Era New Normal 13 Juni 2020 

36 Peserta Webinar Majelis Hukum dan 

HAM PP Aisiyah 4 Juli 2020 

37 Workshop ULD Lambung mangkurat 19 

Agustus 2020 

38 IConSyal 6 April 2021 

39 Participant 2nd ICHLaSh 24 Juni 2021 

40 Seminar Nasional UIN Sunan Ampel 18 

Agustus 2021 
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41 Workshop Penelitian Etnografi 26 

Agustus 2021 

42 ICLJ5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

13 Oktober 2021 

43 Narasumber Diskusi Dosen Bulanan 

Fakultas Syariah dengan tema 

Membangun Penguatan Budaya Literasi 

Media dan Informasi dalam Dunia 

Pendidikan, 30 Nopember 2021 

 

Data Keluarga 1. Isteri 

Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd. 

Ngawi, 1 Agustus 1970 

2. Anak Pertama 

Muthia Rahman Nayla 

Yogyakarta, 6 Maret 2001 

3. Anak Kedua 

Fadhila Rahman Najwa 

Yogyakarta, 16 Desember 2004 

 

 

 


